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P R A K A T A

UJI syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan 
Yang Maha Esa atas asung kertha wara nugrahaNya, Buku Ajar 
Sosiologi Hukum ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku 

ini akhirnya rampung dan dapat mewujudkan keinginan tim penulis 
untuk menghasilkan karya akademis yang dapat dipersembahkan bagi 
pengembangan pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Hukum yang 
semakin diminati mahasiswa. Berkat koordinasi yang baik dengan 
semua pihak yang memberikan motivasi, buku ini akhirnya bisa 
diterbitkan bagi pembaca sekalian.

Buku Ajar Sosiologi Hukum ini memuat topik-topik sesuai standar 
kompetensi yang diharapkan diperoleh dalam perkuliahan. Materi 
yang dijabarkan tersusun secara sistematis mulai dari pengertian dasar 
dan konsep sosiologi hukum hingga penegakan hukum yang semua 
materi ini tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan hukum dalam 
masyarakat. Sosiologi hukum yang dimaksudkan adalah untuk lebih 
mendalami pengetahuan hukum yang bekerja pada masyarakat hingga 
proses penegakan hukum yang selalu menjadi sorotan.
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Masalah yang terkait hukum dalam masyarakat menurut perspektif 
sosiologi hukum dijelaskan dalam bab demi bab secara terstruktur. 
Tersusunnya materi yang terkait satu sama lain dalam buku ini 
memberi pemahaman yang utuh terhadap cabang ilmu hukum yang 
sangat dekat dalam  melihat hubungan antara hukum dan masyarakat. 
Tanpa masyarakat hukum tentu tidak dapat dijalankan, demikian 
sebaliknya masyarakat memerlukan hukum agar tertib yang diharapkan 
dapat diwujudkan. Apalagi dinamika kemasyarakatan berkembang 
dengan cepat tentu perlu telaah kritis terhadapnya. Pada tataran inilah 
sosiologi hukum memiliki peran yang sangat besar agar tercipta hukum 
sebagaimana tujuannya. Mahasiswa khususnya dalam perkuliahan 
memerlukan panduan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan 
fakta empiris (pelaksanaannya). Buku ajar ini diharapkan menjadi 
panduan untuk mencapai target pembelajaran tersebut.

Harus diakui buku edisi perdana ini memiliki banyak kekurangan. 
Tetapi dalam upaya memberi cakrawala baru dalam perkuliahan 
Sosiologi hukum, besar harapan kiranya buku ini dapat memberikan 
kontribusi. Terhadap belum sempurnanya buku ajar ini, tim penulis 
dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun 
demi perbaikan di waktu mendatang.

Pada kesempatan yang baik ini tim penulis mengucapkan banyak 
terimakasih kepada : 

1.	 Bapak Rektor Universitas Udayana;
2.	 Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas 

motivasi yang diberikan kepada tim penulis;
3.	 Bapak Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum 

Universitas Udayana yang selalu memberikan semangat untuk 
bisa terbitnya buku ini;

3.	 Bapak/Ibu dosen Bagian Hukum dan Masyarakat khususnya 
pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum  yang telah banyak 
menuangkan pemikirannya untuk buku ajar ini;
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4.	 Semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang sejak 
awal buku ini dibuat hingga bisa diterbitkan seperti saat ini. 

	 Akhir kata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru bagi 
kita semua dan dengan terbitnya buku ini dapat berkontribusi 
bagi pengembangan mata kuliah Sosiologi Hukum dan 
kepentingan akademis.

Denpasar, 2 Juni 2017                               

Tim Penulis
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BAB I
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, OBYEK, 

KARAKTERISTIK, DAN MANFAAT 
SOSIOLOGI HUKUM

1.1. Pengertian, Ruang Lingkup dan Obyek Sosiologi Hukum
Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya 

diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 
1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran 
para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-
hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi 
mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang 
mewakili sekelompok ahli pemikir yang secara garis besar mempunyai 
pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang 
pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang 
berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu 
dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan.1

Sosiologi hukum termasuk ke dalam kategori ilmu nomografik 
yang bertumpu pada deskripsi dan penjelasan. Eksplorasi kebenaran 
dilakukan oleh penelitian-penelitian sosiologi hukum yang pada akhirnya 
menemukan “kebenaran baru” atau mengungkap hal-hal yang sebelum 
itu tidak dipikirkan orang. Untuk menjelaskan optik deskriptif yang 
digunakan sosiologi hukum dan perbedaannya dengan optik preskriptif 

1 Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 
	 Jakarta, h.109.
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dalam ilmu hukum analitis-positivistis, Donald Black membuat dua 
model hukum yang sangat membantu melihat perbedaan tersebut. Dari 
dua model tersebut dapat diketahui apa yang menjadi fokus, proses dan 
sebagainya, apabila kita memasuki sosiologi hukum. Dapat diketahui 
bahwa apa yang menjadi perhatian sosiologi hukum bukanlah peraturan 
yang mengandung muatan abstrak dan stereotip, melainkan apa yang 
teramati dalam kenyataan. Dengan demikian, hukum adalah hukum 
bukan karena peraturannya mengatakan demikian, melainkan karena 
teramati dalam kenyataan. Dalam istilah Black, maka yang teramati 
dalam kenyataan adalah struktur sosial.2 

Pada waktu Stewart Macaulay melakukan penelitian sosiologis 
terhadap kontrak dalam dunia bisnis di Amerika, maka struktur sosial 
tersebut adalah hal-hal yang senyatanya dilakukan oleh para pengusaha 
Amerika apabila memasuki hubungan kontrak. Dalam sosiologi hukum, 
disebabkan oleh perhatian terhadap struktur sosial tersebut, maka hukum 
juga tidak memiliki lingkup universal, melainkan variabel, seperti latar 
belakang sosial dan ekonomi, kedudukan dalam masyarakat, juga etnis 
dan ras.3

Berbeda halnya dengan ilmu hukum normatif yang memandang 
hukum dalam hukum itu sendiri (apa yang tertuang dalam peraturan). 
Eksponen dari aliran positivisme Joh Austin, mengatakan “the study of 
the nature should be a study of law as it actually exists in a legal system, 
and not of law as it ought to be on moral ground” (bahwa studi tentang 
sifat hukum seharusnya merupakan studi tentang hukum yang benar-
benar terdapat dalam sistem hukum, dan bukan hukum yang seharusnya 
ada dalam norma-norma moral). Sedangkan sosiologi hukum 
memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum 
mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang 
ilmu sosial. Pada dasarnya sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum 
hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem-

2 Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, 
Yogyakarta, Cet Kedua, (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo I), h.60-62.

3 Satjipto Rahardjo I, Ibid, h.63. 
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sistem sosial lain yang terdapat di dalam masyarakat memberi arti dan 
pengaruh terhadap hukum.4

Menurut Achmad Ali, yang mengutip dari Friedman, sosiologi 
hukum beranjak dari asumsi dasar “...The people who make, apply, or 
use the law are human being. Their behavoir is social behavior. Yet, 
the study of law has proceeded in relative isolation from other studies 
in the social sciences...”. Asumsi dasar tersebut beranggapan bahwa 
orang yang membuat, yang menerapkan, atau yang menggunakan 
hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. 
Namun  kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi-
studi lain di dalam ilmu sosial. Selanjutnya, Achmad Ali mengatakan 
bahwa dengan menggunakan pandangan-pandangan sosiologi terhadap 
hukum, kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa 
mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka (seperti yang 
dianut oleh kalangan kaum positivistis atau legalistis).5

Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara 
kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat 
dipelajari dengan dua cara yaitu :

1.	 Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan 
kemasyarakatan; dan

2.	 Menjelaskan kenyataan kemasyarakat dari sudut kaidah-
kaidah hukum.6

Sebelum memberikan definisi atas sosiologi hukum, perlu diketahui 
terlebih dahulu perbedaan antara sociology of the law dengan sociology 
in the law, Disamping itu kita juga membedakannya dengan sociological 
jurisprudence. Harry C. Bredemeir dalam tulisannya yang berjudul Law as an 
intregative mechanism, berpendapat seperti di bawah ini : “It is important to 
distinguish between two kinds of enterprises relating sociology and law : one 
is denoted by the phrase sociology of the law, the other by sociology in the law, 

4 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.110.
5  Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.111.
6  H. Salim, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.   

Kepertama, h.65.
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the first make ‘the law’ a focus of sociological investigation in the same way 
that ‘small groups’ and voting are foci. The goal here is either to describe the 
significance of the law for the large society or to describe its internal processes 
or both. The second aims to facilitate the law’s performance of its functions 
by adding sociological knowledge to its stock of tools. Cleary, the second aim 
defends on the first : there can be no sociological knowledge that is useful to 
the law until there is sociological knowledge about the functions of the law and 
mechanism of performing those functions. For that reason, in the first part of 
this paper I set out an analysis of the functions of the law and their relationships 
to other functional subsystem of the society. I then discuss some of the salient 
lines of research in sociology of the law suggested by that analysis and the 
place of sociology in the law”.7

Menurut Bredemeire, sangatlah penting untuk membedakan antara 
dua jenis usaha yang menghubungkan antara sosiologi dan hukum. Yang 
pertama ditunjukkan dengan istilah sosiologi tentang hukum, sedang 
yang kedua ditunjukkan dengan istilah sosiologi dalam hukum. Yang 
pertama menjadikan hukum sebagai fokus dari investigasi yang bersifat 
sosiologis dengan menjadikan kelompok-kelompok kecil dan voting 
sebagai fokusnya. Tujuannya di sini adalah untuk menggambarkan 
arti penting dari hukum terhadap masyarakat yang lebih luas, atau 
untuk menggambarkan proses-proses internalnya atau keduanya. Yang 
kedua (sosiologi di dalam hukum), adalah memfasilitasi pelaksanaan 
hukum dari fungsi-fungsinya. Tujuan yang kedua tergantung dari 
yang pertama. Dalam hal ini, pengetahuan sosiologis yang digunakan 
adalah pengetahuan sosiologis tentang berbagai fungsi hukum dan 
mekanisme pelaksanaan fungsi tersebut. Dengan alasan itulah dalam 
bagian pertama, Bredemeire mengungkapkan suatu analisis terhadap 
fungsi-fungsi hukum dan hubungannya dengan subsistem fungsional 
lain dari masyarakat. Ia kemudian membahas beberapa garis penting 
dari riset dalam sosiologi hukum yang menjadi penekanan analisis dan 
kedudukan sosiologi dalam hukum.8

7 Yesmil Anwar dan Adang, Loc.Cit.
8 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.111-112.
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Meuwissen juga mengemukakan pandangan tentang sosiologi 
hukum. Ia berpendapat bahwa sosiologi hukum menjelaskan hukum 
positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah 
menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor kemasyarakatan.9

Alvin S Johnson mengemukakan bahwa sosiologi hukum 
adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia, yang menelaah sepenuhnya 
realitas sosial hukum dimulai dari hal-hal yang nyata, seperti observasi 
perwujudan lahirlah dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif 
(organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi-
tradisi atau kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur 
ruang dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis).10

Gurvitch mengemukakan sosiologi hukum adalah bagian dari 
sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya 
dari hukum, diawali dengan pernyataan yang konkrit yang dapat 
diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif dalam dasar 
materinya. Sosiologi hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi 
material hukum menurut makna batinnya, seraya mengilhami dan 
meresapi, sementara itupun untuk sebagian dirubahnya. Selanjutnya 
Gurvitch membedakan sosiologi hukum atas beberapa bentuk dengan 
menggunakan ukuran ruang lingkup masalah yang dicakup :

1.	 Masalah sosiologi hukum sistematik (sistematic sociology of 
law), yang menelaah hubungan antara bentuk kemasyarakatan 
(forms of sociality) dengan jenis hukum (kinds of law);

2.	 Masalah sosiologi hukum diferensial, yang menelaah 
manifestasi hukum sebagai suatu fungsi satuan kolektif yang 
nyata;

3.	 Masalah sosiologi hukum genetik yang menelaah keteraturan 
sebagai tendensi dan faktor-faktor dari perubahan, perkembangan 
dan keutuhan hukum dalam satu type masyarakat tertentu.11

	
9 H. Salim, Op.Cit, h.66.
10 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.112.
11 OK. Khairuddin, 1991, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kepertama, h.60-66.
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Dalam kajian sosiologi hukum, Soetandyo Wignyosoebroto 
mengemukakan bahwa dalam kajian-kajian sosiologis, perbincangan 
mengenai kontrol sosial itu amat erat sangkut pautnya dengan persoalan 
sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses untuk menjadikan insan-
insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-kaidah dan dengannya 
menjadikan insan-insan ini sanggup menaati sepenuh hati (to obey), 
atau setidak-tidaknya menyesuaikan perilakunya (to conform) dengan 
ketentuan kaidah-kaidah itu.12

Apa yang dikemukakan oleh Soetandyo tersebut, akan lebih jelas 
apabila kita menyimak apa yang diungkapkan oleh seorang bapak ilmu 
sosiologi hukum Roscoe Pound. Ia mengungkapkan bahwa “The main 
problem to which sociological jurists are addressing themselves today 
is to enable and to compel law making and also interpretation and 
application of legal rules, to make more account and more intelligent 
account of the social fact upon which law must proceed and to which it 
is to be applied..”.13

Pound, memandang bahwa problem utama yang dewasa ini 
menjadi perhatian dari para praktisi sosiologi hukum adalah bagaimana 
mendorong pembuat hukum menafsirkan dan menerapkan aturan-
aturan hukum yang lebih mengacu pada fakta-fakta sosial, hukum 
tersebut diterapkan.14

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum 
adalah cabang kajian sosiologi. Sebagai cabang kajian sosiologi, 
sosiologi hukum banyak memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum, 
sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan bermasyarakat 
sehari-hari. Berbeda dengan kajian-kajian ilmu hukum murni yang 
sering disebut dengan Jurisprudence (Inggris) atau Reine Rechtslehre 
(Jerman). Sosiologi hukum tidak hendak membatasi kajian-kajian 
pada ikhwal kandungan normatif peraturan perundangan berikut 
sistematikanya dan doktrin-doktrin yang mendasarinya. Sosiologi 

12  Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.113.
13  Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.110-111.
14  Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.114.
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hukum dapat dikatakan sebagai suatu cabang kajian khusus dalam 
keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. Kalaupun 
sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai perangkat kaidah 
khusus, yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri, melainkan 
kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk 
menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.15

Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang 
baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Baik ilmu hukum 
maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu 
hukum, akan tetapi sudut pandang kedua ilmu pengetahuan tersebut juga 
berbeda oleh karena itu, hasil yang diperoleh ke dua ilmu pengetahuan tadi 
juga berbeda. Hukum adalah suatu gejala sosial-budaya yang berfungsi 
untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu 
terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari 
gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah 
tersebut, oleh karena kaidah-kaidah tadi seringkali tidak jelas. Berbagai 
kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat harus digolong-
golongkan ke dalam suatu klasifikasi yang sistematis, dan ini juga 
merupakan salah satu tugas dari ilmu hukum.16

Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat pula dipelajari dari 
sudut sejarahnya. Dengan metode sejarah, ditelitilah perkembangan 
hukum dari awal sampai terjadinya himpunan kaidah-kaidah hukum 
tertentu. Kemudian hukum tadi dibanding-bandingkan dengan hukum 
yang berlaku di masyarakat lainnya, untuk mendapatkan persamaan dan 
perbedaan. Itu semua merupakan obyek penelitian dari sejarah hukum 
dan ilmu perbandingan hukum. Ilmu hukum juga meneliti aspek-aspek 
yang tetap dari suatu struktur hukum, aspek-aspek mana yang dapat 
dianggap sebagai inti atau dasar dari hukum. Hal ini merupakan tugas 
dari teori hukum.17

15 Yesmil Anwar dan Adang, Loc.Cit.
16 Soerjono Soekanto, 2005, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 

Kelimabelas (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h.10-11.
17 Soerjono Soekanto I, Ibid, h.11.
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Ruang lingkup yang selanjutnya menyangkut hukum dan pola-pola 
perikelakuan sebagai ciptaan serta wujud daripada keinginan-keinginan 
kelompok-kelompok sosial. Kekuatan-kekuatan apakah yang membentuk, 
menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perikelakuan yang 
bersifat yuridis?. Selanjutnya suatu obyek yang tidak mendapat sorotan 
khusus dari ilmu hukum maupun antropologi hukum, akan tetapi merupakan 
bidang penelitian sosiologi hukum adalah hubungan timbal-balik antara 
perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial 
dan budaya. Untuk meneliti hal itu, diperlukan pengetahuan yang cukup 
mengenai hukum sebagai suatu gejala sosial. Jadi pada dasarnya ruang 
lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan dalam masyarakat, 
yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang 
hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dirumuskan 
bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang 
antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa 
dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain 
yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari 
sosiolog umum, sebagaimana halnya dengan sosiologi keluarga, sosiologi 
industri, sosiologi politik, ataupun sosiologi ekonomi. Sosiologi hukum 
(maupun sosiologi umum) dapat dipandang sebagai suatu alat dari ilmu 
hukum di dalam meneliti obyeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum. 
Setelah melihat beberapa persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka 
akan dapat diperoleh suatu perumusan yang mantap tentang obyeknya.18 

	 Satjipto Rahardjo mengemukakan obyek yang menjadi 
sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial 
hukum. Obyek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam 
penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, 
polisi dan advokat.19

Hal yang sama di kemukakan oleh Apeldoorn bahwa sosiologi 
hukum mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya. 
Dengan berpangkal pada kaidah-kaidah yang diuraikan dalam undang-

18 Soerjono Soekanto I, Ibid, h.12-13.
19 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.113.
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undang, keputusan-keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, 
kontrak, keputusan-keputusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat 
yuridis dan dalam sumber-sumber yang lain. sosiologi menyelidiki, 
adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh-
sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan 
lain sampai hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang 
daripadanya.20

Pembuat undang-undang di sini dilihat sebagai manifestasi 
dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan 
identitas yang berperan itu perlu diamati seperti usia pada anggotanya, 
pendidikan dan faktor-faktor sosial lainnya. Dalam studi tentang 
perundang-undangan sosiologi hukum secara mendalam berusaha 
mengungkap faktor-faktor apa yang mempengarufi efektifitas undang-
undang, mengapa orang mentaati hukum, golongan mana yang 
diuntungkan dan dirugikan dengan dikeluarkannya undang-undang 
tertentu dan sebagainya, sehingga dapat dipahami benar perhatian dan 
obyek penyelidikan sosiologi hukum.21

Hal yang perlu dipahami pula dari segi obyek sasaran studi 
sosiologi hukum juga adalah mengenai “janji-janji” dalam hukum akan 
efektif dan bermanfaat terutama oleh kelompok-kelompok yang mampu 
mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum 
dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. Seperti 
yang dikemukakan oleh Schuyt, kemampuan untuk mengorganisasikan 
diri tersebut tergantung pula dari beberapa faktor lain yakni sosial dari 
suatu kelompok tertentu.22 

Apeldoorn membahas sosiologi hukum dalam kaitannya dengan 
cabang ilmu lain Dengan demikian akhirnya hukum dibebani tanggung 
jawab hukum dipahami dan diamalkan masyarakat. Tanggung jawab 
tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.23

20 L.J.Van Apeldoorn, 1968, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Kesepuluh (Tanpa 
Perubahan), h.336.

21 Sudarsono, 1991, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Kepertama, h.259.
22 Sudarsono, Ibid, h.259-260.
23 Sudarsono, Ibid, h.260.



10

1.2.	 Karakteristik dan Manfaat Sosiologi Hukum
Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan dan 

perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya. 
Sosiologi hukum memulai dari pola-pola perlambangan hukum, 
mengorganisasi prosedur-prosedur hukum dan sanksi-sanksinya 
sampai pada simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti kefleksibelan 
peraturan-peraturan dan kespontanan hukum.24

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang 
mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian 
itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara 
sosiologis, sebagai berikut: 

1.	 Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan 
terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu 
dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan 
pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang 
terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. 
Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa 
praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebanya, faktor-faktor 
apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. 
Dengan mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan untuk 
memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya 
bagi study hukum “tradisional” yaitu yang bersifat preskriptif, 
yang hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana 
penerapannya”. Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max 
Weber disebutnya sebagai suatu “interpretative understanding”, 
yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta 
efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut 
Satjipto, mempelajari hukum secara sosiologis adalah 
menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Oleh Weber, 
dikatakannya tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi 
yaitu, segi “luar” dan segi “dalam”. Dengan demikian sosiologi 

24 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.112.
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hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari 
luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang 
bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku 
seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku (hukum), maka 
sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang 
sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya 
merupakan obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. 
Itulah karakteristik yang pertama.

2.	 Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris 
(empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. 
Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah 
dalam kenyataan peraturan itu?”, “Apakah kenyataannya 
seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan 
yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan 
pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima 
saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua 
senantiasa mengujinya dengan data (empiris).

3.	 Sosiologi hukum tidak melakukan ”penilaian” terhadap hukum. 
Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari 
hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia 
tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatiannya yang 
utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang 
dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan 
salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan 
praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. 
Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak 
memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi 
obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan 
penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.25

Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti 
sosiologi hukum maka dapatlah dikatakan, bahwa sosiologi hukum 

25 OK. Khairuddin, Op.Cit, h.38-39.
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merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan 
empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan 
sebaliknya. Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum ada 
dua pendapat utama, sebagai berikut :

1.	 Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum 
harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi 
hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai 
sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam 
fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak 
kecil dari sosiologi hukum di dalam mengidentifikasikan konteks 
sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.

2.	 Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi 
hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.26

	Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat 
mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam 
masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui 
keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para 
warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif).27

	 Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi 
hukum sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikatakan, bahwa secara 
ideal sosiologi hukum dapat berguna untuk :

1.	 Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap 
hukum dalam konteks sosial. Misalnya, kemampuan untuk 
memahami sampai sejauh manakah pengaruh timbal balik antara 
hukum sebagai kompleks daripada sikap-sikap atau prilaku, 
dengan perilaku-perilaku sosial lainnya dalam masyarakat.

2.	 Mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum tertulis. 
Misalnya, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-
undang melembaga dalam masyarakat.28

26  Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.25.
27  Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.26.
28 	Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, CV. Rajawali, 

Jakarta, Cet. Ketiga, h.35.
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3.	 Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan 
kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap 
efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana 
pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan 
sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-
keadaan sosial tertentu.

4.	 Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan 
serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap 
efektifitas hukum di dalam masyarakat.29

	 Kegunaan-kegunaan umum tersebut, secara terinci dapat 
dijabarkan sebagai berikut :30 

29 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
30 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.132.

	 Dalam tahap	 Kegunaan

	 Organisasi 	 •	 Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan yang 
	 dalam		  mempengaruhi perencanaan, pembentukan serta penegakan hukum.
	 masyarakat	 •	 Dapat diidentifikasikan unsur-unsur kebudayaan manakah yang 
			   mempengaruhi isi atau subtansi hukum.
		  •	 Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam 
			   pembentukan hukum dan penegakannya.

	 Golongan 	 •	 Golongan manakah yang dapat menentukan penerapan dan 
	 dalam		  pembentukan hukum.
	 masyarakat	 •	 Golongan manakah yang dirugikan atau yang diuntungkan 
			   dengan adanya hukum-hukum tertentu.
		  •	 Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

	 Taraf  	 •	 Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah 
	 individual		  perilaku warga masyarakat. 
		  •	 Kekuatan, kemampuan, kesungguhan hati dari para penegak hukum 
			   dalam melaksanakan fungsinya
		  •	 Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, yang berwujud 
			   kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban hak-hak maupun 
			   perilaku yang teratur.
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BAB II
MAZHAB/ALIRAN DALAM 

SOSIOLOGI HUKUM

2.1.	 Mashab/Aliran Sosiologi Hukum
Sekalipun kehadiran sosiologi hukum sangat menjanjikan untuk 

menghadapi masalah hukum dan sosial memasuki abad kedua puluh, 
namun sosiologi hukum merupakan disiplin yang masih muda. Biasanya 
tingkat kematangan suatu ilmu ditandai oleh tingginya sumbangan 
teori. Karena teori melampaui pengamatan dan pengumpulan bahan 
sehingga memang pantas untuk dijadikan ukuran kematangan suatu 
disiplin ilmu. 

Kita dapat membedakan beberapa aliran dalam sosiologi hukum. 
Aliran tersebut muncul karena paradigma yang digunakan. Maka 
kendatipun pada dasarnya sama-sama berbagi pendekatan dan metode 
yang dipakai, yaitu optik sosiologis, tetapi aliran yang satu melakukan 
studi secara berbeda daripada yang lain.31 Terdapat dua aliran yang 
mengembangkan sosiologi hukum yaitu :

31 Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.100. 
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a. Aliran Positif
Aliran positif hanya membicarakan kejadian yang dapat diamati 

dari luar secara murni. Mereka tidak mau sedikitpun memasukkan ke 
dalam kajiannya hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai, 
tujuan, maksud dan sebagainya. Pada tahun 1972, Black menulis artikel 
“The Boundaries of Legal Sociology”. Tulisan tersebut menelaah 
apa yang sampai saat itu dilakukan dalam bidang sosiologi hukum 
di Amerika dan sekaligus menyatakan bagaimana hendaknya studi 
dalam bidang tersebut dilakukan. Artikel tersebut dapat dicatat sebagai 
pengumuman kehadiran aliran positif dan kritik terhadap aliran lain.32

Black mengatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu 
(science) dan kebijaksanaan (policy) dalam sosiologi hukum. Kendati 
para sosiologiwan hukum saling mengkritik satu sama lain dalam 
penggunaan standar ilmu dan ketepatan metodologi serta validitas 
teori, tetapi menurut black, itu semua dilakukan dalam kerangka 
mendiskusikan atau meneliti masalah-masalah kebijaksanaan (policy 
implications).33

Cara kerja seperti tersebut di atas sama sekali ditolak oleh 
Black, oleh karena telah memasukkan dan melibatkan (imparting) 
aspek-aspek yang bersifat kejiwaan, seperti “emotion”, “indignation” 
dan “personal involvement”. Seorang sosiologi hukum tidak pantas 
berbicara mengenai sosiologi hukum sebagai seorang borjuis, liberal, 
pluralis atau melioris yang penting bukan pemihakan terhadap semua 
“isme” tersebut, melainkan berkonsentrasi kepada apa yang disebut 
Black sebagai “style of discourse”.34

Salah satu sasaran kritik Black terhadap wacana tematis dalam 
sosiologi hukum di Amerika pada waktu itu adalah keefektifan hukum. 
Dalam wacana tersebut sesuatu perumusan masalah yang umum 
dilakukan dengan membandingkan realitas hukum dengan suatu ideal 
hukum tertentu. Suatu kesenjangan khas telah terjadi antara hukum 
32  Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.100-101.
33 Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.101.
34 Satjipto Rahardjo I, Loc.Cit.
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dalam teori dan hukum dalam bekerjanya. Keadaan tersebut di atas 
dapat dinilai bukan sebagai kerja sosiologi hukum yang seharusnya. 
Disiplin tersebut mesti membedakan antara ranah ilmu dan nilai-nilai. 
Suatu titik rawan dalam sosiologi hukum adalah pada waktu ia harus 
menegaskan secara jernih, bahwa hukum muncul dari fakta-fakta yang 
teramati dan bukan dalam konsep peraturan atau kaedah sebagaimana 
lazim terjadi pada ilmu hukum (jurisprudence). Menurut Black, 
dalam ilmu hukum atau penggunaannya sehari-hari, hukum dilihat 
sebagai keharusan-keharusan yang mengikat. Sosiologi hukum harus 
membebaskan dirinya dari pemahaman seperti itu dan hanya melihat 
fakta, seperti putusan hakim, polisi, jaksa dan pejabat administratif. 
Hanya fakta-fakta inilah yang menjadi urusan sosiologi hukum dan 
bukan bagaimana seharusnya suatu perilaku itu dijalankan menurut 
hukum. Suatu pendekatan sosiologi hukum yang murni terhadap hukum 
tidak melibatkan suatu penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, 
melainkan pada analisis ilmiah kehidupan hukum sebagai suatu sistem 
perilaku (behavior).35

Menurutnya, sosiologi hukum hanya berurusan dengan 
fakta yang dapat diamati (observable fact). Sosiologi hukum tidak 
memikiran tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum dan nilai 
hukum. Baginya, hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi dalam 
masyarakat. Sosiologi hukum bertolak dari amatan yang terjadi dalam 
masyarakat. Hukum menurut aliran sosiologi positif merupakan 
variabel kuantitatif.36

35 Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.101-102.
36 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.130-131.
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b. Aliran Normatif
Aliran normatif pada dasarnya menyatakan bahwa hukum itu 

bukan hanya fakta yang teramati, tetapi juga suatu institusi nilai. Hukum 
mengandung nilai-nilai dan hukum bekerja untuk mengekspresikan 
nilai tersebut dalam masyarakat. Maka menjadi hilanglah dasar atau 
landasan yang hakiki bagi kehadiran hukum dalam masyarakat, apabila 
hukum itu tidak dapat dilihat sebagai institusi yang demikian itu.37

Plilip Selznick, Jeromi Skolnick, Philippe Nonet dan Charlin adalah 
tokoh-tokoh yang mengembangkan apa yang akan disebut sebagai “The 
Berkeley Perspective”. Menurut mereka, sosiologi hukum hendaknya 
mempelajari landasan sosial (social foundations) yang ada dalam ideal 
legalitas. Dengan demikian, sikap yang diambil oleh aliran ini berbeda 
dengan aliran positif yang berpendapat, bahwa penilaian (value judgement) 
tidak dapat ditemukan dalam dunia empirik. Berbeda dengan itu, program 
Berkeley justru menekankan agar sosiologi hukum memikirkan tentang 
ide-ide hukum (legal ideas) dengan bersungguh-sungguh.38

Menurut aliran normatif, hukum bukan merupakan fakta yang 
teramati tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung 
nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam 
masyarakat. Menurut aliran ini, sosiologi hukum bersifat derivatif, 
karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik 
dan ekonomi.39

Aliran normatif berpendapat bahwa kajian sosiologis memperkaya 
pemahaman kita terhadap kondisi dan biaya dalam usaha mencapai 
berbagai aspirasi manusia seperti demokrasi, keadilan, efisiensi, dan 
keakraban (intimacy). Kondisi sosiologis dan biaya yang dikeluarkan 
untuk mencapai berbagai aspirasi tersebut tidak lazim untuk dikaji 
pada orang berbicara mengenai keadilan. Di sini sosiologi datang 
memperkaya pemahaman dengan memperluas cakrawala pengetahuan 
kita, yaitu memberikan pemaparan mengenai struktur sosiologis 
37 Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.103-104.
38 Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.104.
39 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.131.
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dari demokrasi, keadilan dan sebagainya. Maka sosiologi hukum 
yang dilepaskan dari normatifitas hukum hanya akan menimbulkan 
ketidaktahuan (ignorancy) mengenai hakikat hukum. Sosiologi hukum 
yang hanya berhenti sebatas pengamatan dari luar sebagaimana 
dipujikan oleh Black akan menghasilkan orang-orang yang buta huruf 
(to graduate illiterates).40

Menurut Nonet, keterlibatan antara ilmu hukum dan sosiologi 
begitu dalam, sehingga apabila sosiologi mengabaikan aspek normatif 
dari hukum, maka itu dapat disamakan dengan falsafah hukum buta 
terhadap analisis ide-ide normatif. Tugas sosiologi hukum sebagaimana 
dikemukakan Nonet hanya akan terwujud apabila bersedia kembali 
kepada tugas inteletualnya yang sudah tertanam secara historis. Tugas 
tersebut adalah pendalaman dan pencerdasan pemikiran normatif serta 
perluasan dan pengayaan ilmu hukum yang tidak boleh berhenti hanya 
sebagai suatu institusi yang spesialistis.41 

 
2.2. Mazhab/Aliran Yang Mempengaruhi Terbentuknya 
	 Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil permikiran 
para ahli pemikir baik di bidang filsafat (hukum), ilmu maupun sosiologi. 
Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, 
akan tetapi mungkin pula berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-
aliran yang mewakili sekelompok ahli-ahli pemikir yang pada garis 
besarnya mempunyai pendapat-pendapat yang tidak banyak berbeda. 
Di sini hanya akan dikemukakan hasil-hasil pemikiran yang sangat 
berpengaruh terhadap sosiologi hukum dan secara relatif dianggap 
penting sekali. Hasil-hasil pemikiran tersebut dapat dikelompokkan ke 
dalam dua golongan besar, yaitu hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat 
hukum dan ilmu hukum, serta hasil-hasil pemikiran para sosiolog pada 

40 Satjipto Rahardjo I, Op.Cit,  h.104-105.
41 Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.105.
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masa-masa yang lampau yang dikembangkan di negara-negara Barat.42

a. Hasil Pemikiran Para Ahli Filsafat Hukum Dan Ilmu Hukum
Ada berbagai faktor yang menyebabkan para ahli hukum 

kemudian menerjunkan diri dalam bidang filsafat hukum. Pertama-
tama dapat dikemukakan sebagai sebab, yaitu timbulnya kebimbangan 
akan kebenaran dan keadilan (dalam arti kesebandingan) dari hukum 
yang berlaku. Lagi pula timbul pendapat-pendapat yang berisikan 
ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku, oleh karena hukum 
tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang diaturnya. 
Ketidakpuasan tersebut dapat dikembalikan pada beberapa faktor, 
antara lain ketegangan-ketegangan yang timbul antara kepercayaan 
(khususnya agama) dan hukum yang sedang berlaku. Hal ini disebabkan 
karena tidak jarang peraturan-peraturan kepercayaan atau agama yang 
dianut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sebaliknya. Dengan 
demikian, maka timbul usaha-usaha untuk mengatasi kepincangan yang 
ada dengan jalan mencari pengertian-pengertian tentang dasar-dasar 
hukum yang berlaku untuk disesuaikan dengan dasar-dasar agama.43

Di samping gejala tersebut, timbul pula ketegangan antara 
hukum yang berlaku dengan filsafat, yang disebabkan karena perbedaan 
antara dasar-dasar hukum yang berlaku, dengan pemikiran orang di 
bidang filsafat. Kesangsian akan kebenaran serta keadilan (dalam arti 
kesebandingan) dari hukum yang berlaku timbul pula, terlepas dari 
sistem suatu agama maupun filsafat. Kesangsian terutama ditujukan 
terhadap nilai peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Artinya adalah 
isi dari peraturan-peraturan yang berlaku tidak dianggap adil dan 
dianggap pula sebagai yang tak dapat digunakan sebagai ukuran untuk 
menilai perilaku orang. Dalam hal ini terdapat suatu ketegangan antara 
peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan 
pendirian mengenai isi peraturan-peraturan tersebut. Lagi pula perlu 

42 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.32.
43 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.33.
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dicatat, bahwa setiap pemikiran sistematis terhadap disiplin hukum 
senantiasa berhubungan dengan filsafat politik. Dengan demikian, maka 
filsafat hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar 
hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya. Hasil pemikiran para ahli 
filsafat hukum tersebut terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran, 
antara lain sebagai berikut :44

1. Mazhab Formalistis
Beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya 

hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral (yaitu etika 
dalam arti sempit) yang berlaku umum. Ahli filsafat hokum yang 
biasanya disebut kaum positivis, sebaliknya berpendapat bahwa hukum 
dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. 
Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah mazhab formalistis 
yang teorinya lebih dikenal dengan nama analytical jurisprudence. 
Salah seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah ahli filsafat 
hukum dari Inggris John Austin (1790-1859). Austin terkenal dengan 
pahamnya yang menyatakan, bahwa hukum merupakan perintah dari 
mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang 
kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan 
untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh 
makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin 
menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan 
bersifat tertutup, dan oleh karena itu, ajarannya dinamakan analytical 
jurisprudence. Inti dari pada formalism dalam ajaran Austin, terletak 
pada “treating law as an isolated block of concepts that it have no 
relevant characteristics of functions a part from their possible validity 
or invalidity within a hypothetical system”.45 

Austin menganggap bahwa hukum sebagai suatu sistem yang 
logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system), hukum secara 
tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai 
44 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.33-34.
45 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.34-35.
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yang baik dan buruk.46

Jadi, hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan (dalam arti 
kesebandingan) dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang 
baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. 
Menurut Austin, hukum dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum yang 
dibuat oleh Tuhan dan hukum yang disusun oleh umat manusia. Hukum 
yang dibuat oleh umat manusia dapat dibedakan dalam hukum yang 
sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya.47 

Hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum yang tepat 
untuk disebut hukum. Jenis hukum ini disebut juga sebagai hukum 
positif. Hukum yang sesungguhnya terdiri dari : hukum yang dibuat 
oleh penguasa dan hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara 
individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang 
diberikan kepadanya. Hukum dalam arti tidak sebenar-benarnya. 
Hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum 
ini tidak dibuat oleh penguasa/badan berdaulat yang berwenang.48

Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya mengandung 
4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Hukum 
merupakan hasil dari perintah-perintah yang artinya bahwa ada satu 
pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu, atau 
tidak melakukan sesuatu. Kemudian, pihak yang diperintah akan 
mengalami penderitaan apabila penrintah tersebut tidak dijalankan 
dan penderitaan tersebut merupakan sanksi. Selanjutnya, suatu 
perintah diduga merupakan pembebanan kewajiban kepada pihak lain 
terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang 
kedaulatan. Ajaran-ajaran Austin tidak menyangkut kebaikan-kebaikan 
atau keburukan-keburukan hukum, oleh karena penilaian tersebut 
dianggapnya sebagai persoalan yang berbeda di luar bidang hukum. 
Walaupun Austin mengakui adanya hukum moral atau hukum alam 

46 H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, Cet. Kesepuluh, h.58.

47 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.35.
48 H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.Cit, h.59.
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yang mempengaruhi warga masyarakat akan tetapi hal itu secara yuridis 
tidak penting bagi hukum.49

Kelemahan-kelemahan ajaran analytical jurisprudence tersebut 
di atas adalah antara lain bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin 
untuk sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup secara mutlak 
akan menyulitkan dan menghalang-halangi penyesuaian kaidah-kaidah 
hukum terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, 
perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh timbulnya kebutuhan-
kebutuhan baru (yang kemudian menghasilkan kepentingan-
kepentingan baru). Lagi pula suatu sistem hukum tak akan mungkin 
hidup lama apabila tidak mendapat dukungan sosial yang luas.50

Seorang tokoh dari mazhab formalistis adalah Hans Kelsen 
(1881-....) yang terkenal dengan teori murni tentang hukum (pure 
theory of law). Hans Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai 
suatu sistem pertanggaan dari kaidah-kaidah di mana suatu kaidah 
hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang 
lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem 
pertanggaan tadi dinamakannya sebagai kaidah dasar atau grundnorm. 
Jadi, menurut Kelsen setiap sistem hukum merupakan Stufenbau 
daripada kaidah-kaidah. Di puncak Stufenbau tersebut terdapatlah 
grundnorm yang merupakan kaidah dasar daripada ketertiban tata 
hukum nasional. Kaidah dasar tersebut tak dapat merupakan suatu 
kaidah hukum positif sebagai hasil keputusan legislatif, oleh karena 
itu, hanya merupakan hasil analisis cara berpikir yuridis. Kaidah dasar 
tersebut menurut Kelsen merupakan dasar dari segenap penilaian yang 
bersifat yuridis yang dimungkinkan di dalam suatu tertib hukum dari 
negara-negara tertentu. Jadi, perumusan kaidah dasar dari suatu negara 
dapat berbeda dari negara lainnya, karena itu tergantung dari sifat 
negara masing-masing. Sahnya suatu kaidah hukum dapat dikembalikan 
pada kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada kaidah 
dasar. Penamaan teori murni tentang hukum murni mempunyai makna 

49 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.35-36.
50 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.36.



23

tersendiri, karena penamaan tersebut menunjukkan maksud utama 
dari Kelsen untuk menyatakan, bahwa hukum berdiri sendiri terlepas 
dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Kelsen bermaksud untuk 
menunjukkan bagaimana hukum itu sebenamya tanpa memberikan 
penilaian apakah hukum tadi cukup adil atau kurang adil. Teorinya 
bertujuan untuk menunjukkan apakah hukum positif dan bukan apa 
yang merupakan hukum yang benar.51

Kelemahan utama dari teori Kelsen tersebut terletak pada kaidah 
dasar apakah yang menjadi dasar sahnya kaidah dasar tersebut?. Kelsen 
menganggap persoalan tadi tidak penting karena pertanyaan tadi 
bersifat meta yuridis. Secara a priori dia menganggap bahwa kaidah 
dasar adalah sah.52

Pengaruh dari mazhab formalitas terlihat pada sikap beberapa 
ahli-ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-
sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang 
teguh pada pemisahan antara hukum dengan moral atau berpegang 
pada batas yang memisahkan apa yang ada dewasa ini dengan apa 
yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, tampak pula adanya 
usaha untuk mengidentifikasikan hukum dan membedakannya dengan 
kebiasaan, terutama dengan menekankan pada kekuasaan negara yang 
dapat memaksakan berlakunya hukum. Di samping itu, formalisme 
berpengaruh pula terhadap pemikiran dan tingkah laku hukum, dan 
bahkan terhadap penentuan bidang-bidang penelitian oleh sarjana-
sarjana ilmu sosial. Terutama di Amerika Serikat, tindakan-tindakan 
hukum dari para hakim mempunyai kecenderungan untuk mengarah ke 
usaha-usaha untuk mempertahankan pola-pola yang tetap dalam sistem 
hukum. Pendidikan hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun 
sangat memperhatikan usaha-usaha untuk menemukan prinsip-prinsip 
hukum dalam keputusan-keputusan pengadilan, dengan tekanan pada 
sistem preseden dan dengan analisis-analisis formal tentang garis-garis 
perkembangan doktrin. Para sarjana ilmu sosial yang ingin menentukan 

51 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.36-37.
52 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.37.
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bagaimana suatu keputusan pengadilan bekerja, bagaimanapun juga 
harus memperhitungkan, bahwa para hakim mungkin terikat oleh 
analisis-analisis formal mengenai konsep-konsep dan masalah-masalah 
hukum.53

b. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan
Mazhab sejarah dan kebudayaan, mempunyai pendirian yang 

sangat berlawanan dengan mazhab formalistis. Mazhab ini justru 
menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah 
kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. 
Seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah Friedrich Karl Von 
Savigny (1779-1861) yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah 
hukum. Von Savigny berpendapat, bahwa hukum merupakan perwujudan 
dari kesadaran hukum masyarakat (Volfsgeist). Dia berpendapat, bahwa 
semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan, bukan berasal 
dari pembentuk undang-undang. Von Savigny seorang Jerman, waktu 
itu menentang kondisi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan 
legislatif dapat membayakan masyarakat karena tidak selalu sesuai 
dengan kesadaran hukum masyarakat.54

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat tentang hukum, kepatuhan atau ketaatan kepada 
hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan 
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang 
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penekannan 
aliran ini adalah nilai-nilai masyarakat yang hendaknya dijalankan 
oleh hukum dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai itu merupakan konsepsi 
mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dengan 
perkataan lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia 
tentang keserasian antara keterkaitan dengan ketentraman yang 
dikehendaki dengan melihat indikator-indikator tertentu. Indikator-

53 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.37-38.
54 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.38-39. 
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indikator ini dapat dijadikan ukuran atau patokan dalam menyususn 
atau pembentukan hukum baru yang hendak dilakukan. Indikator 
perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran 
hukum yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh 
dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi 
rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat 
kepatuhan yang terwujud di dalam pola perilaku manusia yang nyata.55

Von Savigny selanjutnya mengemukakan, betapa pentingnya 
untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat 
beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut dewasa ini hampir selalu 
menjadi pegangan bagi para sosiolog dalam arti, bahwa suatu sistem 
hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas 
dan antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya 
terdapat hubungan timbal-balik yang saling pengaruh-mempengaruhi. 
Hal lain yang menjadi salah satu pokok ajaran Von Savigny yang 
menekankan pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada 
sejarah hukum tersebut.56

Kelemahan pokok dari teori Von Savigny terletak pada 
konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Apakah 
suatu kesadaran hukum benar-benar ada, dan kalau ada sampai sejauh 
manakah pentingnya dalam membentuk hukum?. Kemudian timbul pula 
pertanyaan, apakah hukum hanya merupakan pencerminan daripada 
kesadaran yang berlaku umum, atau justru hukumlah yang membentuk 
kesadaran tersebut?. Walaupun mengandung beberapa kelemahan, 
namun teori Von Savigny dapat dianggap sebagai langkah utama ke 
arah pengembangan konsep-konsep sosial mengenai sistem hukum.57

Seorang tokoh lain dari mazhab ini adalah Sir Henry Maine 
(1822-1888) yang terkenal sebagai penulis buku Ancient Law. Teorinya 
yang terkenal adalah perihal perkembangan hukum dari status ke 

55	H. Abdul Manan, 2009, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Cet. 
Ketiga, h.19-20.

56 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.39.
57 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
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kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana 
ke masyarakat yang modern dan kompleks. Menurut Maine, hubungan-
hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang 
masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat 
tadi berkembang menjadi masyarakat modern dan kompleks. Pada 
masyarakat-masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan hukum 
didasarkan pada sistem hak dan kewajiban berdasarkan kontrak yang 
secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Pembedaan antara 
masyarakat-masyarakat sederhana dengan yang modern dan kompleks 
adalah sejalan dengan pembedaan yang dilakukan oleh para sosiologi 
atas masyarakat-masyarakat sederhana yang secara relatif bersifat statis 
dan homogen, dengan masyarakat-masyarakat yang kompleks, dinamis, 
dan heterogen.58

Kiranya telah jelas, betapa pentingnya hasil-hasil pemikiran tokoh-
tokoh mazhab sejarah dan kebudayaan tersebut, bagi perkembangan 
sosiologi hukum. Hal ini pun diakui oleh tokoh-tokoh teori sosiologi 
seperti Emile Durkheim dan Max Weber yang menyadari betapa 
pentingnya aspek-aspek kebudayaan dan sejarah untuk memahami 
gejala hukum dalam masyarakat.59

c. Aliran Utilitarianism
Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832), 

dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk 
mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya dan mengurangi 
penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas 
dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu 
mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikianpun dengan undang-
undang, baik buruknya ditentukan pula oleh hukum tersebut. Jadi 
undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian 
terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. 

58 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.39-40.
59 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.40.
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Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianism yang individual.60

Aliran utilitarianism menganggap bahwa tujuan hukum semata-
mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-
besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya 
didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari 
kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Jeremy Bentham 
kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk 
mewujudkan the greatest happiness of the greatest nimber (kebahagiaan 
yang terbesar untuk banyak orang). Menurut beliau, adanya negara dan 
hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan 
mayoritas rakyat.61 

Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang 
pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurut dia, setiap 
kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan  
kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak 
lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran 
ini didasarkan pada hedonistic utilitarianism. Bentham mengemukakan 
bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi 
segenap warga masyarakat secara individual. Dikemukakannya faktor-
faktor yang dapat mewujudkan keadilan dan penderitaan, akan tetapi 
kelemahan teorinya tersebut terletak pada kenyataan bahwa tidak 
setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan 
kebahagiaan, dan penderitaan.62

Tokoh lain dari aliran ini adalah Rudolph von Jhering (1818-
1892) yang ajarannya biasanya disebut sebagai social utilitarianism. 
Von Jhering menganggap bahwa hukum merupakan suatu alat bagi 
masyarakat untuk mencapai tujuannya. Dia menganggap hukum sebagai 
sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai 
dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Bagi 

60 H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.Cit, h.64.
61 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. 
Kedua, h.272-273.

62 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.41.
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Jhering, hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan 
untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Ajaran-ajaran Jhering 
banyak mempengaruhi jalan pikiran para sarjana sosiologi hukum 
Amerika, antara lain Roscoe Pound.63

d. Aliran Sociological Jurisprudence
Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich (1826-

1922) dianggap sebagai pelopor dari aliran sociological juriprudence, 
berdasarkan hasil karyanya yang berjudul Fundamental Principles 
of the Sociolologi of Law. Ajaran Ehrlich berpokok pada pembedaan 
antara hukum positif dengan hukum yang hidup (living law), atau 
dengan perkataan lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah hukum 
dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum 
positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup 
dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog 
sebagai pola-pola kebudayaan (culture patterns). Ehrlich mengatakan, 
bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-
badan legislatif, keputusan-keputusan badan judikatif ataupun ilmu 
hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata 
tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang 
dipaksakan oleh negara.64

Kebaikan dari analisa Ehrlich terletak pada usahanya untuk 
mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem 
sosial, di mana akan dapat ditemukan kekuatan-kekuatan yang 
mengendalikan hukum. Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai 
bantuan untuk lebih memahami hukum dalam konteks sosial. Akan 
tetapi, sulitnya adalah untuk menentukan ukuran-ukuran apakah yang 
dapat dipakai untuk menentukan suatu kaidah hukum benar-benar 
merupakan hukum yang hidup (dan dianggap adil).65

63 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
64 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.42.
65 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
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Ajaran-ajaran aliran sociological jurisprudence berkembang dan 
menjadi populer di Amerika Serikat terutama atas jasa Roscoe Pound 
(1870-1964). Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum harus dilihat 
atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu 
hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-
kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pound menganjurkan 
untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (law in action) yang 
dibedakannya dengan hukum tertulis (law in the books). Pembedaan 
ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif 
maupun hukum ajektif. Ajarannya tersebut menonjolkan masalah, 
apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan. 
Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah 
keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya dan juga antara 
isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang nyata.66

Kiranya sudah jelas betapa tekanan pada kenyataan hukum 
merupakan suatu obyek yang sangat penting bagi para sosiolog yang 
menaruh perhatian pada gejala-gejala hukum sebagai gejala sosial. 
Dalam hal ini, baik sociological jurisprudence dan sosiologi hukum 
mempunyai pokok perhatian yang sama. Pound mengakui bahwa 
hukum hanyalah merupakan salah satu pengendalian sosial (social 
control), bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan 
kepentingan-kepentingan. Kecuali, dia berusaha untuk menyusun suatu 
kerangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dipertahankan 
hukum di dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan. 
Pound juga menekankan betapa pentingnya penelitian dan perlunya 
dipakai alat pembuktian-pembuktian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial 
di dalam proses pengadilan.67

Aliran sociological jurisprudence telah meninggalkan pengaruh 
yang mendalam, terutama pada pemikiran hukum di Amerika Serikat. 
Walaupun aliran tersebut belum sepenuhnya dapat dinamakan sosiologi 

66 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.42-43.
67  Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.43-44.
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hukum, karena usahanya untuk menetapkan kerangka normatif 
bagi ketertiban hukum belum tercapai, akan tetapi aliran tersebut 
memperkenalkan teori-teori dan metode-metode sosiologi pada ilmu 
hukum.68

e. Aliran Realisme Hukum
Aliran Realisme Hukum diprakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-

1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendell Holmes 
(1841-1935) ketiga-tiganya orang Amerika. Mereka terkenal dengan 
konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa 
hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi membentuk 
hukum.69 Menurut Jerome Frank, seorang medern tidak mau ditipu lagi 
oleh ilusi-ilusi semacam ini. Manusia sekarang tahu bahwa hukum 
sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan, dan bahwa 
putusan-putusan itu tergantung dari banyak faktor. Disetujuinya bahwa 
kaidah-kaidah hukum yang berlaku mempengaruhi putusan seorang 
hakim, akan tetapi hanya sebagai salah satu unsur pertimbangan. Di 
samping itu prasangka politik, ekonomi, dan moral ikut menentukan 
putusan para hakim. Bahkan juga simpati dan antipati pribadi berperan 
dalam putusan tersebut. Senada apa yang dikemukakan Frank, Holmes 
mengatakan bahwa kelakuan para hakim pertama-tama ditentukan 
oleh kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan tafsiran lazim kaidah-kaidah 
hukum itu dapat diramalkan, bagaimana kelakuan para hakim di 
kemudian hari. Disamping kaidah-kaidah hukum bersama tafsirannya 
moral hidup pribadi dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan 
para hakim.70

Seorang hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan prinsip-
prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. 
Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan 
prinsip-prinsip hukum formal. Keputusan pengadilan dan doktrin 
68 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.44
69 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
70 Theo Huijbers, 1990, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, Cet.Keenam, h.179.
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hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan 
atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya 
dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang 
keadilan dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.71

Ahli-ahli pemikir dari aliran ini menaruh perhatian yang 
sangat besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahwa 
secara ilmiah tak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang 
adil.72 Dalam ilmu hukum berbicara tentang pelaksanaan keadilan 
(administration of justice) yang berarti mengatur hubungan-hubungan 
dan menerbitkan kelakuan manusia di dalam dan melalui pengadilan-
pengadilan dari masyarakat yang berorganisasi politik, sedang sekalang 
oleh penulis-penulis tentang filsafat hukum keadilan itu diartikan 
sebagai hubungan yang ideal antara manusia.73 Pokok-pokok pikiran 
dari aliran ini banyak dikemukakan oleh Justice Holmes dalam hasil 
karyanya yang berjudul The Path of the Law. Di dalam buku tersebut, 
Holmes antara lain menyatakan, bahwa kewajiban hukum hanyalah 
merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak 
berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu 
pengadilan.74

Karl Llewellyn mengembangkan teori tentang hubungan antara 
peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang 
terjadi dalam masyarakat. Di dalam teorinya itu, Llewellyn menekankan 
pada fungsi hukum. Tugas pokok dari pengadilan adalah menetapkan 
fakta dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang telah lampau yang 
menyebabkan terjadinya perselisihan.75

Aliran realisme hukum dengan buah pikirannya mengembangkan 
pokok-pokok pikiran yang sangat berguna bagi penelitian-penelitian 
yang bersifat interdisipliner, terutama dalam penelitian-penelitian yang 

71 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.44-45.
72 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.45.
73 Roscoe Pound, 1965, Tugas Hukum (diterjemahkan oleh Muhammad Radjab), Bhatara, Jakarta 

(Selanjutnya disingkat Roscoe Pound I), h.9.
74 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
75 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
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memerlukan kerja antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial.76

2. Hasil-Hasil Pemikiran Para Sosiolog
a. Emile Durkheim (1858-1917)

Emile Durkheim dari Perancis adalah salah seorang tokoh 
penting yang mengembangkan sosiologi dengan ajaran-ajaran yang 
klasik. Di dalam teori-teorinya tentang masyarakat, Durkheim penaruh 
perhatian besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan 
dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat. Hukum 
dirumuskannya sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya 
sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan-anggapan 
serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan 
peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, 
maka kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis-
jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaidah hukum tersebut. 
Di dalam masyarakat dapat ditemukan 2 macam kaidah hukum, yaitu 
represif dan restitutif.77

Di dalam masyarakat dapat dijumpai kaidah-kaidah hukum 
yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang 
melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah-
kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang 
warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan 
hidupnya. Kaidah-kaidah hukum tersebut meru-pakan kaidah-kaidah 
hukum yang represif yang merupakan hukum pidana.78

Selain kaidah-kaidah hukum dengan sanksi-sanksi yang 
mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula kaidah-kaidah 
hukum yang sifat sanksi-sanksinya berbeda dengan kaidah-kaidah 
hukum yang represif. Tujuan utama dari sanksi-sanksi kaidah-kaidah 
hukum jenis yang kedua ini tidak perlu semata-mata mendatangkan 
penderitaan bagi mereka yang melanggarnya. Tujuan utama kaidah-

76 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
77 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.47.
78 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
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kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi 
semula (pemulihan keadaan), sebelum terjadi kegoncangan sebagai 
akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum 
tersebut adalah kaidah-kaidah yang restitutif. Kaidah-kaidah tersebut 
antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, 
hukum administrasi, dan hukum tata negara setelah dikurangi dengan 
unsur-unsur pidananya.79

Hubungan antara solidaritas sosial dengan hukum yang bersifat 
represif terletak pada tingkah laku yang menghasilkan kejahatan. Yang 
dimaksud dengan kejahatan adalah tindakan-tindakan yang secara umum 
tidak disukai atau ditentang oleh warga masyarakat. Untuk menjelaskan 
hal ini, Durkheim menerangkan bahwa setiap hukum tertulis mempunyai 
tujuan berganda yaitu untuk menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu 
dan untuk merumuskan sanksi-sanksinya. Dalam hukum perdata dan 
setiap jenis hukum yang bersifat restitutif, pembentuk undang-undang 
merumuskan kedua tujuan tadi secara terpisah. Pertama-tama dirumuskan 
kewajiban-kewajiban, kemudian baru ditentukan bagaimana bentuk 
sanksinya. Disebut sebagai contoh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Prancis yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari suami 
istri, tetapi tidak dirumuskan sanksi-sanksinya apabila terjadi suatu 
pelanggaran. Sanksinya harus dicari di tempat lain, bahkan mungkin 
sanksinya tak ada sama sekali. Sebaliknya, di dalam Hukum Pidana hanya 
tercantum sanksi-sanksinya, tanpa ada perumusan mengenai kewajiban-
kewajibannya. Di dalam hukum pidana ditentukan dengan tegas, inilah 
hukumannya, sedangkan dalam hukum perdata diperhatikan, itulah 
kewajiban-kewajibanmu. Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan 
bahwa perihal hukum pidana kewajiban-kewajiban yang tidak dirumuskan 
telah diketahui oleh warga masyarakat dan diterima serta ditaati. 
Apabila suatu hukum kebiasaan berubah menjadi hukum tertulis yang 
dikodifikasikan, maka hal itu disebabkan kebutuhan-kebutuhan proses 
peradilan yang menghendaki ketentuanketentuan yang lebih tegas. Apabila 
hukum kebiasaan tadi berfungsi terus secara diam-diam, maka tak ada 

79 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.47-48.
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alasan untuk mengubahnya. Oleh karena hukum pidana dikodifikasikan 
hanya untuk menentukan suatu skala hukuman-hukuman, maka sanksinya 
hanya dapat diambil dari skala tersebut. Sebaliknya, apabila suatu hukuman 
tidak memerlukan keputusan pengadilan, maka hal itu disebabkan karena 
peraturan tersebut diakui kekuatan dan wewenangnya.80

Menurut Durkheim dapat dibedakan dua macam 
solidaritas positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri 
sebagai berikut:   

a)	 Pada solidaritas pertama, seorang warga masyarakat 
secara langsung terikat kepada masyarakat. Di dalam 
hal solidaritas yang kedua, seorang warga masyarakat 
tergantung kepada masyarakat, karena dia tergantung 
pada bagian-bagian masyarakat yang bersangkutan.

b)	 Dalam hal solidaritas kedua tersebut, masyarakat tidak 
dilihat dari aspek yang sama. Dalam hal pertama, 
masyarakat merupakan kesatuan kolektif di mana terdapat 
kepercayaan dan perasaan yang sama. Sebaliknya, pada 
hal kedua masyarakat merupakan suatu sistem yang 
terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan 
hubungan-hubungan yang tetap, sebetulnya keduanya 
merupakan suatu gabungan, akan tetapi dilihat dari 
sudut-sudut yang berbeda.81

Dari kedua perbedaan tersebut timbullah perbedaan lain 
yang dapat dipakai untuk menentukan karakteristik dan nama 
dua macam solidaritas di atas. Solidaritas yang pertama dapat 
terjadi dengan kuatnya apabila cita-cita bersama dari masyarakat 
yang bersangkutan secara kolektif, lebih kuat serta lebih intensif 
daripada cita-cita masing-masing warganya secara individual. 
Solidaritas ini oleh Durkheim dinamakan mechanical solidarity 
(solidaritas mekanis) yang dapat dijumpai pada masyarakat-

80 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.48-49.
81 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.49.
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masyarakat yang secara relatif sederhana dan homogen. Hal ini 
disebabkan karena keutuhan masyarakat tersebut dijamin oleh 
hubungan antar manusia yang erat, serta adanya tujuan bersama. 
Solidaritas yang kedua dinamakan oleh Durkheim sebagai organic 
solidarity (solidaritas organis) yang terdapat pada masyarakat 
yang lebih modern dan lebih kompleks, yaitu masyarakat yang 
ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks. Pada masyarakat 
di mana mechanical solidarity berkembang, hukumnya bersifat 
pidana dan represif. Hal ini disebabkan karena pelanggaran 
dan kejahatan dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan 
keyakinan bersama. Dalam hal ini maka seluruh masyarakat 
akan bertindak bersama-sama, karena masing-masing merasa 
terancam oleh penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran 
terhadap kaidah-kaidah pokok dari masyarakat. Reaksi terhadap 
penyimpangan-penyimpangan tersebut memperkuat rasa 
solidaritas dan sangat menunjang ikatan kelompok. Dengan 
demikian, maka penyimpangan terhadap kaidah-kaidah yang 
berlaku, di satu pihak mengancam ketenangan masyarakat, tetapi 
di lain pihak secara tidak langsung juga memperkuat ikatan 
kelompok tadi.82

Dengan meningkatnya diferensi dalam masyarakat, reaksi 
kolektiva yang utuh dan kuat terhadap penyelewengan-penyelewengan 
menjadi berkurang di dalam sistem yang bersangkutan, karena hukum 
yang bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah 
menjadi hukum yang restitutif. Artinya, yang terpokok adalah 
mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan 
semula, hal mana merupakan hal yang pokok di dalam menyelesaikan 
perselisihan-perselisihan (pemulihan keadaan).83

Walaupun teori Durkheim tersebut banyak mengandung 
kelemahan-kelemahan, namun dapat dicatat beberapa unsur yang 
penting bagi perkembangan sosiologi hukum. Pendapatnya tentang 

82 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.49-50.
83 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.50-51.
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hukum yang bersifat represif akan berguna untuk memahami arti 
kejahatan dan efektifitas hukuman. Dalam hal ini jelaslah bagi kita, 
bahwa pada umumnya suatu kejahatan menyebabkan terjadinya amarah 
dari bagian terbesar masyarakat yang berwujud suatu reaksi yang 
negatif. Dengan demikian maka hukum yang represif terdapat di mana-
mana. Uraian Durkheim tentang hukum yang represif memberikan 
pikiran-pikiran baru pada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa 
hukum pada umumnya bersifat menjatuhkan hukuman pada pelanggar-
pelanggarnya (yakni sanksi negatif).84

Teori Durkheim sebagaimana dijelaskan secara singkat berusaha 
menghubungkan hukum dengan struktur sosial. Hukum dipergunakan 
sebagai suatu alat diagnose untuk menemukan syarat-syarat struktural 
bagi perkembangan solidaritas masyarakat. Hukum dilihatnya sebagai 
dependent variable, yaitu suatu unsur yang tergantung pada struktur 
sosial masyarakat, akan tetapi hukum juga dilihatnya sebagai suatu 
alat untuk mempertahankan keutuhan masyarakat maupun untuk 
menentukan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.85

b. Max Weber (1864-1920)
Ajaran-ajaran Max Weber (seorang Jerman yang mempunyai latar 

belakang pendidikan di bidang hukum) yang memberi saham dalam 
perkembangan ilmu sosiologi sangat banyak dan bersifat klasik. Ajaran 
Max Weber tentang sosiologi hukum sangat luas; secara menyeluruh 
ditelaahnya hukum-hukum Romawi, Jerman, Perancis, Anglo Saxon, 
Yahudi, Islam, Hindu, dan bahkan hukum adat Polinesia. Akan tetapi, 
sebagaimana dengan sorotannya terhadap bidang kemasyarakatan lain, 
Weber mempunyai tujuan mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi 
peradaban Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.86

Sejalan dengan tujuan tersebut dia mempelajari pengaruh 

84 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.51.
85 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
86 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.51-52.
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politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum, serta 
pengaruh dari para teoritikus hukum, praktikus hukum maupun apa 
yang dinamakannya para honoratioren. Para honoratioren adalah 
orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a)	 Oleh karena kedudukan ekonominya, orang-orang yang 
bersangkutan secara langsung berhasil menduduki 
posisi-posisi kepemimpinan tanpa ganti rugi atau hanya 
dengan ganti rugi secara nominal.

b)	 Mereka menempati kedudukan sosial terpandang yang 
sedemikian rupa sehingga hal tersebut akhirnya menjadi 
suatu tradisi.

Di dalam menelaah obyeknya, Max Weber menggunakan 
metode logical formalism (formalisme logis) yang katanya, metode 
yang dikembangkan oleh peradaban Barat dan tak dapat ditemukan 
dalam peradaban-peradaban lain. Sebelum menyoroti metode tersebut 
dengan lebih mendalam, marilah menelaah yang oleh Max Weber 
disebut sebagai hukum. Katanya (terjemahannya di dalam bahasa 
Inggris) “A System of order will be called convention so far as its 
validity is externally guaranteed by the probability that deviation from 
it within a given social group will result in a relatively general and 
practically significant reaction of diapproval. Such an order will be 
called law when conformity with it is up held by the probability that 
deviant action will be met by physical or psychis sanction aimed to 
compel conformity or to punish disobedience and applied by a group of 
men especially empowered to carry out his function.87

Dengan demikian, maka suatu alat pemaksa menentukan bagi 
adanya hukum. Alat pemaksa tersebut tidak perlu berbentuk badan 
peradilan sebagaimana yang dikenal di dalam masyarakat yang 
modern dan kompleks. Alat tersebut dapat berwujud suatu keluarga 
atau mungkin suatu clan. Konvensi, sebagaimana dijelaskan juga 
meliputi kewajiban-kewajiban tanpa suatu alat pemaksa. Konvensi-

87 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.52-53.
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konvensi tersebut harus dibedakan dari kebiasaan (usage) dan adat 
istiadat (custom). Suatu usage (kebiasaan) merupakan kemungkinan-
kemungkinan adanya uniformitas di dalam orientasi suatu aksi sosial, 
sedangkan custom (adat istiadat), terjadi apabila suatu perbuatan 
telah menjadi kebiasaan. Dengan kata lain, usage merupakan bentuk 
perbuatan, sedangkan custom adalah perbuatan yang diulang-ulang di 
dalam bentuk yang sama. Baik usage maupun custom tidak bersifat 
memaksa dan orang tidak wajib untuk mengikutinya. Menurut Julien 
Freund, bentuk-bentuk yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut 
merupakan bentuk-bentuk ideal.88

Selanjutnya, Max Weber berusaha mengemukakan beberapa 
perbedaan dalam hukum yang masing-masing mempunyai kelemahan. 
Pertama-tama disebutkan perbedaan antara hukum publik dengan 
hukum perdata. Perbedaan ini kurang bermanfaat karena dapat 
mencakup beberapa kemungkinan. Misalnya dapat dikatakan bahwa 
hukum publik adalah kaidah-kaidah yang mengatur akti-fitas-aktifitas 
negara, sedangkan hukum perdata mengatur kegiatan-kegiatan lain 
yang bukan merupakan aktifitas negara. Kadang-kadang dapat dipakai 
kriteria lain, yaitu hukum publik merupakan kaidah-kaidah yang 
berisikan instruksi-instruksi tentang tugas pejabat-pejabat negara. 
Selain itu dapat pula dipakai kriteria bahwa hukum publik mengatur 
hubungan antara pihak dalam hubungan yang memerintah dengan 
yang diperintah, manakala hukum perdata mengatur hubungan antara 
pihak-pihak atas dasar hubungan persamaan derajat. Di luar bidang-
bidang tersebut masih terdapat unsur-unsur lain yang belum dicakup, 
seperti adanya kemungkinan hubungan-hubungan perdata dijamin 
oleh wewenang publik. Oleh karena dasarnya yang goyah, pembedaan 
antara hukum publik dengan hukum perdata tidak bermanfaat bagi suatu 
analisa sosiologis walaupun metodenya dapat membantu para sosiolog 
(dalam bidang tata hukum pembedaan ini juga semakin tidak relevan).89

Suatu pembedaan lain adalah antara hukum positif dengan 

88 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.53-54.
89 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.54.
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hukum alam. Apabila seseorang berpegang pada definisi sosiologi 
sebagai suatu ilmu yang menelaah fakta sosial, maka perhatiannya 
hanya terpusat pada hukum positif. Namun demikian, seorang sosiolog 
tak mungkin melepaskan diri dari kenyataan bahwa hukum alam dapat 
memberi petunjuk pada latar belakang tingkah laku manusia.90

Dua pembedaan lain lebih menarik karena berhubungan erat 
dengan dasar struktural sosiologi hukum Max Weber. Pertama-tama 
adalah perbedaan antara hukum objektif dengan hukum subjektif. 
Dengan hukum objektif sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang dapat 
diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat, sepanjang 
mereka tunduk pada suatu sistem hukum umum. Hukum subjektif 
mencakup kemungkinan-kemungkinan bagi seorang warga masyarakat 
untuk meminta bantuan kepada alat-alat pemaksa agar kepentingan-
kepentingan material dan spiritualnya dapat dilindungi. Kemungkinan-
kemungkinan tersebut berwujud hak milik dan Max Weber sangat 
tertarik oleh hak-hak perseorangan tersebut karena pertama-tama, dia 
berusaha untuk menggambarkan terjadinya proses rasionalisasi hukum 
modern dan kedua untuk membuktikan kekhususan dari peradaban 
Barat. Hak-hak subjektif tersebut merupakan aspek yang fundamental 
dari peradaban Barat, karena peranannya yang menentukan di dalam 
transaksi-transaksi perseorangan yang memegang saham dalam 
perkembangan kapitalisme modern. Hak-hak tersebut di satu pihak 
mencakup hak-hak atas kebebasan dalam arti aturan-aturan yang 
menjamin keamanan individu terhadap intervensi pihak lain, termasuk 
negara. Di lain pihak, hak tadi juga mencakup aturan-aturan yang 
mengatur kebebasan berhubungan dengan pihak lain dengan membuat 
kontrak-kontrak hukum.91

Perbedaan antara hukum formal dengan hukum material kelihatannya 
lebih penting, karena secara langsung merupakan syarat-syarat bagi proses 
rasionalisasi hukum. Dengan hukum formal sebagai keseluruhan sistem 
teori hukum yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika hukum, 

90 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.54-55.
91 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.55.
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tanpa mempertimbangkan lain-lain unsur di luar hukum. Sebaliknya, 
hukum material memperhatikan unsur-unsur nonyuridis seperti nilai-nilai 
politis, etis, ekonomis atau agama. Dengan demikian, maka ada 2 cara 
untuk mendapatkan keadilan; pertama-tama, dengan berpegang teguh 
pada aturan hukum dengan dasar bahwa yang benar adalah menyesuaikan 
diri dengan logika sistem hukum yang bersangkutan. Yang kedua adalah 
dengan cara memperhatikan keadaan, maksud para pihak dan syarat 
umum lainnya. Maka, seorang hakim dapat mengambil keputusan atas 
dasar aturan-aturan hukum belaka atau setelah dia mendapatkan keyakinan 
dalam dirinya tentang apa yang sebaiknya diputuskan.92

Atas dasar penjelasan di atas dapatlah diambil kesimpulan, 
bahwa rasionalnya hukum dapat bersifat formal dan material yang 
berarti hukum tak mungkin sempuma karena semua pertentangan 
hukum bersumber pada pertentangan kedua jenis hukum yang tidak 
terpecahkan. Kepastian dan keadilan dapat berfungsi sebagai kriteria 
tindakan hukum dan keduanya dapat bersifat sewenang-wenang, 
irasional maupun rasional. Jelaslah bahwa keadilan material semata-
mata dapat mengakibatkan ketiadaan hukum. Sebaliknya, suatu 
keadilan formal yang murni samasekali tidak memakai pertimbangan 
di luar hukum, samasekali tidak ada.93

Selanjutnya, di dalam teori Max Weber tentang hukum 
dikemukakan empat tipe ideal dari hukum, yaitu masing-masing 
sebagai berikut:

a)	 Hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentuk 
undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya 
semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk 
pada suatu kaidah.

b)	 Hukum irasional dan formal, yaitu di mana pembentuk 
undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-
kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu 
atau ramalan. 

92 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.55-56.
93 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.56.
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c)	 Hukum rasional dan material, di mana keputusan-keputusan 
para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada 
suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa 
atau ideologi.

d)	 Hukum irasional dan formal, yaitu di mana hukum 
dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak 
dari ilmu hukum.94 

Dengan demikian, hukum formal cenderung untuk menyusun 
sistematika kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum material lebih 
bersifat empiris. Namun demikian, kedua macam hukum tersebut 
dapat dirasionalisasikan yaitu pada hukum formal didasarkan pada 
logika murni, sedangkan hukum material pada kegunaannya. Walaupun 
demikian, mungkin masih dapat ditemukan unsur yang irasional, seperti 
adanya lembaga sumpah. Juga lembaga juri di negara-negara Anglo 
Saxon yang merupakan unsur irasional dalam hukum. Aspek lain yang 
dibahas oleh Max Weber adalah perihal perkembangan hukum. Tentang 
hal ini dia menyatakan (terjemahannya di dalam bahasa Inggris) 
“Form a theoretical point of view, the general development of law and 
procedure may be view as passing through the following stages: first, 
charismatic legal relevation through “law prophets”, second empirical 
creation and finding of law by  legal honoratiores, i.e. law creation 
through cautelary jurisprudence and adherence to precedent; third, 
imposition of law by secular or theocratic powers;  fourth and finally, 
systematic elaboration of law and professionalized administration of 
justice by persons who have received their legal training in a learned 
and formally logical manner. From this perspective, the formal qualities 
of the law emerge as follows: arising in primitive legal procedure from 
a combination of magically conditioned formalism and irrationality 
conditioned by revelation, the proceed to increasingly specialized 
juridical and logical rationality and systematzation, passing through 
94 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.56-57.
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a stage of theocratically or patrimonially conditioned substantive and 
informal expediency. Finally they assume, at least from an external 
viewpoint, an increasingly logical sublimation and deductive rigor and 
develop an increasingly rational technique in procedur”.95

Kiranya tak perlu keterangan yang panjang lebar lagi tentang 
ajaran-ajaran Max Weber di bidang sosiologi hukum khususnya.  Oleh 
karena dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, maka 
jelas terlihat betapa luas dan mendalamnya uraian-uraiannya. Dia lebih 
dapat menghayati pikiran-pikiran para hukum maupun para sosiolog, 
serta mempertemukan beberapa titik pertautan. Bagi Max Weber, hukum 
yang rasional dan formal merupakan dasar bagi suatu negara modern. 
Kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan tercapainya taraf tersebut 
adalah sistem kapitalisme dan profesi hukum. Sebaliknya, introduksi 
unsur-unsur yang rasional dalam hukum juga membantu sistem 
kapitalisme. Proses tersebut tak mungkin terjadi dalam masyarakat 
yang didasarkan pada kepemimpinan kharismatis atau dasar ikatan 
darah, karena proses pengambilan keputusan pada masyarakat tadi 
mudah dipengaruhi unsur-unsur yang irasional.96	

95 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.57-58.
96 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.58.
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BAB III
KESADARAN HUKUM

3.1.	 Kesadaran Hukum
Sangat sering kita mendengar atau membaca pernyataan-

pernyataan yang mengidentikkan ”kesadaran hukum” dengan “ketaatan 
hukum”  atau “kepatuhan hukum”, suatu persepsi yang keliru. Pelurusan 
persepsi keliru itu pernah disosialisasikan oleh Oetoyo Usman, ketika 
menjabat Menteri Kehakiman, yang di mana-mana dalam berbagai 
kesempatan menjelaskan bahwa “kesadaran hukum” itu ada dua :

1.	 Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum; dan
2.	 Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum.97

Kesadaran hukum atau rasa hukum yang hidup (originaire) 
adalah sumber satu-satunya daripada hukum, demikian H. Krabbe salah 
seorang guru besar di Leiden dalam karangannya “De Moderne Staat”. 
Dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, 
hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan 
basis daripada hukum. Undang-undang yang tidak berdasarkan basis 

97 Achmad Ali, Op.Cit, h.510.
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tersebut adalah bukan hukum, ia tidak mempunyai kekuatan berlaku 
meskipun ia ditaati baik secara sukarela maupun karena terpaksa. 
Demikian fanatiknya ia membela kesadaran hukum sebagai sumber 
satu-satunya daripada hukum sehingga karangannya dicap sebagai 
konsep negara yang anarkhistis (de anarchistische staatsidee). la 
tidak pernah menjelaskan apa sebenarnya kesadaran hukum itu yang 
dianggap sinonim dengan rasa hukum yang hidup, yang originaire, 
yang dilukisnya sebagai kecenderungan manusiawi yang umum yang 
setiap kali bereaksi terhadap tingkah-laku sendiri atau tingkah-laku 
orang lain sebagaimana halnya dengan rasa kesusilaan, rasa indah, 
rasa ber-agama. Kemudian salah seorang pengikutnya R.Kranenburg 
dengan menggunakan metode induksi dari Socrates yang oleh Hymans 
disempurnakan dalam penyelidikannya terutama dalam bidang etik 
menentukan apa yang disebutnya sebagai “evenredigheids-postulaat” 
hukum keseimbangan yang dijadikan kriteria daripada fungsi 
kesadaran hukum. Keadilan, demikian Kranenburg, adalah sesuatu 
yang bukan berada di luar diri manusia tetapi adalah hal yang telah 
tertanam dalam kesadaran kita melalui cara yang tidak dapat diuraikan. 
Alam nyata yang membentang dalam kesadaran manusia itu digodok 
menurut hukum tertentu. Pernilaian hukum adalah tidak lain daripada 
hasil penggodokan alam nyata oleh kesadaran manusia. Orang tidak 
perlu mempelajari hukum untuk menentukan penilaian hukum. Karena 
kesadaran hukumnya jika seorang anak misalnya merasa tidak adil 
jika ia dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Juga karena 
kesadaran hukumnya jika ia dengan saudaranya atau dengan kawan-
kawannya menerima kue atau buah-buahan kemudian membagi-
baginya secara adil dan secara merata. Pendapat Kranenburg sejauh 
itu masih dapat diterima. Tetapi bagaimana dengan kesadaran hukum 
itu jika suatu ketika sebuah mobil curian yang dibeli oleh seorang 
yang beritikad baik kemudian oleh hakim yang mengadili perkaranya 
dikembalikan pada pemiliknya semula. Pembeli beritikad baik itu 
tentunya akan merasa bahwa putusan itu adalah tidak adil. Atau hakim 
berpendapat bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi, bagaimana 
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dengan kesadaran hukum dari pemilik pertama yang tentunya akan 
menolak putusan tersebut karena merasa tidak diperlakukan dengan 
adil.98

Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang 
kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian 
semakin jelas akan pentingnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi 
secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan 
secara konsekuen dalam komunikasi/ hubungan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara bahkan berpolitik.99

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi : sisi yang 
satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang 
lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu. 
Rumusan umum mengenai reaksi daripada kesadaran umum individual 
dalam hal yang konkrit, kemudian dijadikan ketentuan umum daripada 
kesadaran hukum adalah sulit, karena kesadaran hukum baru bereaksi 
jika seseorang sadar akan tanggung jawabnya dalam membuat 
putusan mengenai sesuatu. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan 
membaca tentang kesadaran hukum, menanamkan kesadaran hukum, 
meningkatkan kesadaran hukum adalah istilah-istilah yang tidak asing 
lagi.100

Dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar terkenal 
di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, 
yaitu :

1.	 Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum 
sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai 
dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya;

2.	 Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum 
dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.101

98 	 John Z. Loudoe, 1985, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina Aksara, Jakarta, h.161-162.
99	 Saifulah, 2010, Refeksi Sosiologi Hukum, PT. Refika Aditama, Cet. Kedua, h.105.
100 John Z. Loudoe, Op.Cit, h.162.
101 Achmad Ali, Loc.Cit.
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Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran yang 
menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat 
merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada 
awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan 
dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul 
masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum 
(yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) 
dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum 
positif tertulis tersebut. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau 
dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antar pengendalian sosial 
oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya 
hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai 
dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan di dalam ajaran-ajaran 
tentang Rechtsgefuhl atau Rechtsbewusstsein yang intinya adalah, bahwa 
tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar 
kesadaran hukumnya.102

Tentang masalah ini Krabbe menyatakan, bahwa selain daripada 
kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain 
yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai 
dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar 
dan pada wewenang biasa yang didasarkan pada prestise. Kenyataan 
tersebut semakin berkembang, terutama dalam kehidupan spiritual 
manusia dewasa ini. Hal yang sama pernah pula dikemukakan oleh 
Fuller, sebagai berikut : “To embark on the enterprise of subjecting 
human conduct to the  governance  of rules involves of necessity a 
commitment to the view that man is, or can become, a responsible 
agent, capable of understanding and following rules, and answerable 
for his defaults. Every departure from the principles of the law’s inner 
morality is an affront to man’s dignity as a responsible agent. To judge 
his actions by unpublished or retrospective laws, or to order him to do 
an act that is impossible, is to convey to him indifference to his powers 

102 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2011, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 
Kesebelas, Jakarta, h.310.
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of self determination.103

Permasalahan tadi juga pernah dikemukakan oleh Selznick, yang 
menyatakan bahwa “... it conception of law as the manifestation of 
awesome authority encourages feelings of deference and is compatible 
with much arbitrary rule. In a community that aspires to a high order of 
legality obedience to law is not submissive compliance. The obligation 
to, obey the law is closely tied to the defensiblity of the rules them selves 
and of the official decisions that enforce them”.104

Pendapat-pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan 
pada masalah bagaimana para warga masyarakat untuk siapa hukum 
dibuat, merasakan dan menerima hukum tersebut. Masalah yang sama 
juga terungkapkan oleh ajaran-ajaran yang berpendapat pokok, bahwa 
sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa 
yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial 
yang ada dibelakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan 
timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. Bahkan kemudian dinyatakan, 
bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada tata kelakuan 
(mores) yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, 
maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut. 
Poclgorecki pernah pula membahas masalah ini dengan mengkhususkan 
fokusnya terhadap pembentukan hukum dan masyarakat. Apabila 
pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok 
dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan 
timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar 
pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit 
untuk menerapkannya. Sudah tentu bahwa pembentukan hukum dapat 
memperlakukannya dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya 
biaya-biaya sosial. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai 
dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam 
penerapannya hampir-hampir tidak ada. Tentang hal itu Poclgorecki 
melanjutkan bahwa : “A legislation which attempts to sue law to 

103 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Ibid, h.310-311.
104 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Ibid, h.311.
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introduce new values into a society will encounter resistance indicative 
of the struggle between new statute laws and old legal feelings. In such 
situations, a calculation of the eventual social profits and losses is 
quite essential. The legislation will consider as profits all the planned 
consequences of the efficient application of the new law, and as losses 
all hindrances and obstacles ...which may result from the continued 
acceptance of former legal feelings”.105

Sehingga sebenarnya, ada suatu kecenderungan yang sangat kuat 
agar terjadi suatu keserasian atau kesesuaian yang proporsional antara 
hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat 
yang bersangkutan. Kiranya perlu disinggung pula apa yang pernah 
diungkapkan oleh Skolnick di dalam ruang lingkup yang lebih khusus 
dan lebih tegas bahwa : “The rules themselves must be rational, not 
whimsically constructed, and carried out with procedural regularity and 
fairness. Most important of all, rule is from below, not above. Authorities 
are servants of the people, not a “vanguard” oa elites instructing 
the masses. The overriding value is consent of the governed. From it 
derives the principle of the accountability of authority accountability 
primarily to courts of law and ultimately to a democratically constituted 
legislature based upon universal suffrage”.106

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauhmana 
kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh : indoctrination, 
habituation, utility dan group identification. Proses itu terjadi melalui 
internalisasi dalam diri manusia. Kadar internalisasi inilah yang 
selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam diri manusia atas 
persoalan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan terdapat 
empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan 
suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu : pengetahuan hukum, 
pemahaman hukum, sikap hukum dan pola prilaku hukum.107

Masalah-masalah tersebut di atas, kesemuanya bersumber pada 

105 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Ibid, h.311-312.
106 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Ibid, h.312-313.
107 Saifulah, 2010, Op.Cit, h.105-106.
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ketidak sesuaian antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran 
para warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya (atau tidak 
ditaatnya) hukum positif tertulis. Ada baiknya untuk menempatkan 
masalah-masalah tersebut ke dalam kerangka yang lebih luas, yaitu di 
dalam wadah negara kesejahteraan (welfare-state). Konsepsi negara 
kesejahteraan mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

a.	 Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang 
tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi 
kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan 
dari sudut politis, sehingga peranan organ-organ eksekutif 
lebih penting daripada organ-organ legislatif.

b.	 Peranan negara tidak hanya terbatas pada menjaga 
keamanan dan ketertiban belaka, akan tetapi negara secara 
aktif berperanan di dalam penyelenggaraan kepentingan-
kepentingan masyarakat di bidang-bidang sosial, ekonomi 
dan budaya, sehingga perencanaan merupakan sarana yang 
sangat penting.

c.	 Negara kesejahteraan merupakan negara hukum materiil 
yang mementingkan keadilan sosial materiil dan bukan 
persamaan yang bersifat formal semata-mata.

d.	 Sebagai konsekuensi dari hal-hal tersebut di atas, maka 
di dalam suatu negara kesejahteraan hak milik tidak lagi 
dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi hak tersebut 
dipandang mempunyai fungsi sosial yang berarti adanya 
batas-batas di dalam kebebasan penggunaannya.

e.	 Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik 
semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum 
perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan 
negara di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. 
Ini adalah sesuai dengan fungsi negara modern yang oleh 
W. Friedmann dirumuskan sebagai berikut : “First, as 
Protector; secondly, as Disposes of Social Services; thirdly, 
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as Industrial Manager; fourth 14, as Economic Controller; 
fifthly, as Arbitrator”.108

Sedangkan menurut dua pakar yang khusus mengkaji masalah 
kesadaran hukum selama belasan tahun, Ewick dan Silbey, “kesadaran 
hukum” mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum 
dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang 
memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. 
Bagi ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan 
dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. 
Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai 
perilaku”, dan bukan “ hukum sebagai aturan, norma atau asas”.109

Walaupun tidak dinyatakan di dalam batang tubuh Undang 
Undang Dasar 1945, namun di dalam Penjelasannya dikemukakan 
bahwa Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum. 
Artinya adalah bahwa Negara Indonesia bukan didasarkan pada 
kekuasaan belaka. Kecuali daripada itu, pemerintah didasarkan atas 
sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak 
terbatas. Tentang hal itu Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 
menyatakan sebagai berikut: 

I.	 Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum 
(rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum 
(rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka 
(Machtsstaat). 

II.	 Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem 
konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat absolutisme 
(kekuasaan yang tidak terbatas).110

Dengan demikian, secara konstitusional supremasi hukum diakui 
di Indonesia, yang berarti pengakuan terhadap penegakan rule of law 

108 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.313-314.
109 Achmad Ali, Op.Cit, h.510-511.
110 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.314.
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baik dalam arti formal maupun materiil atau ideologis dengan tekanan 
pada yang terakhir. Hal ini berarti bahwa masalah kesadaran hukum 
dan kepatuhan hukum terkait di sini, oleh karena penegakan rule of law 
dalam arti materiil berarti :

a.	 Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran 
tentang hukum yang baik atau hukum yang buruk.

b.	 Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-
kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-
badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

c.	 Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi 
manusia.

d.	 Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-
kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-
aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap 
martabat manusia.

e.	 Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang 
akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan 
yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan 
legislatif.111

Aspek-aspek dari konsep penegakan rule of law yang dinamis 
tersebut di atas telah dituangkan ke dalam suatu perumusan yang 
dihasilkan oleh kongres International Commission of Jurists pada 
tahun 1959 di New Delhi. Dengan demikian, maka masalah kesadaran 
hukum perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia 
sebagai suatu negara yang sedang berkembang, yang menuju pada 
negara hukum materiil yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa 
disamping masalah-masalah kesadaran hukum seperti ditegaskan oleh 
unsur-unsur kalangan hukum di atas, maka ada faktor-faktor lain yang 
perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga 

111 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.314-315.
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masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 
kepentingan-kepentingan yang mantap tentang hukum oleh organ-organ 
administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat kebutuhan 
untuk mengadakan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.112

Akhirnya Ewick dan Silbey, menguraikan bahwa : “legal 
consciousness is neither fixed, stable, unitary, nor consistent. Instead, 
we see legal consciousness as something local, contextual, pluralistic, 
filled with conflict and contradiction ...” (kesadaran hukum tidaklah 
bersifat permanen, tidak stabil, tidak uniter atau tidak konsisten. 
Sebagai gantinya, kita melihat “kesadaran hukum” sebagai sesuatu 
yang bersifat lokal, kontektual, pluralistik, yang diisi dengan konflik 
dan kotradiksi). Oleh karena itu, harus diupayakan, “kesadaran hukum 
negatif” masyarakat diubah menjadi “kesadaran hukum positif”.113

Dari uraian-uraian di atas kiranya telah nyata, bahwa agaknya 
sulit untuk dapat merumuskan suatu konsepsi tentang kesadaran hukum 
(legal consciousness). Perihal kata atau pengertian kesadaran, di dalam 
kamus tercantum tidak kurang dari lima arti, yaitu :

1.	 awareness esp of something within oneself; also the state  or 
fact of being conscious of an external object, state or fact.

2.	 The state of being characterized by sensation, emotion, 
volition, and thought: mind.

3.	 the totality of conscious states of an individual.
4.	 the normal state of conscious life.
5.	 the upper level of mental life as contrasted with unconscious 

process.
Jadi, kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi 

mental dan interpenetrasi mental yang masing-masing berorientasi 
pada “aku” nya manusia dan pada “kami” nya.114 

Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran 
112 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Loc,Cit.
113 Achmad Ali, Op.Cit, h.511.
114 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.315-316.
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hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai 
penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. 
Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan 
hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui 
penafsiran-penafsiran secara ilmiah.115

Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum, 
Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi 
kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe. Menurut Paul Scholten, 
maka dengan kesadaran hukum dimaksudkan sebagai suatu kesadaran 
yang terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada 
atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk 
membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk. Jadi 
pengertian kesadaran hukum sama sekali tidak menunjuk pada suatu 
penilaian hukum yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang konkret. 
Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai 
yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang 
hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-
nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap 
kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa persoalannya 
kembali pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku, 
yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.116

Suatu konsepsi lain yang erat hubungannya dengan kesadaran 
hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi 
mengenai kebudayaan hukum (legal culture). Konsepsi ini secara 
relatif baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk 
dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun 
substansinya. Konsepsi tentang kebudayaan hukum tersebut kemudian 
dikembangkan oleh Lev yang menyatakan bahwa konsepsi tersebut 
terdiri dari “... two related components-procedural legal values and 
substantive legal values. Procedural legal values have to do with the 

115 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.316.
116 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Loc.Cit.
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means of social regulation and conflict management. These values are 
the cultural basis of the legal system, and they help to determine, most 
importantly, the “system space” allotted to distinctly legal, political, 
religous, or other institution at any time in a society’s history. The 
second, substantive, component of legal culture consists of fundamental 
assumptions about the distribution and uses of resources in society, 
social right and wrong, and so on. Because these assumption change 
overtime, as societies themselves change, the concept of substantive 
legal cultures requires a dynamic element”.117

Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan 
dengan konsepsi kebudayaan hukum, maka konsepsi terakhir ini lebih 
luas. Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan 
kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum 
dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. 
Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, oleh karena kesadaran hukum 
banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan 
yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 
hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam 
masyarakat.118 Hal ini memerlukan penguraian sedikit tentang nilai-
nilai dan berprosesnya nilai-nilai tadi menjadi hukum.119

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhun 
utama atau dasar, dan di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
tersebut para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman 
tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-
halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama atau 
dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka 
terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau 
patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang 
dianggap buruk. Secara terperinci, maka nilai-nilai tersebut antara lain :

117 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.317.
118 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Loc.Cit.
119 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Loc.Cit.
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a.	 Merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman 
pribadi, sebagai akibat daripada proses interaksi sosial yang 
terus-menerus;

b.	 Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena 
didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula:

c.	 Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di 
dalam kehidupan sosial;

d.	 Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia kearah 
pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan 
faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan 
sosial maupun kehidupan pribadi manusia.120

Sistem nilai-nilai tersebut sebenarnya berpokok pangkal pada lima 
masalah pokok di dalam kehidupan manusia yang mencakup :
a.	 Hakikat dan sifat hidup manusia;
b.	 Hakikat dari karya manusia;
c.	 Hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu;
d.	 Hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya;
e.	 Hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya atau 

lingkungan sosialnya.121

Hal-hal tersebut di atas dapat dipakai sebagai petunjuk, apabila 
hendak mengetahui tentang sistem nilai-nilai yang berlaku baik pada 
bagian terbesar warga-warga masyarakat maupun golongan-golongan 
dan individu-individu tertentu. Walaupun sistem nilai-nilai timbul dari 
proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut 
telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut 
dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga 

120 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.318.
121 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Loc.Cit.
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masyarakat yang bersangkutan.122

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk 
proses yang bersifat psikologis, antara lain, pola-pola berpikir yang 
menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada 
hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk bertingkah 
laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah. Dari proses 
tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa 
berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap 
wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah 
tertentu. Dengan demikian maka sebetulnya manusia hidup di dalam 
suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur 
mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang 
manusia tidak menyadari keadaan tersebut.123

Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan daripada 
kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek 
kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antar pribadi. 
Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin 
kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha 
untuk mengubahnya atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dia 
akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian maka 
sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk 
melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung 
pada obyek pengaturannya, yaitu aspek hidup pribadi atau aspek hidup 
antar pribadi. Memang benar sebagaimana dinyatakan oleh Kelsen, 
bahwa “By “norm” we mean that something ought to be or ought to 
happen, especially that a human being ought to behave in a specific 
way.... “Norm” is the meaning of an act by which a certain behavior is 
commanded, permitted, or authorized”.124

Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada 
hubungan antar pribadi atas dasar ketertiban dan ketenteraman yang 

122 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.318-319.
123 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.319.
124 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.319-320.
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diharapkan, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-
kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh 
para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang 
mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang 
berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung 
dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang 
berdasarkan pada ketetapan oleh karena proses pengkaidahan dilakukan 
oleh penguasa. Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah 
ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan 
wewenang, mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap 
berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan 
wewenang mempelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah 
proses social engineering; sedangkan apabila yang dilakukan adalah 
menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah 
pengendalian sosial atau social control.125

Dari keterangan-keterangan di atas kiranya jelas bahwa hukum 
merupakan konkritisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian 
antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya 
adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan 
perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat diperlukan 
sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai 
tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum 
sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum 
adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang 
keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki 
atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran 
hukum tersebut adalah:

125 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.320.
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a.	 Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law 
awareness)

b.	 Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law 
acquaintance)

c.	 Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
d.	 Pola perilaku hukum (legal behavior).126

3.2.	 Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum
Kalau kita bicara tentang meningkatan kesadaran hukum 

masyarakat, maka akan timbul pertanyaan : “Apakah kesadaran hukum 
masyarakat sudah sedemikian merosotnya, sehingga perlu ditingkatkan 
dan bagaimana cara meningkatkannya?. Apa yang dapat kita konstatir 
mengenai kesadaran hukum ini di dalam masyarakat?”. Sebelum 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kiranya diketahui 
terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum.127

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat 
sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. 
Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah 
kesadaran hukum. Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum 
hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka 
undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan 
orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Hal ini masih memerlukan 
kritik. Perlu kiranya diketahui bahwa Krabbe dan Kranenburg termasuk 
mereka yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum.128

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia 
tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori 
tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan 
antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya 
dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti 

126 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op.Cit, h.320-321.
127 Sudikno Mertokusumo, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, Cet. Pertama, h.118.
128 Sudikno Mertokusumo, Ibid.
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kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan 
manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya 
adalah untuk melindungi kepentingan manusia?. Karena jumlah 
manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka 
ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan 
terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua 
kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau 
pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan 
dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau 
siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, 
katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, 
maka dapatlah dipastikan bahwa kalau kedua pengendara itu masih 
dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan akan saling menuduh dengan 
mengatakan, “Kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan 
lalu lintas” atau “Saya terpaksa melanggar peraturan lalu lintas karena 
kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu”. Kalau tidak 
terjadi tabrakan, tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun 
semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang 
siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan 
manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan 
tentang hukum. Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam 
oleh segala macam bahaya : pencurian terhadap harta kekayaannya, 
pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. 
Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap 
kepentingan-kepentingannya. Salah satu daripada perlindungan 
kepentingan itu adalah hukum. Karena disamping hukum masih ada 
perlindungan kepentingan macam lain : kaedah kepercayaan, kaedah 
kesusilaan dan kaedah kesopanan.129

Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa 
timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya bentrok 
antara kepentingan manusia atau “conflict of human interest”.130

129 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.119-120.
130 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.120.
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Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka 
manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, 
menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai 
terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang Iain. Tidak boleh 
kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri dalam melaksanakan 
haknya berbuat semaunya sehingga merugikan kepentingan manusia 
lain.131

Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang 
seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak 
kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.  Ini berarti 
kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang 
lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo seliro atau toleransi. 
Kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain, maka saya 
tidak boleh memperlakukan orang lain demikian pula, sekalipun saya 
sepenuhnya melaksanakan hak saya. Kalau saya tidak suka tetangga 
saya berbuat gaduh di malam hari dengan membunyikan radionya keras-
keras, maka saya tidak boleh berbuat demikian juga. Tepo seliro berarti 
bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan dan menghormati 
kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain. 
Penyalahgunaan hak atau abus dedroit seperti misalnya mengendarai 
sepeda motor milik sendiri yang diperlengkapi dengan knalpot yang 
dibuat sedemikian sehingga mengeluarkan bunyi yang keras sehingga 
memekakan telinga jelas bertentangan dengan sikap tepo seliro.132 

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata 
berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan-ketentuan 
undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-
undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan 
kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-
kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa 
terjadi secara berulang dengan ajeg, maka lama-lama akan timbul 
pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya 

131 Sudikno Mertokusumo, Ibid.
132 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.120-121.
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atau seyogyanya, dan hal ini akan menimbulkan pandangan bahwa 
demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban 
hukum. Suatu peristiwa yang terjadi beturut-turut secara ajeg dan oleh 
karena itu lalu biasa dilakukan dan disebut kebiasaan, lama-lama akan 
mempunyai kekuatan mengikat (die normatieve kraft des kaktischen).133

Memang kesadaran akan kewajiban hukum ini merupakan 
salah satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan. Faktor Iain 
untuk timbulnya hukum kebiasaan ialah terjadinya sesuatu yang ajeg. 
Akan tetapi kesadaran akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu 
sampai terjadinya suatu peristiwa secara berulang. Suatu peristiwa 
cukup terjadi sekali saja untuk dapat memperoleh kekuatan mengikat 
asal peristiwa yang hanya terjadi sekali saja itu cukup menyebabkan 
timbulnya kesadaran bahwa peristiwa atau tindakan itu seyogyanya 
terjadi atau dilakukan.134

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain 
merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat 
tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam 
masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk daripada 
pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang 
di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan 
sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat, maka tidak 
bersifat perorangan atau subyektif, akan tetapi merupakan resultante 
dari kesadaran hukum yang bersifat subyektif.135

Di muka telah diketengahkan bahwa ratio adanya hukum itu 
adalah “conflict of human interest”. Hukum baru dipersoalkan apabila 
justru terjadi “tidak hukum”, “onrecht” atau kebatilan dan pelanggaran-
pelanggaran. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, bukankah 
tujuan hukum itu ketertiban, maka tidak akan ada orang mempersoalkan 
tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan 
atau “conflict of human interest”, maka dipersoalkanlah apa hukumnya, 

133 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.121.
134 Sudikno Mertokusumo, Ibid.
135 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.121-122.
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siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya. Dengan  kesadaran 
hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi 
terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tidak hukum” 
atau “onrecht”. 136

Ditinjau dari segi hukum, maka makin banyaknya pemberitaan 
tentang pelanggaran hukum, kejahatan atau kebatilan berarti kesadaran 
akan makin banyak terjadinya “onrecht”. Dengan makin banyaknya 
pelanggaran hukum makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-
hati di dalam masyarakat, penyalahgunaan hak dan sebagainya dapatlah 
dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun, 
yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan 
pemerintah juga. Menurunnya kesadaran hukum dalam hal ini berarti 
belum cukup tinggi. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada 
pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum 
seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya.137

Untuk dapat mengambil langkah-langkah guna mengatasi 
menurunnya kesadaran hukum masyarakat perlu kiranya diketahui 
apakah kiranya yang dapat menjadi sebab-sebabnya. Kesadaran hukum 
masyarakat itu merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat/
perubahan sosial. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan 
kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat 
disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa 
hukum melindungi kepentingannya. Soerjono soekanto menambahkan 
bahwa menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena 
para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara 
hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsinya dalam 
pembangunan.138

Tindakan atau cara apakah yang sekiranya efektif untuk 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?. Tindakan drastis misalnya 
memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan 

136 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.122.
137 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.126.
138 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.126-128.
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pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja, yang 
hanya bersifat insidentil dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan 
tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 
Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa 
adanya penertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat 
dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis 
yang bersifat insidentil saja.139

	 Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran 
hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada 
hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran 
hukum masyarakat saja, tetapi juga membina kesadaran hukum 
masyarakat. Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, 
sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan  
suatu “blue print of behaviour” yang memberikan pedoman tentang apa 
yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan 
demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan 
nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang 
terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti 
menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan ini 
dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui 
kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat 
usaha peningkatan dan pembinaannya yang utama, efektif dan efisien 
ialah dengan pendidikan.140 

Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang “einmalig” 
atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinu 
dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum 
ini akan makan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau 
dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan 
dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat  kita lihat hasilnya yang 
memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu 
hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut 

139 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.128.
140 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.128-129.
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dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan 
sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang 
bersifat drastis.141

Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan 
formal di sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan 
tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada 
masyarakat luas. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal 

tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik, tentang 
apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga 
negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. 
Tidak tahu tentang undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf : 
ignorantiq tegis excusat neminem. Azas ini yang lebih dikenal dalam 
kata-kata bahasa Belanda dengan “iedereen wordt geacht de wet te 
kennen” berlaku di Indonesia harus ditanamkan dalam pendidikan 
tentang kesadaran hukum. Ini tidak hanya berarti mengenal undang-
undang saja, tetapi mentaatinya, melaksanakannya, menegakkannya 
dan mempertahankannya. Lebih lanjut ini berarti menanamkan 
pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar 
hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang 
lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap 
orang lain. Suatu pengertian yang pada hakekatnya sangat sederhana, 
tidak “bombastis”, mudah difahami dan diterima setiap orang. Sesuatu 
yang mudah difahami dan diterima pada umumnya mudah pula untuk 
menyadarkan dan mengamalkannya.142

Di taman kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan 
pengertian-pengertian yang abstrak tentang hukum atau disuruh 
menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid 
taman kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman 
sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang 
dibuat oleh sekolah. Maka perlu kiranya di sekolah dipasang tanda-tanda 
larangan (verbodstekens) atau tanda-tanda perkenan (gebodstekens) 

141 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.129.
142 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.129-130.
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berupa poster atau tanda-tanda bergambar lainnya yang menarik dan 
ibu guru harus mengadakan pengawasan serta menindak pelanggarnya 
dengan memberi “hukuman”. Sekolah taman kanak-kanak akan 
membantu memupuk kesadaran hukum pada anak-anak. Yang penting 
dalam pendidikan di taman kanak-kanak ialah menanamkan pada 
anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan 
bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti 
menerima akibatnya.143 	

Di SD, SLTP dan SLTA perlu ditanamkan lebih intensif lagi : 
hak dan kewajiban warga  negara   Indonesia,   susunan  negara  kita,   
Pancasila  dan  Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari 
KUHP bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum.  Perlu 
diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggaran harus 
ditindak. Untuk  menanamkan “sense of justice” pada murid-murid 
perlu dibentuk suatu “dewan murid” dengan pengawasan guru yang   
akan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan sekolah. 
Secara periodik perlu diadakan kampanye dalam bentuk pekan (pekan 
kesadaran hukum, pekan lalu lintas dan sebagainya) yang diisi dengan 
perlombaan-perlombaan (lomba mengarang, lomba membuat motto 
yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum), pemilihan warga 
negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi 
peraturan-peraturan, pameran dan sebagainya. Di Perguruan-perguruan 
Tinggi harus diberi pelajaran pengantar ilmu hukum yang disesuaikan 
dengan kebutuhan : PIH yang diberikan di fakultas teknik misalnya 
harus berbeda dengan yang diberikan di fakultas ekonomi atau 
fakultas hukum. Dalam memberi pengantar ilmu hukum di semua 
perguruan tinggi hendaknya diketengahkan problem/situasi yang 
konkrit dengan mengetengahkan “res cottidianae” (peristiwa sehari-
hari), yaitu persoalan-persoalan yang terjadi setiap hari yang dimuat 
di dalam surat kabar terutama yang berhubungan dengan kesadaran 
hukum. Pada fakultas-fakultas hukum hendaknya dibentuk seksi atau 
jurusan peradilan yang khusus mendidik para calon hakim, jaksa dan 

143 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.130.



66

pengacara. Perguruan tinggi khususnya fakultas hukum mempunyai 
peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 
Menarik sekali pendapat dari Achmad Sanusi yang mengatakan 
bahwa perguruan tinggi menghasilkan orang-orang yang diasumsikan 
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Sedangkan pendidikan 
non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan 
di dalam masyarakat. Pendidikan non formal ini dilakukan dengan 
penyuluhan atau penerangan, kampanye serta pameran.144

Dalam proses kegiatan penyuluhan hukum senantiasa ada 
atau harus didahului dengan penerangan hukum. Penerangan hukum 
merupakan suatu kegiatan pemberian informasi hukum kepada warga 
masyarakat secara umum. Yang disampaikan kepada masyarakat 
misalnya, suatu perundang-undangan yang pada suatu waktu dianggap 
penting dan harus diketahui masyarakat.

Kiranya jelas bahwa pada penerangan hukum yang disampaikan 
adalah pokok-pokok suatu bidang hukum tertentu. Misalnya, mengenai 
undang-undang perlindungan anak disajikan hal-hal yang dianggap 
penting. Pada dasarnya penerangan hukum sifatnya searah, yakni 
hanya tertuju pada kelompok sasaran secara kolektif. Memang tujuan 
utama penerangan hukum hanyalah memberikan informasi, supaya 
masyarakat mengetahui hukum atau pokok-pokok tentang tata hukum 
tertentu.145

Penyuluhan hukum merupakan langkah selanjutnya dari 
kegiatan penerangan hukum. Tujuannya adalah agar warga masyarakat 
memahami pokok-pokok bidang-bidang tata hukum tertentu. 
Penyuluhan hukum diberikan berdasarkan masalah-masalah hukum 
yang dihadapi golongan-golongan masyarakat tertentu. Dengan 
demikian, sebelum diadakan penyuluhan hukum terlebih dahulu harus 
diadakan penelitian awal untuk mengidentifikasikan masalah-masalah 

144 Sudikno Mertokusumo, Ibid, h.130-131.
145 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, 1988, Pendekatan Sosiologi Terhadap 

Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, Cet. Pertama, h.70.
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hukum yang dihadapi golongan masyarakat yang bersangkutan.146

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa di suatu wilayah tertentu terjadi banyak kecelakaan 
lalu lintas karena pejalan kaki. Di wilayah itu sudah tersedia trotoar, 
tempat penyeberangan, tempat menunggu bis umum dan kendaraan 
umum lainnya, dan seterusnya. Akan tetapi kecelakaan lalu lintas 
secara relatif masih tinggi frekuensinya. Dengan demikian dapat ditarik 
kesimpulan sementara, bahwa yang harus disuluhkan adalah pokok-
pokok perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya. Hasil 
penelitian awal tersebut, disusun perangkat masalah-masalah hukum 
lalu lintas yang dihadapi masyarakat setempat. Masalah-masalah itu 
dicoba untuk ditanggulangi, walaupun sifatnya untuk sementara adalah 
konsepsional atau hipotetis. Yang kemudian disuluhkan adalah pokok-
pokok peraturan serta kegunaannya, yang disertai dengan contoh-
contoh masalah yang dihadapi dengan penanggulangannya.

Hal ini bukanlah berarti bahwa dalam penyuluhan hukum tidak 
boleh ada dialog. Dialog tetap harus ada, akan tetapi ruang lingkupnya 
haruslah diarahkan pada hal-hal yang dikukuhkan. Dialog diperlukan 
untuk menjelaskan hal-hal yang kurang jelas. Misalnya, Pasal 9 dan 
10 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1951 berisikan aturan-aturan 
yang khusus berlaku bagi pejalan kaki, serta sanksinya apabila aturan 
itu dilanggar. Mungkin ada ketidak jelasan mengenai isi aturan itu dan 
manfaatnya, sehingga perlu dijelaskan kembali.147

Dengan cara demikian, maka tujuan penyuluhan hukum 
akan dapat tercapai. Artinya, penyuluhan hukum bertujuan untuk 
meningkatkan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum kolektif. 
Masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh kolektiflah yang 
memerlukan penanggulangan dengan cara mengadakan penyuluhan 
hukum, dan bukan masalah-masalah hukum yang dihadapi warga 
masyarakat secara individual.148

146 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid, h.71.
147 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid.
148 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid, h.72.
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Konsultasi hukum juga mencakup pemberian jasa untuk 
mengurus masalah-masalah hukum. Misalnya, seorang warga 
masyarakat mengalami kesulitan untuk mengurus pasport, yang 
bersangkutan dapat meminta bantuan jasa hukum berupa konsultasi 
hukum yang wujudnya adalah pengurusan pasport tersebut. Adakalanya 
konsultasi hukum berlangsung dalam wujud pemberian bimbingan 
secara berkesinambungan kepada warga masyarakat yang mengalami 
masalah hukum secara pribadi. Misalnya yang bersangkutan mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. 
Konsultan hukum dapat memberikan bimbingan tanpa mengurus 
masalah itu. Yang mengurus adalah tetap yang bersangkutan, akan 
tetapi berdasarkan bimbingan konsultan hukum. Konsultasi ini biasanya 
berlangsung sampai masalah tertanggulangi atau selesai.149

Dari beberapa contoh tersebut di atas kiranya sudah tampak 
perbedaan-perbedaan antara konsultasi hukum dengan penyuluhan 
hukum. Kadang-kadang dikatakan bahwa batas-batasnya sulit untuk 
ditarik, akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, oleh karena 
ruang lingkupnya memang berbeda.150

Pada dasarnya konsultasi hukum diberikan kepada warga 
masyarakat secara pribadi, sehingga masalah-masalah yang dihadapi 
juga dibicarakan secara pribadi dengan konsultan hukum. Seorang warga 
masyarakat lazimnya enggan untuk menceriterakan masalah-masalah 
hukum yang dihadapinya di muka umum. Tidak selalu seseorang yang 
memerlukan konsultasi hukum adalah orang yang “buta” atau “awam” 
hukum. Mungkin dia mengetahui dan memahami hukum akan tetapi 
mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga memerlukan 
bimbingan. Berdasarkan ciri pokok ini maka sebaiknya konsultasi 
hukum tidak dirancu dengan penyuluhan hukum.151

Sebagaimana disinggung di atas, maka penyuluhan hukum 
tertuju pada kolektiva. Tujuannya adalah meningkatkan taraf kesadaran 

149 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid.
150 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid.
151 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid, h.72-73.
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hukum dan ketaatan hukum kolektiva tersebut. Oleh karena itu, berbeda 
dengan penerangan hukum, penyuluhan hukum bertujuan agar warga 
masyarakat memahami aturan-aturan hukum yang berlaku.152

Dengan demikian, maka seorang penyuluh hukum harus 
menguasai materi hukum yang akan disuluhkan, dan trampil dalam 
cara-cara penyampaiannya sehingga kolektiva sebagai kelompok 
sasaran memahaminya. Kecuali itu, maka penyuluh hukum harus cakap 
mempergunakan bahasa yang sederhana, jelas dan tepat, yang secara 
langsung membahas ruang lingkup bahan hukum yang disuluhkan. Inti 
pekerjaannya adalah memberikan informasi, dan bukan menanggulangi 
masalah-masalah hukum. Kalau seorang penyuluh hukum tidak 
mengetahui batas-batas ini, maka tidak mustahil dia akan terseret ke 
bidang yang kurang dikuasainya, yakni penanggulangan masalah-
masalah hukum yang menjadi tugas seorang konsultan hukum.153

Seorang konsultan hukum yang menguasai bidangnya, belum 
tentu dapat menjadi penyuluh hukum yang baik. Hal ini disebabkan, 
oleh karena seorang konsultan hukum menghadapi masalah-masalah 
secara kasuistik. Kasus-kasus yang dihadapinya seringkali memerlukan 
penyelesaian yang berbeda-beda coraknya, sehingga seorang konsultan 
hukum yang trampil dan cakap, memang seyogyanya orang yang sudah 
berpengalaman dalam memecahkan masalah-masalah hukum dan 
senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi.154

Di Amerika Serikat, suatu negara yang sudah maju, dikenal 
adanya “Law Day” untuk membina kesadaran hukum masyarakat. 
Maka kiranya tidak berlebihan kalau kita mengadakan kampanye 
peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara ajeg yang diisi 
dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan secara 
“planmatig”, seperti ceramah-ceramah, pelbagai macam perlombaan, 
pemilihan warga negara teladan, pameran dan sebagainya. Suatu 
pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat 

152 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid, h.73.
153 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid.
154 Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, Ibid.
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disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina 
kesadaran hukum masyarakat. Tersedianya buku vademecum, brochure 
serta leaflets disamping diperlihatkan film, slide dan sebagainya yang 
merupakan visualisasi daripada kesadaran hukum akan mempunyai 
daya tarik yang besar.155  

155 Sudikno Mertokusumo, Op,Cit, h.132-133.
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BAB IV
PENEGAKAN HUKUM

4.1.	 Penegakan Hukum Dalam Masyarakat
	 Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar 

penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya 
istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan 
dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut 
akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). 
Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti 
: rechtstoepassing, rechtshandhaving (Belanda), law enforcement, 
application (Amerika).156

	 Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum 
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah 
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan 
penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.157

156 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Keenam (Selanjutnya 
disingkat Satjipto Rahardjo II), h.181.

157 Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 
Cet. Kedua (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h.3.
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Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai 
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang 
buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam 
pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban 
dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan 
nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai 
inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan 
nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian 
antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban 
bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik 
tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia 
memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi. 
Apakah hal itu sudah cukup?.158

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan 
penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya 
bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk 
kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin 
berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum 
tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang 
berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan 
tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum 
pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada 
kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.159

Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga 
ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan “Hukum 
untuk Masyarakat” atau Masyarakat untuk Hukum” yang pertama 
menimbulkan suasana yang dinamis sedang yang kedua statis dan macet. 
Kemanusiaan menjadi bingkai (framework) pada saat berbicara tentang 
hukum, pegangan filsafat konseptual tersebut membawa konsekuensi 

158 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.3-4.
159 Soerjono Soekanto II, Loc.Cit.
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sendiri yang panjang pada saat ia mulai dilaksanakan secara konkrit.160

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau 
patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau 
yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan 
untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. 
Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara 
konsepsional.161

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 
unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, 
maka Wayne La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi 
berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).162

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan 
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian 
antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan 
tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang 
berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang 
siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian 
pergaulan hidup.163

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun 
di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, 
sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada 
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum 
sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa 
pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-
kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-

160 Derita Prapti Rahayu, 2014, Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, Cet. Kepertama, h.81.
161 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.4.
162 Soerjono Soekanto II, Loc.Cit.
163 Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, Cet. Kesepuluh (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto III), h.7.
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keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam 
pergaulan hidup.164

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu 
dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi 
dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan 
hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan 
pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga 
makin intenstif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, 
produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian dikenal sebagai 
welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian 
dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam 
(peraturan) yang menangani bidang-bidang tersebut.165

Membicarakan masalah penegakan hukum bisa dimulai dari 
persoalan tentang “apa yang akan ditegakkan”?. Dengan membicarakan 
hal tersebut bukan berarti kita melakukan pengkajian yang tidak ada 
gunanya, oleh karena untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses 
penegakan hukum. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-
konsep dengan demikian boleh digolongkan  kepada sesuatu yang abstrak. 
Dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang kepastian hukum 
dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai 
penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai 
penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak itu. 
Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha 
untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan 
ide-ide merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila sudah mulai 
berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang menjadi kenyataan, maka 
sebetulnya kita sudah memasuki management.166

Penegakan hukum di Indonesia di identikkan dengan kekuasaan, 
yang jika ditinjau dari perumusan alternatif konsep negara hukum 

164 Soerjono Soekanto III, Ibid, h.7-8.
165 Satjipto Rahardjo II, Loc.Cit.
166 Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun Terbit, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, CV. Sinar 

Baru, Bandung (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo III), h.15.
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menurut Tamanaha, Indonesia merupakan jenis negara hukum yang 
sempit (thin) yaitu jenis formalnya diatur oleh hukum, hukum sebagai 
instrumen dari tindakan pemerintah. Indonesia bukan jenis negara 
hukum yang luas (thick) yang jenis formalnya demokrasi dan legalitas 
persetujuan menentukan isi/content dari hukum sedangkan jenis 
substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, 
perlindungan atas hak-hak kultural.167

Penegakan hukum di Indonesia juga cenderung menggunakan 
hukum otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum 
daripada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat misalnya, kasus 
pertambangan rakyat di Kabupaten Bangka terhadap penambang ilegal 
langsung tangkap karena hal itu tidak sesuai dengan aturan tanpa 
menggali kenapa para penambang melakukan itu.168

Ide hukum progresif menyatakan bahwa kemanusiaan menjadi 
bingkai (framework) pada saat berbicara tentang hukum, pegangan 
filsafat konseptual membawa konsekuensi sendiri yang panjang 
pada saat ia mulai dilaksanakan secara konkrit. Nonet & Selznick 
memandang bahwa hukum itu hendaknya mencerminkan dinamika 
interaksi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, janganlah hukum itu 
mempertahankan dan memaksakan suatu kontruksi yang bertentangan 
dengan dinamika masyarakat.169

Kita sekarang berada di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan 
sosial yang kompleks, yang tidak sederhana lagi. Oleh karena itu, 
lebih efisien apabila kita menempatkan pembicaraan kita di dalam 
konteks masyarakat dan lingkungan yang demikian itu. Untuk lebih 
tegasnya, pembicaraan kita mengenai masalah penegakan  hukum  akan  
ditempatkan  dalam konteks masyarakat yang sudah menjadi semakin 
kompleks tersebut.170

Salah satu ciri dari kehidupan masyarakat yang kompleks adalah, 

167 Derita Prapti Rahayu, Op.Cit, h.105.
168 Derita Prapti Rahayu, Loc.Cit.
169 Derita Prapti Rahayu, Op.Cit, h.105-106.
170 Satjipto Rahardjo III, Loc.Cit.
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bahwa usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan, 
dijalankan dalam kerangka organisasi. Problem-problem yang ada 
sekarang ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan yang terjadi 
pada 100 tahun yang lalu.  Dibandingkan dengan keadaan sekarang, 
maka apa yang terjadi pada waktu itu bisa disifatkan sebagai “sangat 
sederhana”, dengan ruang  lingkup yang “sangat kecil”. Dalam suasana 
yang demikian, maka peranan serta kehadiran organisasi memang 
kurang menonjol, oleh karena segala sesuatunya masih cukup diatasi 
dengan tata kerja dan struktur yang sederhana. Penegakan hukum dan 
penyelenggara hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan  
sosial yang masih sederhana kehidupan hukumnya pun masih bersifat 
intim, lebih personal. Sifat yang demikian itu jelas tak dapat kita 
lekatkan pada cara-cara penyelenggaraan hukum sekarang ini.171

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik 
suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum 
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. 
Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak 
positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-
faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1.	 Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-
undangan.

2.	 Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum,

3.	 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum.

4.	 Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan.

5.	 Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan 
rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 
hidup.172

171 Satjipto Rahardjo III, Op.Cit, h.15-16.
172 Soerjono Soekanto III, Op.Cit, h.8-9.
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Ad. 1. Faktor Hukumnya, mengenai berlakunya undang-
undang terdapat beberapa azas yang tujuannya adalah agar supaya 
undang undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar 
supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. 
Azas-azas tersebut antara lain:

a)	 Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-
undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang 
disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi 
setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

b)	 Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih 
tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

c)	 Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan 
undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya 
sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib 
diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa 
itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula 
diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa 
yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat 
mencakup peristiwa hukum tersebut.

d)	 Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan 
undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-
undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur 
mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila 
ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang 
mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau 
tujuannya berainan atau berlawanan dengan undang-
undang lama tersebut.

e)	 Undang-undang tidak dapat diganggugugat.
f)	 Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan meteriil bagi masyarakat 
maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan 
(inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak 
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sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut 
tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa 
syarat tertentu, yakni antara lain :

1)	 Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang;
2)	 Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk 

mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara sebagai 
berikut :

	 I.	 Penguasa setempat mengundang mereka yang 
berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan 
mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat;

	 II.	 Suatu departemen tertentu mengundang organisasi-
organisasi tertentu untuk memberikan masukan 
bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang 
disusun;

	 III.	 Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat;
	 IV.	 Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang 

terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.173

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, 
bahwa terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 
mungkin disebabkan karena :

1.	 Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang;
2.	 Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat 

dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3.	 Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran 
serta penerapannya.174

Ad. 2. Penegak Hukum, di dalam melaksanakan peranan yang 
aktual, penegak hukum sebaiknya mampu “mulat sarira” atau “mawas 

173 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.7-8.
174 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.12.
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diri”, halmana akan tampak pada perilakunya yang merupakan 
pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas 
diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup :

a.	 Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana 
yang benar dan yang salah;

b.	 Samestine (ethis), yaitu bersikap tindak maton atau 
berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga 
sembrono atau ngawur;

c.	 Sakepenake (estetis) yang mana harus diartikan mencari yang 
enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.175

Ad.3. Faktor sarana atau fasilitas, tanpa adanya sarana 
atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan 
berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain 
mencakup tenaga manusi yang berpendidikan dan trampil, organisasi 
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 
seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan 
hukum akan mencapai tujuannya.176

Ad. 4. Faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari 
masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka 
masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 
Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat 
tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelpagai pengertian atau arti 
yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut :

175 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.20-21.
176 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.27.
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1.	 Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2.	 Hukum diartikan sebagi disiplin, yakni sistem ajaran tentang 

kenyataan;
3.	 Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 

perilaku pantas yang di harapkan;
4.	 Hukum diartikan sebagai tata kelakuan (yakni hukum positif 

tertulis);
5.	 Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
6.	  Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7.	 Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8.	 Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9.	 Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10.	 Hukum diartikan sebagai seni.177

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, 
terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan 
hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam 
hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, 
bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku 
penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan 
pencerminan dari hukum sebagi struktur maupun proses.178

Ad. 5. Faktor Kebudayaan,  faktor kebudayaan sebenarnya 
bersatu padu dengan faktor masyarakat. Oleh karena itu, masalah sistem 
nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiil. 
Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), 
maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur 
mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebutyang umpamanya 
mencakuptatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara 
177 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.33-34.
178 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.34.
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lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, 
dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta 
perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi 
pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) 
hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 
yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang 
dianggap buruk ( sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan 
ekstrim yang harus diserasikan.179

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok 
ukur daripada efektifitas penegakan hukum.180

4.2. Penegakan Hukum Dalam Pengadilan
Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum 

pula, oleh karena aktifitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah 
dibuat, disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dengan demikian 
sesudah hukum itu dibuat kita bisa berbicara mengenai adanya dan 
berjalannya peradilan. Perbedaannya adalah, apabila komponen 
eksekutif tersebut di atas menjalankan penegakan hukum dengan aktif, 
maka peradilan bisa disebut pasif, karena harus menunggu datangnya 
pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. Para yustisiabel  datang 
dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses 
peradilan.

Dalam buku ini dibedakan antara peradilan dan pengadilan, 
Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan 
merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga 
lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan 
dan advokat. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan 

179 Soerjono Soekanto II, Op.Cit, h.45.
180 Soerjono Soekanto III, Op.Cit, h.9.
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pengadilan, atau sering juga digunakan kata putusan hakim, oleh karena 
hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan.181 

Dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah 
yang harus dilakukan :

1.	 Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan 
diterapkan diantara banyak kaidah di dalam sistem hukum, 
atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu 
kaedah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin 
dipakai sebagai satu kaedah untuk perkara lain sesudahnya) 
berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara 
yang ditunjukkan oleh sistem hukum;

2.	 Menafsirkan kaedah yang dipilih atau ditetapkan secara 
demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika 
kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang 
dimaksud;

3.	 Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah 
yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Pada masa yang lalu langkah yang ketiga dikelirukan didalam 
satu nama penafsiran. Pada masa itu ada anggapan bahwa tugas hakim 
semata-mata terdiri dari menafsirkan satu kaidah yang diberikan oleh 
penguasa, yang seluruhnya berasal dari luar pengadilan dengan satu 
proses yang teliti, berupa mendeduksikan isinya yang dapat diketahui 
dengan mempergunakan logika dan dengan cara mekanis menerapkan 
kaidah yang diberikan dan ditafsirkan demikian.182                   

Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat 
dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata ataukah 
pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara 

181 Satjipto Rahardjo II, Op.Cit, h.181-182.
182 Roscou Pound, 1972, Pengantar Filsafat Hukum (diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh 

Mohamad Radjab), Bhratara, Jakarta (Selanjutnya disingkat Roscou Pound II), h.62.
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penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam 
perkembangannya kita menjumpai adanya diferensiasi dalam forum 
pengadilan, sehingga terbentuklah berbagai fora pengadilan, seperti 
pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. 
Tidak ada struktur universal dalam kelembagaan pengadilan, sehingga 
pada negara-negara di dunia dijumpai fora pengadilan yang berbeda-
beda.183

Bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili 
terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada 
dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan 
yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. 
Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang 
berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum 
mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang 
dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai konkretisicrung.184

Pada waktu dibicarakan mengenai aliran-aliran serta pendekatan-
pendekatan dalam ilmu hukum, aliran realisme menekankan pada 
praktek-praktek yang dilakukan oleh pengadilan, sebagai ukuran yang 
paling baik untuk mengetahui hukum apa yang berlaku dalam suatu 
masyarakat. Terkenal dalam   hubungan ini Hotmesian Dictum yang 
mengatakan, “... ramalan-ramalan tentang apa yang senyatanya akan 
dilakukan oleh pengadilan, dan bukan anggapan/khayalan yang lain, 
adalah apa yang saya maksudkan sebagai hukum”.185

Dorongan pemikiran yang dilakukan oleh aliran realisme tersebut 
melahirkan suatu aliran (di Amerika Serikat) yang menekankan pada 
penyelidikan secara ilmiah terhadap problem-problem hukum dengan 
menggunakan metodologi dan alat-alat yang diciptakan pada beberapa 
puluh tahun terakhir. Beberapa faktor yang turut menyumbang kepada 
aliran tersebut adalah :

183 Satjipto Rahardjo II, Op.Cit, h.182.
184 Satjipto Rahardjo II, Op.Cit, h.182-183.
185 Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo IV), h.283.
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1.	 Kemajuan dalam teknologi, seperti penyimpanan data secara 
elektronik serta   pencariannya kembali, semuanya dengan 
menggunakan komputer.

2.	 Pertumbuhan ilmu-ilmu baru, seperti sibernetik, yaitu 
suatu studi mengenai pengendalian dan komunikasi yang 
berlangsung dalam diri manusia serta yang kemudian juga 
dimanfaatkan untuk kehidupan kemasyarakatan. Pada tahun 
1940, Norbert Wiener dan kawan-kawannya dari MIT, mulai 
dengan penyelidikannya mengenai kesamaan antara organisme 
hidup dan lain-lain tipe sistem-sistem mekanis dan sosial 
yang berhubungan dengan respons terhadap rangsangan dan 
mekanisme informasi umpan balik (information feedback 
mechanism). Pekerjaan yang kemudian oleh Wiener dinamakan 
sebagai sibernetiks ini dipakai untuk menyebut ilmu tentang 
komunikasi dan kontrol.

3.	 Penggunaan logika simbol dan aljabar untuk merumuskan 
dan menyelesaikan problem-problem, terutama yang khusus 
bertalian dengan kemungkinan.

4.	 Kemajuan-kemajuan dalam penelitian terhadap tingkah laku 
manusia (behavioural research), yang tidak menekankan 
pada apa yang berlangsung di dalam pikiran manusia, 
melainkan yang dapat diamati melalui tingkah lakunya dan 
hubungannya dengan rangsangan dari luar.186

Behaviouralism berakar pada dua hal : realisme (dan sedikit 
banyak juga sociological jurisprudence) dan ilmu politik. Dari yang 
pertama ia menerima pandangan yang mempercayai, bahwa tingkah 
laku hakim bisa diramalkan (ingat ucapan Holmes yang terkenal), 
sedangkan dari ilmu politik ia mewarisi teknik-teknik, seperti scaling 
dan psikologi dari kelompok kecil.187

186 Satjipto Rahardjo IV, Ibid, h.283-284.
187 Satjipto Rahardjo IV, Ibid, h.284.
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Salah seorang peneliti aliran ini yang terkemuka, Glendon 
Schubert,   maha guru ilmu politik, memberikan perhatian utamanya 
kepada motivasi yang terdapat di belakang keputusan-keputusan 
pengadilan, ia berpendapat bahwa hakim itu setuju atau tidak setuju 
terhadap suatu keputusan bukan disebabkan oleh karena mereka 
melakukan penalaran yang sama atau berlainan, melainkan karena 
mempunyai sikap-sikap yang sama atau berlainan. Dengan demikian, 
Schubert tampaknya mengabaikan pendidikan dan lingkungan 
para hakim yang sama, mengabaikan tradisi yang diajarkan kepada 
mereka serta faktor-faktor institusional, seperti stare decisis. Dengan 
memperhatikan keputusan-keputusan mereka terdahulu, ia percaya 
dapat memperoleh reaksi-reaksi mereka terhadap pola-pola faktual 
dan menarik suatu hipotesa, bahwa pola-fakta yang berulang kembali 
akan merangsang suatu respons yang sama. Kelihatannya ini seperti 
menerima konsep sebab-akibat yang terlalu mekanis.188

Dugaan bahwa penerapan hukum oleh pengadilan merupakan 
satu proses mekanis dan hanya satu fase dari intepretasi, diperkuat oleh 
usaha membenarkan secara filsafat percobaan hendak menghindari 
penyelenggaraan peradilan yang terlalu bersifat pribadi (overpersonal) 
sebagai akibat dari tindakan kembali sebagian saja kepada keadilan 
tanpa hukum pada tingkatan equity dan hukum alam.189

Dalam menggunakan pendekatan terhadap sikap (attitudinal 
approach) menurut Schubert, ada beberapa taraf analisa. Yang pertama 
berhubungan dengan pertanyaan “bagaimana hakim-hakim itu 
berbeda dalam sikap-sikapnya?”. Kalaulah kita dapat membuat suatu 
deskripsi yang sempurna dan membuat prediksi mengenai pengambilan 
keputusan oleh pengadilan atas dasar sikap-sikap individual dari para 
hakim, masih saja ada pertanyaan yang tersisa, yaitu, “mengapa para 
hakim itu berbeda dalam sikap-sikapnya?”.190

Schubert menjawab, bahwa para hakim berbeda dalam sikap-

188 Satjipto Rahardjo IV, Ibid, h.284-285.
189 Roscou Pound II, Op.Cit, h.63.
190 Satjipto Rahardjo IV, Op.Cit, h.285.
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sikapnya oleh karena mereka masing-masing pada akhirnya memilih 
beberapa hal untuk dipercayainya dan menolak yang lain, sebagai hasil 
dari pengalaman hidupnya. Apa yang dipercayai oleh seorang hakim 
tergantung dari afiliasi-afiliasi politik, agama dan etnisnya, isterinya, 
kepastian ekonomisnya dan status sosialnya, macam pendidikan yang 
diterimanya, baik formal maupun yang informal, karirnya dibidang 
hukum sebelum ia menjadi hakim. Afiliasi-afiliasinya yang berhubungan 
dengan perkawinan, status sosial-ekonomi, pendidikan, pada gilirannya 
untuk bagian terbesar dipengaruhi oleh tempat ia dilahirkan, dari orang 
tua siapa dan kapan.191

Dari segi meramalkan keputusan hakim, Schubert tidak 
mengasumsikan, bahwa keputusan pengadilan merupakan fungsi yang 
langsung dari atribut-atribut hakim. Keputusan hakim merupakan 
fungsi yang langsung dari sikap-sikap (sikap-sikap merupakan fungsi 
langsung dari atribut-atribut). Oleh karena itu keputusan-keputusan 
dipengaruhi (affected) oleh atribut-atribut, hanya melalui perantaraan 
variabel-variabel sikap (intervening attitudinal variables). Oleh karena 
itu, kita bisa mengharapkan bahwa prediksi terhadap kelakuan hakim 
yang didasarkan pada variabel-variabel atribut dan data akan kurang 
berhasil dibanding dengan prediksi yang didasarkan secara langsung 
pada variabel-variabel sikap dan data.192

Selanjutnya, masih ada lagi taraf analisa tingkat ketiga yang 
mungkin dilakukan, yaitu yang berhubungan dengan persoalan, 
“mengapa dan bagaimana duduk persoalannya, sehingga tempat 
kelahiran hakim, orang tuanya dan kapan dilahirkan, merupakan 
masalah?”. Dengan pertanyaan lain, “mengapa dan bagaimana atribut-
atribut hakim itu ditentukan oleh perbedaan-perbedaan cultural?”. 
Analisa terhadap pengaruh-pengaruh kultural, baik pada sistem-sistem 
politik yang primitif maupun kompleks ditujukan untuk memahami 
dan menjelaskan bagaimana dan mengapa hakim-hakim yang berbeda-
beda itu memperoleh atribut-atribut yang berbeda-beda. Berikut ini 

191 Satjipto Rahardjo IV, Loc.Cit.
192 Satjipto Rahardjo IV, Op.Cit, h.285-286.



87

dikutipkan tabel mengenai hal-hal yang diuraikan di atas.193

Tabel Prediksi Schubert tentang kelas-kelas variabel-variabel dapat                   
digambarkan sebagai berikut194:

Di sini tidaklah ingin dikecilkan peranan dari struktur 
pengadilan, komposisi para hakim, jalannya sidang, biaya yang 
diperlukan, dan lain sebagainya itu merupakan hal-hal yang sangat 
penting untuk diselidiki dengan seksama. Akan tetapi, di sini akan 
disinggung suatu aspek lain dari pengadilan, yaitu mengenai keputusan 
yang diberikan oleh pengadilan. Banyak sekali aspek-aspek keputusan 
pengadilan yang belum mendapat penelitian yang sebenarnya akan 
berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia serta proses peradilan 
pada khususnya. Dalam penelitian ini, ilmu hukum tak akan mungkin 
melakukannya sendiri, ilmu hukum harus meminta kepada sosiologi, 
ilmu politik, psikologi, dan sampai batas-batas tertentu juga ilmu 
ekonomi dan antropologi. Sebagai contoh, dapat diketengahkan 
faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hakim dalam memberikan 
keputusan atau di dalam menemukan hukum. Suasana politik sedikit 
banyak mempunyai pengaruh, status ekonomi pun mempunyai 
pengaruh-pengaruh tertentu, di samping unsur-unsur atau keadaan 
psikologis yang sedang dialami. Belum lagi tentang status terdakwa 
secara sosial ekonomi politis dan juga pengaruh mass media terhadap 
jalannya peradilan.195

193 Satjipto Rahardjo IV, Op.Cit, h.286.
194 Satjipto Rahardjo IV, Loc.Cit.
195 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.20-21.
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Di lain pihak dapat pula dikemukakan masalah efek sosial suatu 
keputusan pengadilan. Misalnya, sampai sejauh manakah keputusan 
pengadilan mengenai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Atau contoh 
lain adalah sampai sejauh manakah keputusan-keputusan mengenai 
perkara cek kosong dapat membatasi pelanggaran tersebut, banyak 
contoh-contoh lainnya yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari.196

Suatu penelitian yang juga akan sangat berguna, adalah penelitian 
terhadap peranan hakim dalam mengubah masyarakat melalui 
keputusan-keputusannya. Hukum positif tak akan selalu mengikuti 
perubahan atau mengubah masyarakat, karena sifatnya yang relatif 
kaku. Oleh karena itu, maka peranan hakim sangat penting, untuk 
mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum positif dalam 
konteks perubahan masyarakat.197

196 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.21.
197 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
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BAB V
ASPEK BEKERJANYA HUKUM 

DALAM HUBUNGANNYA 
DENGAN PERUBAHAN SOSIAL

	
Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang 

atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan 
pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam 
berbagai fungsinya, yaitu: 

1.	 Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan 
maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan 
orang; 

2.	 Penyelesaian sengketa-sengketa; 
3.	 Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam 

hal terjadi perubahan-perubahan.198

Hukum dengan demikian, digolongkan sebagai sarana untuk 
melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang 
untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana 
diutarakan di atas, maka pengontrolan oleh hukum itu dijalankan dengan 

198	 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-
Pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo V), h.111.
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berbagai cara dan melalui pembentukan badan-badan yang dibutuhkan. 
Dalam hubungan ini, maka hukum biasa disebut sebagai suatu sarana 
untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat formal.199

Apabila proses pengontrolan tersebut dihubungkan dengan bagan 
hubungan sibernetika dari Parsons, maka tampak bahwa pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak samasekali otonom, 
melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung 
dalam masyarakat. Kait-berkait dalam arti, baik hukum itu mengontrol 
maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat itu, serta 
bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang 
memuat energi yang lebih besar.200

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai dua aspek kerja hukum 
yang didasarkan pada fungsi hukum untuk melakukan kontrol sosial 
sebagaimana diuraikan di atas. Aspek yang pertama berhubungan 
dengan pelaksanaan dari kontrol sosial yang lebih bersifat statis. 
Pelaksanaan kontrol sosial ini pada suatu saat tidak lagi berhenti pada 
orientasi masa sekarang, melainkan bisa juga melampauinya, yang 
berarti ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Dengan 
demikian, maka persoalan yang ingin dipecahkan di sini bukan lagi 
bagaimana mempengaruhi tingkah laku orang-orang agar sesuai 
dengan harapan masyarakat dalam keadaan sekarang ini, melainkan 
menyangkut masalah perubahan-perubahan yang dikehendaki. Untuk 
jenis kontrol sosial yang disebut terakhir ini biasa dipakai istilah social 
engineering.201

5.1. HUKUM SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL
Apakah yang dimaksud dengan kontrol sosial itu?. Apakah 

tujuan kontrol sosial bagi kehidupan sosial?. Setiap masyarakat selalu 
mendambakan keadaan tenang, tertib dan aman. Namun kondisi normatif 

199 Satjipto Rahardjo V, Ibid, h.111.
200 Satjipto Rahardjo V, Ibid, h.111-112.
201 Satjipto Rahardjo V, Ibid, h.112.



91

tersebut tidak selalu terwujud secara utuh. Banyak penyimpangan 
terjadi di dalam masyarakat yang berawal dari ketidaksesuaian antara 
harapan dengan kenyataan. Banyak perilaku yang tidak sesuai dengan 
keteraturan sosial (social order), seperti tawuran antar mahasiswa, 
hubungan seks di luar nikah, pemakai narkoba dan lain sebagainya. 
Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengendalian sosial, yaitu untuk 
mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Kondisi itu terjadi 
jika ada keserasian antara perubahan dan stabilitas yang ada dalam 
masyarakat. Cara-cara yang dilakukan antara lain : melalui persuasi dan 
koersi. Untuk itu perlu ada pranata sosial yang berperan. Pranata itu 
antara lain polisi, pengadilan, adat dan tokoh masyarakat.202

Dari sejarah pendapat para sarjana tentang fungsi hukum ada 
beberapa kecenderungan untuk menganggap hukum sebagai salah 
satu sarana pengendalian sosial (social control). Salah seorang sarjana 
yang mempopolerkan pengertian pengendalian sosial adalah E.A. 
Ross, yang mengatakan bahwa pengendalian sosial mencakup semua 
kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. 
Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak 
menghubungkannya dengan hukum pidana. Tentang hal ini Sawer 
mengatakan “He said : It is obedience that articulates the solid bony 
framework of social order, and while speking often of society or the 
state as imposing law, he seemed also to accept the necessity for a wise 
minority or organization of distinct elements of the population to exert 
social control through law”. 203

Menurut peter L Berger, kontrol sosial adalah berbagai cara yang 
digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. 
Sementara itu Roucek mendefinisikan kontrol sosial sebagai suatu 
istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk 
mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan 
dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Pengendalian sosial (social 

202 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cet. Kepertama, 
h.91-92.

203 Soerjono Soekanto, 1981, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung (Selanjutnya disingkat 
Soerjono Soekanto IV), h.43-44.
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control) sebagai suatu konsep dalam sosiologi baru digunakan pada 
tahun 1894 oleh Small dan Vincent. Pengendalian sosial dapat diartikan 
sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota 
yang membangkang. Dan juga mencakup proses-proses yang dapat kita 
klasifikasikan sebagai proses sosialisasi.204

Sedangkan soerjono Soekanto menyebut mekanisme kontrol 
sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan 
proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk 
mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat 
agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai 
kehidupan masyarakat yang bersangkutan.205 

Alat yang biasa digunakan untuk mengendalian sosial beraneka 
ragam. Seperti sopan santun, teladan, penyebaran rasa malu dan 
sebagainya. Namun kekuatannya tidak sama dalam suatu masyarakat 
sederhana dengan masyarakat yang kompleks. Pendidikan dan hukum 
adalah alat yang sangat ampuh dalam pengendalian sosial. Sopan 
santun mungkin lebih ampuh pada hubungan anak dengan mertua, tapi 
mungkin dalam hubungan masyarakat di pasar belum tentu berkesan. 
Menurut Roucek, bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui 
institusi atau non-institusi, secara lisan dan simbolik dan melalui 
kekerasan, menggunakan hukuman atau imbalan serta secara formal 
atau informal. Sementara menurut Fromm pengendalian sosial dapat 
dilakukan melalui tekanan sosial. Ada beberapa cara untuk melakukan 
pengendalian sosial206 :

1. Cara Pengendalian Sosial Melalui Institusi dan Non-Institusi
	 Cara pengendalian sosial melalui institusi melalui lembaga 

sosial yang ada dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, lembaga 
hukum, lembaga agama, lembaga politik, ekonomi dan keluarga. 

204 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Op.Cit, h.92.
205 Satjipto Rahardjo V, Loc.Cit.
206 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Op.Cit, h.93.
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Contohnya lembaga peradilan, lembaga adat, lembaga pendidikan dan 
lain sebagainya.207

Cara pengendalian sosial non-institusi adalah dengan cara 
pengendalian sosial di luar institusi yang ada, seperti sekelompok 
massa memukuli copet di sebuah terminal, mahasiswa menjauhi teman-
temannya yang terlibat narkoba, seseorang mendamaikan dua orang 
mahasiswa yang terlibat perkelahian.208

2. Pengendalian secara Lisan, Simbolik dan Kekerasan
Cara pengendalian melalui lisan dan simbolik, juga disebut 

dengan cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada 
usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar 
dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.209

Pengendalian sosial secara lisan dilakukan dengan mengajak 
orang mentaati aturan yang berlaku dengan berbicara langsung dalam 
bahasa verbal. Sedangkan pengendalian simbolik dapat dilakukan antara 
lain melalui tulisan, spanduk dan iklan layanan masyarakat. Contoh 
: penyuluhan narkoba dari pihak kepolisisn, ceramah keagamaan, 
spanduk menjaga persatuan dan sebagainya.210

Cara pengendalian sosial dengan kekerasan (koersif) yaitu 
dengan ancaman berupa fisik agar si pelaku jera dan tidak melakukan 
lagi.211

3. Pengendalian sosial Imbalan dan Hukum (reward and 
punishment)

Cara pengendalian sosial melalui imbalan bersifat preventif, 
pemberian bertujuan agar norma dan nilai sosial dalam masyarakat 

207 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Loc.Cit.
208 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Op.Cit, h.94.
209 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Loc.Cit.
210 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Loc.Cit.
211 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Loc.Cit.
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ditaati. Sedangkan cara pengendalian sosial melalui hukum cenderung 
bersifat represif, cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti 
sebelum pelanggaran terjadi.212

4. Cara pengendalian sosial Formal dan Informal
	 Cara pengendalian formal menurut Horton damn Hunt adalah 

cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi 
yang memiliki aturan-aturan resmi, seperti lembaga peradilan dan 
kepolisian.213

	 Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial 
yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi 
dan tidak memiliki aturan tertulis.214 

5. Pengendalian sosial melalui Sosialisasi
	 Apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka 

para anggota masyarakat harus berprilaku sesuai dengan nilai dan 
norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. 
Oleh sebab itu diperlukan proses penanaman nilai dan norma yang 
disebut sosialisasi. Dalam sosialisasi, individu-individu menjadi 
anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku 
menyimpang.215

6. Cara Pengendalian Sosial melalui Tekanan
	 Untuk bisa diterima diterima agar diterima dalam suatu 

kelompok, kita akan berusaha mengikuti nlai-nilai dan norma yang 
berlaku di dalam kelompok itu. Seseorang cenderung mengekspresikan 
pernyataan pribadinya seirama atau sesuai dengan pandangan 

212 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Loc.Cit.
213 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Op.Cit, h.94-95.
214 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Op.Cit, h.95.
215 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Loc.Cit.
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kelompoknya.216

Ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam pengendalian sosial 
adalah sebagai berikut :

a.	 Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat 
akan kebaikan norma-norma tersebut;

b.	 Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota 
masyarakat yang taat pada norma-norma sosial;

c.	 Mengembangkan rasa malu dari diri atau jiwa anggota 
masyarakat bila mereka menyimpang dari norma sosial 
dan nilai-nilai yang berlaku;

d.	 Menimbulkan rasa takut;
e.	 Menciptakan suatu sistem hukum dengan sanksi yang 

tegas bagi pelanggarnya.217

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka hukum adalah 
suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-
ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta 
harta bendanya. Akan tetapi apakah hanya itu fungsi hukum atau adakah 
fungsi lainnya?. Di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan 
sarana pengendalian, akan tetapi di lain pihak hukum mungkin juga 
berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial 
(law as a facilitation of human interaction). Mana yang lebih utama 
senantiasa tergantung pada bidang hukum yang dipersoalkan dan 
kadang-kadang kedua fungsi tadi berkaitan dengan eratnya, sehingga 
sulit untuk dibedakan secara tegas. Akan tetapi adalah kurang tepat 
untuk menyatakan bahwa kedua fungsi adalah penting, semata-mata 
untuk mengatasi masalah.218

Sebagai contoh dapat dikemukakan norma-norma yang mengatur 
perihal perbuatan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan 
(diatur dalam Bab XX KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358). 

216 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Loc.Cit.
217 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Op.Cit, h.96.
218 Soerjono Soekanto IV, Loc.Cit.
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Norma-norma hukum tersebut jelas merupakan sarana pemaksa yang 
berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang 
mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak lain. kelihatannya 
norma-norma hukum tersebut tidak berfungsi untuk memperlancar 
interaksi antara para warga masyarakat. Apakah benar demikian?. 
Sebab di pihak lain, kalau norma-norma hukum ini tidak ada maka 
mungkin ada rasa takut atau khawatir dalam diri warga masyarakat 
untuk mengadakan interaksi.219 

Mengulangi lagi rumusan kontrol sosial ini, maka ia adalah 
suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar 
bertingkah-laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial 
tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas, yang 
melibatkan penggunaan dari kekuasaan negara sebagai suatu lembaga 
yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang 
dibentuknya.220

Masalah-masalah yang muncul dalam kontrol sosial adalah 
masalah conformity dan deviation. Conformity adalah penyesuaian 
diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan 
Deviation adalah penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-
nilai tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kontrol sosial 
digunakan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya 
pemerintahan. Hal itu ada benarnya, akan tetapi secara lebih luas 
mencakup segala proses yang bersifat mendidik, mengajak atau 
memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaedah-kaedah dan 
nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan demikian pengendalian 
sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan 
perubahan-perubahan dalam masyarakat atau untuk mencapai keadaan 
damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan.221

Tujuan diciptakannya sosial kontrol adalah agar anggota 
masyarakat mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Sistem 

219 Soerjono Soekanto IV, Op.Cit, hal.44-45.
220 Satjipto Rahardjo V, Loc.Cit.
221 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Op.Cit, h.92.
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pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang 
dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan 
kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan sifat dari sosial kontrol meliputi :
1.	 Preventif/positif, merupakan usaha pencegahan terhadap 

gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian 
dengan keadilan. Dilakukan sebelum terjadi pelanggaran 
atau ancaman sanksi melalui proses sosialisasi, pendidikan 
formal dan informal.

2.	 Represif/negatif, bertujuan untuk mengembalikan 
keserasian yang pernah mengalami gangguan agar berjalan 
seperti semula. Dilakukan setelah terjadi pelanggaran 
dengan cara penjatuhan sanksi terhadap pelanggar dan 
penyimpang kaedah-kaedah yang berlaku.222

Dasar dari analisa tersebut adalah hukum diartikan sebagai suatu 
kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan 
aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum 
untuk mengontror perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu 
kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan 
bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya 
dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme 
kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk 
menciptakan aturan-aturan sosial, dan sanksi digunakan sebagai alat 
untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk 
menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada aturan-aturan sosial 
yang sudah ditentukan. Sudah tentu mungkin ada orang-orang yang 
tunduk kepada hukum bukannya karena takut, melainkan ada alasan-
alasan lain, dan selain itu tidak cukup bagi kita untuk mengukur sampai 
sejauh mana fungsi kontrol dari hukum dapat berjalan dengan hanya 
melihat banyaknya orang yang patuh kepada aturan-aturan hukum yang 

222 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Op.Cit, h.92-93.
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telah ditentukan. Sesungguhnya rasa takut terhadap hukum dalam arti 
yang positif mungkin hanya merupakan sebagian dari alasan orang-
orang untuk selalu patuh kepada aturan-aturan hukum. Argumentasi 
ini telah membangkitkan sejumlah pertanyaan tentang hubungan antara 
hukum dengan norma-norma sosial. Beberapa orang ahli ilmu hukum 
cenderung untuk menjawab pertanyaan dengan memandang kepada 
efek tidak langsung dari sanksi. Contoh tulisan yang mewakili sikap 
ahli-ahli hukum ialah tulisan yang dikarang oleh Olivecrona.223

Adanya hukum tidak berarti kita hidup di dalam suatu tempat 
yang dihantui oleh ketakutan akibat adanya kekuatan hukum. Situasi 
psikologis semacam ini mungkin merupakan suatu anomali. Otak 
manusia mempunyai akseptabilitas (daya terima) yang sangat 
menakjubkan, sehingga suatu hal yang tidak mungkin bagi manusia 
untuk terus hidup di bawah tekanan ketakutan yang terus menerus. 
Dalam tulisan Olivecrona dikatakan bagaimana sikap manusia dalam 
menghadapi kekuatan hukum, yaitu : “disadari ataupun tidak kita akan 
selalu mencoba untuk menghindarkan diri dari segala ketakutan dengan 
cara menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang mendominasi 
kita”.224

Aspek pekerjaan hukum kelihatannya bersifat statis di atas, yaitu 
sekedar memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya secara 
konkret, yaitu mengatur hubungan-hubungan sosial yang ada. Keadaan 
itu berbeda dengan hukum sebagai sarana social engineering, yang 
orientasinya tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, 
melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan 
dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat.225

Apa yang tampak sebagai statis itu disebabkan hukum sebagai 
sarana kontrol sosial sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan 
serta kaedah-kaedah yang ada pada masa sekarang. Sesungguhnya hanya 

223 Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, 1987, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, PT. Bina 
Aksara, Jakarta, h.254-255.

224 Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, Ibid, h.255.
225 Satjipto Rahardjo V, Loc.Cit.
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sampai di situ saja sifat statis yang bisa dilihat melekat pada hukum 
sebagai sarana kontrol sosial, sedangkan untuk selebihnya pekerjaan 
kontrol sosial ini cukup sarat pula dengan dinamika dan perubahan-
perubahan. Harus ditambahkan juga bahwa yang diperkenalkan 
sebagai perubahan-perubahan di atas terutama berhubungan dengan 
masalah kelembagaan, yaitu tentang faktor-faktor perubahan yang 
membebani pekerjaan lembaga-lembaga hukum sehingga diperlukan 
adanya penyesuaian-penyesuaian di pihak lembaga-lembaga tersebut. 
Untuk memudahkan penangkapan kita mengenai masalah yang hendak 
dikemukakan, berikut ini dicoba untuk menggambarkannya dalam 
bentuk proses masukan dan keluaran.226

Ragaan : Arus konversi normal dan penyimpangannya227

Diagram di atas menggambarkan arus jalannya pemecahan 
persoalan serta penyelesaian sengketa yang normal dan penyimpangan 
yang terjadi, yaitu yang digambarkan melalui keadaan yang dicoret. 
Kejadian pencoretan atau pembatalan ini bukan disebabkan oleh karena 

226 Satjipto Rahardjo V, Op.Cit, h.113.
227 Satjipto Rahardjo V, Loc.Cit.
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suatu soal atau perkara itu tidak jadi diteruskan dalam pemrosesan, 
melainkan karena sebab-sebab lain yang akan dibicarakan di bawah 
nanti. Pencoretan yang disebut sebagai tidak diteruskan pemrosesannya, 
misalnya perkara-perkara yang oleh polisi tidak diteruskan ke kejaksaan, 
demikian pula yang oleh kejaksaan tidak diteruskan ke pengadilan oleh 
karena adanya berbagai kekurangan yang tidak memungkinkan untuk 
dilakukan penuntutan.228

Adapun yang dimaksud dengan sebab-sebab lain sehingga suatu 
persoalan atau perkara itu dicoret adalah:
(1)	 Oleh karena sistem yang ada tidak memiliki perlengkapan 

untuk memprosesnya. 
(2)	 Oleh Karena fasilitas yang ada tidak mampu untuk 

menyelesaikan masukan-masukan yang datang.229

Dengan mengemukakan dua kekurangan tersebut, penulis ingin 
mengemukakan, dalam pekerjaan hukum yang bersifat kontrol sosial 
itu pun sebetulnya dapat diamati keterlibatan hukum pada perubahan 
sosial. Adanya keterlibatan tersebut sekaligus hendak ditunjukkan 
pula bahwa di sini pun diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang 
berarti adanya dinamika kelembagaan dalam menjalankan fungsi 
kontrol sosial tersebut. Pertama disebutkan di atas   bahwa   ketiadaan 
perlengkapan menyebabkan dicoretnya arus permintaan yang masuk. 
Dalam hubungan tersebut, ingin ditunjukkan pada masalah peradilan 
tata usaha negara yang sekali pun kurang dirasakan sebagai persoalan 
yang sangat mendesak, namun perhatian orang terhadapnya bersifat 
konstan. Pembentukan peradilan tata usaha negara, sekali pun 
bidangnya telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1970 (dicabut), ternyata belum juga dapat dilaksanakan. 
Selama ini sengketa-sengketa yang bisa dimasukkan ke dalam kategori 

228 Satjipto Rahardjo V, Op.Cit, h.113-114.
229 Satjipto Rahardjo V, Op.Cit, h.114.
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penyelesaian secara hukum tata usaha negara dijalankan oleh berbagai 
lembaga di luar pengadilan negara, seperti PUPN, Kantor Urusan 
Perumahan, P4 Pusat dan Daerah dan sebagainya. Keadaan tersebut 
menyebabkan, sengketa-sengketa yang menyangkut hubungan antara 
warga negara dan pemerintah harus dicoret, tidak dapat diteruskan 
pengkonversiannya, semata-mata karena lembaga dan  perlengkapan 
yang diperlukan untuk itu belum diadakan. Apabila diingat, dalam 
masa pembangunan ini volume pekerjaan yang harus dikerjakan oleh 
pemerintah dan yang bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan 
warga negara menjadi semakin besar, maka keperluan bagi adanya 
suatu peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari pengontrol sosial 
di bidangnya sungguh dirasakan.230

Keadaan yang hampir serupa dijumpai pula pada masalah 
peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Di sini kita tidak 
berhadapan dengan ketiadaan perlengkapan, yaitu yang berupa 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal itu, 
melainkan peraturan perundang-undangan yang ada dianggap tidak 
sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. 
Sebagai sarana kontrol sosial, maka dalam hal ini kiranya bisa juga 
dikatakan, perlengkapan yang ada kurang memadai, sehingga tidak 
dapat menampung arus sengketa yang masuk dan oleh karenanya 
menyebabkan terjadinya pencoretan-pencoretan. Adalah cukup 
menarik untuk memperhatikan pendapat yang dikemukakan dalam 
suatu seminar yang diadakan oleh BPHN mengenai hak cipta 
(Seminar tentang Hak Cipta tahun 1975 di Denpasar, Bali). Salah 
satu pendapat mempersoalkan dasar-dasar bagi pembuatan suatu 
undang-undang tentang hak cipta di Indonesia yang dihubungkan 
dengan kesadaran (hukum) masyarakat mengenai masalah 
penciptaan itu sendiri. Dikatakan oleh pendapat tersebut, masalah 
hak cipta atau gugat menggugat mengenai ciptaan sebagai suatu 
barang hukum bukan merupakan suatu kebiasaan dan juga tidak ada 
kaitannya dengan kesadaran (hukum) orang Indonesia pada waktu 

230 Satjipto Rahardjo V, Op.Cit, h.114-115.
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lampau. Timbulnya masalah tentang hak cipta itu diperkirakan oleh 
faktor-faktor yang berikut:

(1)	 Kegiatan ekonomi yang tentu saja didasari oleh motif-
motif ekonomi yang semakin mendapat tempat dalam 
kehidupan orang Indonesia. 

(2)	 Meluasnya dan mendalamnya peranan uang dalam 
kehidupan.

(3)	 Rasa harga diri yang meningkat, sehingga konsep 
mengenai milik pribadi meluas dan menegas, yaitu yang 
dikenal sebagai fenomenon individualisasi.

(4)	 Tata masyarakat yang cukup memberi kelonggaran bagi 
tumbuhnya rasa harga diri dan seterusnya.

(5)	 Menipisnya atau hilangnya semangat kolektivisme yang 
fitri dan spontan.231

Dengan bertolak dari pendapat tersebut, dapatlah kiranya 
dikatakan arus permintaan yang masuk untuk diselesaikan oleh lembaga 
yang menangani hak cipta tersebut menjadi semakin meningkat seiring 
dengan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia juga. Disebabkan 
oleh perkembangan tersebut, di samping tentu saja faktor-faktor 
lain, seperti perkembangan di bidang teknologi, maka perlengkapan 
yang sudah ada pun menjadi kurang memadai lagi. Akibatnya dapat 
diperkirakan, permintaan-permintaan yang semestinya bisa mengalir 
masuk untuk diselesaikan, berubah menjadi barang yang dicoret.232

Dalam keadaan yang kedua, maka sekalipun masukan itu tidak 
dicoret, namun pemrosesannya mengalami hambatan-hambatan. Soal 
penyebabnya bukan lagi terletak pada ketiadaan perlengkapannya 
sama sekali, melainkan pada ketidakmampuan lembaga-lembaga 

231 Satjipto Rahardjo V, Op.Cit, h.115-116.
232 Satjipto Rahardjo V, Op.Cit, h.116.
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bersangkutan untuk memprosesnya dengan baik. Sehingga bagaimana 
lembaga-lembaga hukum yang ada perlu menyesuaikan diri pada 
faktor-faktor perubahan sosial, seperti kependudukan, teknologi, yang 
bekerja atas lembaga-lembaga tersebut.233

Keadaannya di Indonesia lebih dipertajam lagi, oleh karena 
adanya apa yang disebut sebagai undang-undang pokok yang mengatur 
berbagai bidang pekerjaan hukum yaitu : Undang-Undang tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 
2009); UU tentang Kepolisian Negara RI (UU No. 2 Tahun 2002); 
UU tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004). 
Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok tersebut 
dimungkinkan timbulnya suatu pengorganisasian di sekitar masing-
masing bidang tersebut yang selanjutnya akan menimbulkan suatu 
organisasi yang kompleks dengan pola-pola tingkah laku masing-
masing. Keadaan tersebut akan berbeda apabila hanya ada satu macam 
pengorganisasian bagi pekerjaan-pekerjaan hukum. Politik hukum 
tersebut tampaknya akan lebih mudah mengkoordinasikan pekerjaan-
pekerjaan serta bidang-bidang hukum tersebut dalam satu kesatuan.234

Pembicaraan mengenai hukum dalam rangka keorganisasian ini 
akan mengurangi tingkat abstraknya dan memusatkan perhatian pada 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh organisasi-
organisasi tersebut dalam mewujudkan tujuan hukum. Seperti telah 
disinggung di atas, maka pembicaraan kini bergeser pada hukum-
hukum keorganisasian, reaksi-reaksi keorganisasian serta pengelolaan 
keorganisasian.235

Organisasi diterima sebagai suatu sistem yang terbuka, artinya 
kita melihatnya sebagai sesuatu yang bekerja di dalam dan dipengaruhi 
oleh interaksinya dengan faktor-faktor manusia, sosial, politik, ekonomi, 
teknologi. Kecuali faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap 
organisasi dalam kedudukannya sebagai lingkungan (eksternal), maka 

233 Satjipto Rahardjo V, Loc.Cit.
234 Satjipto Rahardjo V, Op.Cit, h.118.
235 Satjipto Rahardjo V, Op.Cit, h.119.
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mereka mempengaruhi pula susunan (internal) organisasi.236

Untuk dapat memahami lembaga-lembaga hukum sebagai suatu 
organisasi, maka ia dapat diperinci dalam unsur-unsurnya sebagai 
berikut;

1.	 Orang-orang	 ---   para pelaksana tugas.
2.	 Teknik-teknik	 --- teknologi yang dipakai untuk 

menjalankan tugas.
3.	 Informasi	 ---   pengetahuan yang dipakai untuk 

menjalankan tugas.
4.	 Struktur	 ---   pengaturan daripada tugas.
5.	 Tujuan	 ---   alasan bagi menjalankan tugas.237

Adapun tujuan setiap organisasi adalah untuk mencapai 
produktivitas atau kepuasan, atau gabungan dari keduanya, tergantung 
dari kegiatan apa yang dijalankan olehnya. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, maka unsur-unsur organisasi tersebut harus dioperasionalkan, 
yang menampakkan diri dalam wujud bergeraknya organisasi itu. 
Aktivitas untuk mengkoordinasi unsur-unsur tersebut disebut sebagai 
pengelolaan organisasi, aktivitas inilah yang bertanggungjawab 
terhadap karya, pertumbuhan serta kelangsungan hidup organisasi. 
Dalam bekerjanya, organisasi berhadapan pula dengan masalah 
lingkungan yang harus diterima dan diperhitungkannya, yaitu yang 
bersifat sosial, politik, manusia, ekonomi serta teknologi.238 

236 Satjipto Rahardjo V, Loc.Cit.
237 Satjipto Rahardjo V, Loc.Cit.
238 Satjipto RahardjoV, Op.Cit, h.120.
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5.2. HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUBAH 
MASYARAKAT
Pada sub ini akan diusahakan untuk membahas hukum sebagai 

alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin 
dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. Agent of change 
atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang 
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau 
lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin 
masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan 
hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan 
perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan 
pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan 
sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah 
pengendalian serta peng-awasan pelopor perubahan tersebut. Cara-
cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan 
direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social 
planning.239

Dikumandangkannya suatu konsepsi atau pandangan bahwa 
hukum itu dapat berfungsi sebagai alat atau sarana untuk merubah 
masyarakat (law is a tool of social engineering). Sehubungan dengan 
fungsi hukum demikian, Andi Amrullah menyatakan bahwa : “para 
pemikir tentang hukum saat ini masih banyak belum dapat memandang 
atau bahkan menerima hukum sebagai suatu sistem yang disaping 
memiliki komponen-komponen substantif berupa kaedah-kaedah, juga 
memiliki komponen-komponen struktural dan kultural. Masih banyak 
sarjana hukum Indonesia berpendapat bahwa hukum itu hanyalah suatu 
sitem kaedah-kaedah yang ekslusif dan otonom. Sebagai konsekuensi 
dari pandangan yang demikian ini, banyak sarjana hukum melihat 
hukum hanya berfungsi sebagai a tool of social control, yang secara 
pasif mengikuti perubahan masyarakat. Manakala masyarakat berubah, 
hukumpun ikut berubah. Dus hukum di sini hanyalah stabilisator yang 

239 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.121-122.
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bertugas menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat. Sebaliknya 
konsepsi yang memandang hukum sebagai sistem yang memiliki 
komponen substantif (kaedah-kaedah) dan komponen sturktural 
dan kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan/tradisi) 
memberi fungsi kepada hukum itu secara langsung dan aktif sebagai a 
tool of social engineering yang dapat memaksa perubahan masyarakat 
sedemikian rupa”.240

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebagai suatu konsepsi 
yang modern, maka sesungguhnya penggunaan hukum sebagai sarana 
melakukan social engineering adalah suatu hal yang lumrah. Bahkan 
adalah tidak terlalu jauh apabila orang berpendapat, bahwa hukum 
dalam penggunaannya sekarang ini hampir selalu berupa sarana 
untuk melakukan social engineering. Hukum sebagai sarana social 
engineering adalah penggunaan hukum secara secara sadar untuk 
mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-
citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. 
Kemampuan seperti ini biasanya hanya dilekatkan pada hukum modern 
sebagai lawan dari hukum tradisional. Mengikuti pembagian Hart, 
maka penyelenggaraan hukum dalam suatu masyarakat itu berbeda-
beda dan untuk itu ia mengajukan dua model struktur masyarakat. 
Yang pertama adalam yang mempunyai susunan yang sederhana 
dengan sistem kontrol sosial yang tidak mempunyai bentuk-bentuk 
yang jelas, melainkan sekedar berupa sikap umum yang terdapat dalam 
para anggota masyarakat untuk mengikat diri pada pola-pola tingkah 
laku standar. Pada masyarakat model yang kedua, di situ sesuai dengan 
tingkat kompleksitas masyarakatnya dapat dijumpai bentuk-bentuk 
penyelenggaraan hukum yang jelas dan terperinci.241 

Hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh 
yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. 
Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu 

240 Soleman Biasane Taneko, 1981, Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung, h.109.
241 Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-

Pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo VI), h.142.
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bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang 
sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Seperti di 
Indonesia, sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, semua 
Sekolah Dasar harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar. Pengaruhnya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Joseph 
Fischer, bahwa, “The existence and wide spread use of a national 
linguafranca in Indonesia has had great political consequences. If 
the primary schools are not agencies of political socialization they 
are nonetheless propagators of a national tongue. In Indonesia this 
language has come to be regarded as synonymous with the very idea of 
an Indonesia state and is symbolic of “unity in diversity”. Practically 
all primary school children, from the tip of North Sumatra to the 
extremities of the Lesser Sundas some 2,000 miles eastward, speak 
bahasa Indonesia. One would think in Central and East Java the 
Javanese, who represent 70 per cent of the total population, would have 
demanded more Cantitude in schools for their own highly developed 
language, but this they have never done. Even in Sumatra, where 
there was an anti-Jakarta insurraction in 1957, bahasa Indonesia 
is well entrenched in the primary schools and it more than anything 
else signified to Bataks, Minangkabous, and Atjeh nese the reality of a 
higher authority, the existence of an Indonesia state or nation of which, 
if by no other link, they were obviously a part”.242

Suatu contoh lain adalah tentang jumlah universitas dan mahasiswa 
di Indonesia. Sebelum Undang-Undang No. 22/1961 ditetapkan, 
terdapat 14 universitas negeri dengan 65.000 mahasiswa. Terlepas dari 
segi baik-buruknya, sejak undang-undang tersebut ditetapkan, jumlah 
universitas negeri naik sampai menjadi 34 buah dengan 158.000 
mahasiswa. Contoh ini diberikan untuk sekadar membuktikan bahwa 
suatu keputusan hukum dapat memperbanyak jumlah lembaga-lembaga 
pendidikan (misalnya universitas) dan selanjutnya lembaga-lembaga 
tersebut merupakan alat sosialisasi, akulturasi, perubahan, mobilitas atau 
gerak sosial, dan tempat pendidikan bagi golongan elit yang potensiil. 

242 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.122-123.
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Lembaga-lembaga pendidikan memperkenalkan ide-ide baru lembaga-
lembaga tersebut dapat menarik orang-orang dari latar belakang etnik 
yang berbeda, agama yang berbeda maupun ideologi yang berbeda. 
Lembaga-lembaga pendidikan tersebut (yang kebanyakan bertempat di 
daerah-daerah perkotaan) dapat menarik warga-warga daerah pedesaan, 
dan sampai batas-batas tertentu lembaga-lembaga tadi mendidik 
golongan elit masa depan.243

Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang 
langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya 
adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan 
perubahan-perubahan sosial. Suatu kaidah hukum yang menetapkan 
bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat 
menjadi ahli waris mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya 
perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk 
mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara 
warga masyarakat. Kaidah-kaidah hukum tersebut ditetapkan di dalam 
Ketetapan MPRS No. II/1960 yang mencoba membentuk suatu sistem 
hukum waris yang seragam di Indonesia. Kaidah-kaidah hukum 
tersebut mungkin sekali mengubah pola-pola kewarisan terutama pada 
masyarakat-masyarakat patrilineal dan akan mengakibatkan kedudukan 
yang lebih baik bagi para wanita, oleh karena menurut hukum adat 
asli, seorang Janda bukanlah merupakan ahli waris suaminya karena 
tak ada hubungan kekerabatan (jadi, janda dianggap orang luar 
keluarga suaminya almarhum). Sehubungan dengan adanya ketentuan 
tersebut, perlu dicatat suatu keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 
Nopember 1961, yang merupakan keputusan Kasasi atas keputusan-
keputusan pengadilan negeri Kabanjahe dan pengadilan tinggi Medan. 
Keputusan tersebut menyangkut gugatan seorang wanita atas sebagian 
dari harta warisan ayahnya almarhum. Pengadilan Negeri maupun 
Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut atas dasar bahwa hukum 
adat Karo dan sistem patrilineal menentukan harta warisan seorang 
pria hanya dapat diwariskan kepada anak (2) laki-lakinya atau apabila 

243 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.123.
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dia tidak mempunyai keturunan, kepada saudara-saudara laki-laki 
yang terdekat melalui garis keturunan patrilineal. Menurut keputusan 
Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, maka “anak perempuan dan 
anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta 
warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan 
anak perempuan”. Keputusan tersebut mengakibatkan reaksi dari 
para sarjana hukum maupun masyarakat umum khususnya di Sumatra 
Utara. Suatu seminar tentang kewarisan diadakan pada tahun 1962 di 
mana antara lain dikemukakan, bahwa keputusan Mahkamah Agung 
tertanggal 1 Nopember 1961 tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 
kegoncangan-kegoncangan pada sistem sosial masyarakat Karo. Akan 
tetapi, di lain pihak diakui pula dalam seminar tersebut bahwa pada 
masa-masa mendatang mau tidak mau pola-pola kewarisan yang hanya 
memberikan hak sebagai ahli waris kepada anak laki-laki saja harus 
ditinggalkan.244

Merubah masyarakat pada dasarnya memerlukan arah yang 
dituju, yaitu arah dari perubahan yang dikehendaki. Dalam usaha 
untuk merubah masyarakat, kiranya diperlukan ketetapan kearah 
mana perubahan itu akan dilakukan. Perupahan secara pasti akan 
meninggalkan bentuk yang diubah. Meninggalkan bentuk yang diubah, 
tidaklah harus diartikan bahwa perubahan itu harus menuju kepada 
bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi mungkin akan menuju kepada 
bentuk yang sudah ada sebelumnya, atau mungkin juga perubahan yang 
dilakukan itu menuju kepada kedua bentuk sekaligus. Sebagai contoh, 
adalah usaha ke arah modernisasi bangsa Indonesia, yang dibarengi 
dengan usaha untuk kembali pada kepribadian Indonesia.245

Apabila melalui hukum akan dilakukan perubahan terhadap 
masyarakat, dalam arti bahwa hukum akan dipergunakan sebagai alat 
untuk merubah dan perubahan itu ditujukan ke arah bentuk yang baru, 
maka ini berarti bahwa hukum itu harus dibentuk lebih dahulu dan 
memuat bentuk dari masyarakat yang dengan hukum, akan dirubah itu. 

244 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.124-125.
245 Soleman Biasane Taneko, Op.Cit, h.110-111.
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Hukum disini dapat diartikan sebagai “kaedah-kaedah” maupun “sikap-
sikap”. Dengan demikian, untuk merubah masyarakat kearah yang baru, 
diperlukan kaedah-kaedah yang dirumuskan lebih dahulu yang memuat 
bentuk masyarakat yang diinginkan itu. Sikap-tindak atau perikelakuan 
yang timbul (baru/hanya) sekali saja, adalah merupakan hukum apabila 
berlandaskan “de overtuiging” (dari pejabat maupun antar pribadi) 
yang dilandasi keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup. 
Sikap tindak yang baru sekali terjadi yang merupakan hukum itu, akan 
merubah masyarakat apabila diikuti selanjutnya atau dielaborasikan 
kembali sehingga menimbulkan sikap tindak atau perikelakuan yang 
ajeg (hukum kebiasaan).246

Pengalaman-pengalaman di negara-negara lain dapat 
membuktikan bahwa hukum, sebagaimana halnya dengan bidang-
bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan 
perubahan-perubahan sosial. Misalnya di Tunisia, maka sejak 
diperlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, seorang 
wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum untuk 
menikah tanpa harus didampingi oleh seorang wali. Tunisia sebagai 
suatu negara Islam di mana penduduknya pada umumnya menganut 
ajaran-ajaran mazhab Maliki, mengambil prinsip-prinsip dari mazhab 
Hanafi tentang kedudukan wanita. Di Syria, Yordania, Irak, dan 
juga di Marokko, suatu perkawinan haruslah mendapatkan izin dari 
pengadilan. Misalnya, pengadilan dapat menolak untuk memberikan 
izin, apabila para pihak yang akan menikah mempunyai perbedaan usia 
yang terlampau besar. Bahkan di Syria, misalnya, pengadilan baru akan 
memberikan izin untuk melakukan poligami apabila pengadilan telah 
yakin benar bahwa calon suami mempunyai kedudukan ekonomis yang 
kuat.247

Perlu diperhatikan bahwa perbedaan antara pengaruh langsung 
dengan pengaruh tidak langsung dari hukum seringkali tak dapat 
ditetapkan secara mutlak atau kadang-kadang dasar pembedaannya 

246 Soleman Biasane Taneko, Op.Cit, h.111.
247 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.125.
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agak goyah. Sebab, dalam berbagai hal pengaruh langsung maupun 
pengaruh tidak langsung saling mengisi. Akan tetapi, keuntungan 
hukum bertujuan untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat tidak 
perlu bersifat konservatif.248

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai 
alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama 
dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-
perubahan yang direncanakan. (intended change atau planed change). 
Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan 
dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan 
direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor 
masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana 
birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau 
tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, 
maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-
perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, 
apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk 
mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan 
untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi 
kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya 
perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang 
secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan 
di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, Ketetapan 
MPRS No. XLI/1968 yang menetapkan pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Lima Tahun di Indonesia, merupakan suatu contoh di 
mana hukum berfungsi atau berperan secara tidak langsung dalam 
perubahan sosial yang direncanakan. Akan tetapi, hasil yang positif 
tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi 
kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari 
perubahan-perubahan yang terjadi (yang juga dapat dilakukan dengan 
mempergunakan hukum sebagai alat), untuk memudahkan proses 
reorganisasi. Kemampuan untuk membatasi terjadinya disorganisasi 

248 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.126.
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selanjutnya tergantung pada suksesnya proses pelembagaan dari 
unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan 
tersebut. Berhasil tidaknya proses pelembagaan tersebut mengikuti 
formula sebagai berikut :249

 	 (Efektivitas                ---	 (Kekuatan yang 
	 menanamkan 	 menentang dari 
	 unsur-unsur baru)	 masyarakat)
Proses pelembagaan =     

                                        Kecepatan menanam unsur-unsur
                                     yang baru

Yang dimaksudkan dengan efektifitas menanam adalah hasil 
yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, 
dan metode untuk menanamkan lembaga baru di dalam masyarakat. 
Semakin besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat 
yang digunakan, makin rapi dan teratur organisasinya, dan makin 
sesuai sistem penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, makin 
besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu. 
Tetapi, setiap usaha menanam sesuatu yang baru, pasti akan mengalami 
reaksi dari beberapa golongan dari masyarakat yang merasa dirugikan. 
Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang 
negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelembagaan. 
Kekuatan menentang dari masyarakat tersebut mungkin timbul karena 
berbagai faktor, antara lain:

1)	 Mereka, yaitu bagian terbesar dari masyarakat tidak 
mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut;

2)	 Perubahan itu sendiri, bertentangan dengan kaidah-kaidah 
dan nilai-nilainya yang ada dan berlaku.

	 Khususnya tentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai, 
249 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.126-127.
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bukan berarti semua kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 
tampaknya bertentangan samasekali tak dapat dijadikan 
faktor penunjang bagi perubahan atau pembangunan. 
Untuk keperluan itu perlu dibedakan antara lain :

I.  	 Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menguntungkan 
proses perubahan dan karena itu harus dipelihara 
bahkan diperkuat.

II. 	 Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dapat mengun
tungkan proses perubahan, dengan jalan menye
suaikannya dengan proses perubahan tersebut.

III.	 Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dapat menjadi 
faktor penghambat perubahan, akan tetapi dapat 
dinetralisasi oleh proses perubahan itu sendiri.

IV.	 Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang merupakan 
hambatan, sehingga harus dihapuskan secara ke
seluruhan.

3)	 Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya 
tertanam dengan kuatnya cukup berkuasa untuk menolak 
suatu proses pembaruan.

4)	 Risiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata 
lebih berat daripada mempertahankan ketenteraman sosial 
yang ada sebelum terjadinya perubahan.

5)	 Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan 
para pelopor perubahan.250

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa apabila efektifitas 
menanam kecil, sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat besar, 
maka kemungkinan terjadinya sukses dalam proses pelembagaan 
menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali. Sebaliknya, apabila 
efektifitas menanam itu besar dan kekuatan menentang dari masyarakat 

250 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.127-129.
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kecil, maka jalannya proses pelembagaan menjadi lancar. Berdasarkan 
hubungan timbal-balik antara ke dua faktor yang berpengaruh positif 
dan negatif itu, orang dapat menambah kelancaran proses pelembagaan 
dengan memperbesar efektifitas menanam dan/atau mengurangi 
kekuatan menentang dari masyarakat. Perlu pula diperhatikan bahwa 
penggunaan kekuasaan untuk mengurangi kekuatan menentang dari 
masyarakat itu biasanya malahan memperbesar kekuatan menentang 
tersebut tidak menjelma sebagai suatu aksi ke luar, akan tetapi, 
meresap ke dalam jiwa orang di dalam bentuk rasa dendam atau benci. 
Perasaan-perasaan demikian itu juga menghambat berhasilnya proses 
pelembagaan.251

Terhadap hasil dari pengaruh positif dan negatif tersebut ada 
pengaruh dari faktor ketiga, yaitu faktor kecepatan menanam. Yang 
diartikan dengan itu adalah panjang atau pendeknya jangka waktu di 
mana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. 
Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan semakin cepat 
orang mengharapkan hasilnya, semakin tipis efek proses pelembagaan 
di dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin tenang orang berusaha 
menanam semakin cukup waktu yang diperhitungkannya untuk 
menimbulkan hasil dari usahanya, semakin besar hasilnya.252

Efek kecepatan usaha-usaha menanam tersebut, sebenarnya tidak 
dapat dilihat sendiri, akan tetapi, harus selalu dihubungkan dengan 
faktor efektifitas menanamkan unsur-unsur baru. Apabila penambahan 
kecepatan menanam disertai dengan usaha menambah efektifitas, maka 
hasil proses pelembagaan tidak akan berkurang. Hasil tersebut akan 
berkurang, apabila hanya kecepatan menanam saja yang ditambah 
tanpa memperbesar efektifitasnya. Ekses ke jurusan sebaliknya, 
tidak menguntungkan pada suksesnya proses pelembagaan. Apabila 
kecepatan menanam diulur-ulur sampai tidak ada batas waktunya sama 
sekali, maka biasanya timbul kecenderungan bagi efektifitas menanam 
menjadi berkurang, karena kurang atau tidak ada dorongan untuk 

251 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.129.
252 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
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mencapai hasil.253

Kiranya proses pelembagaan yang berhasil sebagaimana terurai 
di atas tidaklah terlalu mudah terlaksana apabila diterapkan terhadap 
hukum. Akan tetapi, hal ini bukan berarti proses tersebut tak dapat 
terlaksana apabila diterapkan terhadap hukum. Untuk jelasnya akan 
dikemukakan suatu contoh yang diambil dari Hukum Adat, khususnya 
Hukum Adat Minangkabau. Dapatkah Hukum Adat Minangkabau 
dipakai sebagai suatu alat untuk mengubah sistem sosialnya, atau 
dengan tegas dapatkah hukum dipakai sebagai alat untuk mengadakan 
perubahan-perubahan sosial?. Untuk mengetahuinya (walaupun 
hanya secara hipotetis) perlu ditelaah anggapan-anggapan masyarakat 
Minangkabau pada umumnya, tentang Hukum Adat yang berlaku. 
Di daerah tersebut masyarakat lebih mengenal istilah adat untuk 
menggambarkan aturan-aturan (tidak tertulis) yang hidup di dalam 
kesadaran hukum daripada warga masyarakat yang memakainya.
Menurut orang-orang Minangkabau, terdapat 4 macam adat, yaitu:

I.    	 Adat nan sabana adat.
II.   	 Adat nan diadatkan.
III. 	 Adat nan teradat.
IV. 	 Adat-istiadat.254

Yang dimaksudkan dengan adat nan sabana adat adalah segala 
sesuatu yang terjadi menurut kehendak Tuhan Yang Mahakuasa dan 
yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak 
berubah-ubah, seperti murai berkicau. Setelah pengaruh agama Islam 
masuk, maka segala sesuatu yang tertera di dalam Alquran merupakan 
adat nan sabana adat.255

Adat nan diadatkan merupakan adat yang telah disusun dan 
dibuat oleh dua orang ahli pengatur tata alam Minangkabau, yaitu Datuk 
Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut 

253 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.130.
254 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.130-131.
255 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.131.
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anggapan masyarakat, adat nan diadatkan juga bersifat abadi. Akan 
tetapi, sifat abadi tersebut di dalam anggapan masyarakat (sebagai 
nilai), sebab adat itu merupakan aturan hidup, sedangkan kehidupan 
manusia selalu berdinamika, maka aturan-aturan tersebut juga berubah. 
Hal ini nyata sekali dari pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut 

Sekali ayia gadang
Sekali tapian beranjak
Sekali rajo berganti
Sekali adat berubah
Yang artinya adalah apabila air meluap, tempat pemandian 

bergeser dan apabila ada penggantian raja, maka adat akan berganti 
juga. Maknanya adalah bahwa adat itu tidak statis melainkan berubah 
sesuai dengan penggantian kepala adat.256

Adat nan teradat berarti adat yang terpakai sesuai dengan situasi 
setempat, seperti misalnya di setiap nagari, luhak, laras, dan sebagainya. 
Adat inipun berubah-ubah sesuai dengan tempat di mana aturan-aturan 
tadi berlaku.257

Adat-istiadat sebenarnya berarti menjauhkan dari perbuatan-
perbuatan buruk menurut aturan setempat. Di sini orang dianjurkan 
untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah setempat 
(conformity). Hal ini jelas dari pepatah adat sebagai berikut:

Di mana batang taguliang
Disinan tindawan tumbuh
Di mana tanah dipijak
Disinan langit dijunjung.
Artinya adalah di mana batang terguling, di sana cendawan 

tumbuh dan di mana tanah diinjak, di sana langit dijunjung. Apabila 
pepatah tersebut digabungkan dengan pepatah adat yang berbunyi,

Dimano urang ma’ambiak air di sawah (Di mana orang 
256 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
257 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.132.
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mengambil air di sawah)
Dimano rantiang urang dipatahkan (Di mana ranting orang 
dipatahkan)
Disinan adat urang diturut (Di situ adat orang diturut)
maka hal itu berarti seseorang harus selalu menyesuaikan diri 
dengan adat setempat yang berbeda-beda.258

Di dalam hal yang diuraikan di atas maka penggunaan hukum 
sebagai alat untuk mengubah masyarakat mau tidak mau harus 
disesuaikan dengan anggapan-anggapan masyarakat apabila suatu hasil 
positif hendak dicapai. Maka, yang sebaiknya dilakukan, adalah pertama-
tama menelaah bagaimana anggapan-anggapan masyarakat tentang 
hukum. Artinya, apakah pada suatu saat focus masyarakat memang 
tertuju pada hukum. Selanjutnya, perlu disoroti bagian-bagian manakah 
dari suatu sistem hukum yang paling dihargai oleh bagian terbesar 
masyarakat pada suatu saat. Hal-hal itulah yang secara minimal harus 
dilakukan terlebih dahulu sebelum hukum dapat diterapkan sebagai 
alat untuk mengubah masyarakat. Setelah penggunaan hukum sebagai 
sarana dilaksanakan, maka perlu diteliti secara bertahap demi tahap 
sampai sejauh mana efektifitas penerapan hukum tersebut. Maksudnya 
adalah untuk mengetahui titik kelemahan yang ada hubungannya 
dengan reaksi masyarakat, sehingga hal-hal yang merugikan itu dapat 
diatasi dengan segera. Hal ini perlu dilakukan karena apabila hukum 
tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh warga-warga yang 
terkena oleh aturan tadi, maka wewenang serta kewibawaan pembentuk 
hukum, penegak hukum, dan hukum itu sendiri menjadi berkurang 
atau bahkan hilang sama sekali. Apabila ini terjadi, maka tujuan dari 
penggunaan hukum tadi tidak tercapai.259

Suatu contoh lain dapat dikemukakan dari beberapa peraturan 
yang dilaksanakan di kota Jakarta, antara lain yang menyangkut soal 

258 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
259 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.132-133.
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kependudukan. Kenaikan penduduk di kota Jakarta adalah sebesar 
4% setahun, yaitu 2,8% karena kelahiran dan 1,2% karena urbanisasi, 
yaitu proses berpindahnya penduduk dari daerah pedesaan ke kota 
(Survei Pelita Dua Tahun 1972). Sebagai akibatnya, maka kepadatan 
penduduk di Jakarta mencapai angka7.551 orang setiap km2. Untuk 
menahan arus urbanisasi pada khususnya telah dikeluarkan Peraturan-
Peraturan Daerah No.11/1968, No.13/1971 serta pernyataan bahwa 
Jakarta merupakan kota tertutup. Ini merupakan usaha-usaha untuk 
membatasi urbanisasi dengan mempergunakan hukum sebagai alatnya. 
Sulit untuk mengetahui efektifitas dari peraturan-peraturan tersebut, 
oleh karena urbanisasi disebabkan bermacam-macam faktor. Perlu 
dibedakan antara faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk 
meninggalkan daerah tempat tinggalnya dan faktor-faktor yang ada di 
kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-
kota.260

Apabila dianalisis sebab-sebab yang dapat menjadi pendorong 
bagi orang-orang desa untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya 
adalah antara lain:

1)	 Lapangan kerja di desa terbatas, yaitu terutama dalam 
bidang pertanian.

2)	 Penduduk desa, terutama kaum muda-mudi, merasa 
tertekan oleh adat-istiadat yang ketat mengakibatkan 
suatu cara hidup yang monoton. Untuk mengembangkan 
pertumbuhan jiwanya banyak yang pergi ke kota.

3)	 Di desa-desa tidak banyak kesempatan untuk menambah 
pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang ingin 
maju, kemudian meninggalkan desanya untuk menambah 
pengetahuannya di kota.261

4)	 Reaksi yang merupakan salah satu faktor penting di bidang 
spiritual kurang sekali dan kalaupun ada, perkembangannya 

260  Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.133-134.
261 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.134.
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sangat lambat.
5)	 Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian lain 

daripada bertani, seperti misalnya kerajinan tangan, tentu 
menginginkan pasaran yang lebih luas lagi bagi hasil 
produksinya. Ini mungkin tak dapat diperoleh di desa.262

Sebaliknya, akan dapat dijumpai pula beberapa faktor yang 
merupakan daya penarik dari kota, misalnya: 

1)	 Penduduk desa kebanyakan dihinggapi suatu anggapan 
(yang keliru) bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak 
penghasilan.

2)	 Modal di kota lebih banyak daripada di desa. 
3)	 Pendidikan lebih banyak di kota dan lebih mudah untuk 

diperoleh.
4)	 Kota dianggap sebagai tempat yang mempunyai tingkat 

kebudayaan yang lebih tinggi dan tempat pergaulan dengan 
segala macam orang dari segala lapisan sosial.

5)	 Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan 
untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan 
seluas-luasnya.263

Dari segala macam faktor yang berkaitan dengan urbanisasi, 
ternyata arus proses tersebut tidaklah dapat ditahan antara lain dengan 
membuat peraturan-peraturan pembatasan orang-orang menjadi warga 
kota, tetapi di tempat asal penduduk tersebut harus pula diterapkan 
peraturan-peraturan tertentu.264

262 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.132-134.
263 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.134-135.
264 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.135.
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BAB VI
TEORI TENTANG HUKUM DAN PERUBAHAN 

SOSIAL YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN HUKUM

1.1.	 BEBERAPA TEORI TENTANG HUKUM DAN 
PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL
Perubahan sosial diperlakukan seakan-akan mempunyai 

makna berupa fakta intuitif. Tetapi arti perubahan sosial sebenarnya 
bukanlah berupa fakta intuitif dan bukan berarti suatu yang sama 
dengan fakta intuitif seperti yang diartikan kebanyakan ahli. Lalu apa 
yang kita artikan dengan perubahan sosial itu?. Kebanyakan definisi 
membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Wilbert Moore 
misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan penting 
dari struktur sosial”, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah 
“pola-pola perilaku dan interaksi sosial”. Moore memasukkan ke dalam 
definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti 
norma, nilai dan fenomena kultural. Jelaslah, definisi demikian itu serba 
mencakup. Definisi yang lain juga mencakup bidang yang sangat luas; 
perubahan sosial didefinisikan  sebagai variasi atau modifikasi dalam 
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setiap aspek sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta “setiap 
modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar perilaku”.265

Perubahan sosial sebagai suatu proses perubahan bentuk 
yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, terjadi 
baik secara alami maupun karena rekayasa sosial. Proses tersebut 
berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, pada tingkat komunitas 
lokal, regional dan global. Ini menggambarkan betapa luasnya cakupan 
perubahan sosial, sehingga pendekatan teori perubahan sosial tidak saja 
dengan penerapan teori sosiologi klasik, tetapi perlu juga menerapkan 
teori sosiologi modern, baik yang sejalan ataupun yang bersebrangan.266

Sebagaimana telah disinggung di dalam pembahasan teori dari 
Max Weber, salah satu sumbangan pemikirannya yang penting adalah 
pendapatnya atau tekanannya pada segi rasional dari perkembangan 
lebaga-lembaga hukum terutama pada masyarakat-masyarakat Barat. 
Menurut Max Weber, perkembangan hukum meteriil dan hukum acara 
mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk 
sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju di 
mana hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang 
telah mendapatkan pendidikan dan latihan di bidang hukum. Tahap-
tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber 
tersebut lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-
citakan dan penonjolan kekuatan sosial, manakah yang berpengaruh 
pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan.267

Hal yang sama dapat pula ditafsirkan terhadap teori MaxWeber 
tentang tipe-tipe ideal dari sistem hukum, yaitu yang irasional dan 
rasional. Dengan adanya birokrasi pada masyarakat industri yang 
modern, maka sistem hukum rasional dan formal timbul, di mana 
faktor kepastian hukum lebih ditekankan dari keadilan. Perubahan-
perubahan hukum sebagaimana dinyatakan Max Weber, adalah sesuai 

265 Robert H. Lauer, 1993, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (diterjemahkan oleh Alimandan), PT.Rineka 
Cipta, Jakarta, h.3-4.

266 Agus Salim, 2002, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, PT. Tiara 
Wacana Yogya, Cet.Kepertama, h.xix-xx. 

267 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.102-103.
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dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang 
mendukung sestem hukum bersangkutan.268

Suatu teori lain tentang hubungan antara hukum dengan 
perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkheim 
yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukum merupakan refleksi 
dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia, di dalam 
masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis 
(mechanical solidarity) dan yang bersifat organis (organic solidarity). 
Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana 
dan homogen, di mana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-
hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis 
terdapat pada masyarakat yang hiterogen, di mana terdapat pembagian 
kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung 
pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh 
pembagian kerja. Pada masyarakat, yang didasarkan pada solidaritas 
mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. 
Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi 
menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam dengan kuatnya di 
dalam masyarakat, artinya keyakinan-keyakinan yang telah mantap 
dalaam masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, warganya 
bertindak atas dasar perasaan terhadap orang-orang yang melanggar 
kaedah-kaedah hukum, karena apabila terjadi pelanggaran atas kaedah-
kaedah hukum, semua warga masyarakat merasa dirinya terancam 
secara langsung. Akan tetapi sebaliknya, pelanggaran atas kaedah-
kaedah hukum tersebut memperkuat solidaritas di dalam masyarakat.269

Dengan meningkatnya deferensiasi dalam masyarakat, reaksi 
yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaedah hukum menjadi 
berkurang, sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi 
hukum yang bersifat restitutif. Di dalam hukum yang restitutif, tekanan 
diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, yaitu 
sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaedah-kaedah 

268 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.103.
269 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.103-104.
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tersebut dilanggar.270

Apa yang dikemukakan oleh Durkheim tersebut agak sulit 
dibuktikan. Salah satu penemuan yang membuktikan bahwa teori 
Durkheim tidak benar, telah dikemukakan oleh Richard Schwartz dan 
James C.Miller yang meneliti 51 masyarakat. Mereka meneliti beberapa 
karakteristik sistem hukum yang telah berkembang termasuk adanya 
counsel (yaitu suatu badan yang menyelesaikan persengketaan, yang 
terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan 
dengan pihak-pihak yang bersengketa), mediation (yaitu intervensi dari 
pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan darah dengan para pihak), 
dan polisi yang merupakan angkatan bersenjata yang dipergunakan 
untuk melaksanakan hukum. Hasil penelitian tersebut adalah dari 51 
masyarakat yang merupakan masyarakat sederhana sampai masyarakat 
yang kompleks, 11 masyarakat tak mempunyai ketiga karakteristik 
tersebut di atas; 20 masyarakat hanya mempunyai mediation, 11 
masyarakat hanya mempunyai mediation dan polisi; 7 masyarakat 
mempunyai ketiga karakteristik tersebut di atas. Ada 2 masyarakat yang 
menyimpang di mana yang ada hanya polisi. Masyarakat-masyarakat 
di mana tidak dijumpai mediation merupakan masyarakat yang paling 
sederhana yang bahkan belem mengenal uang. Sebaliknya dua pertiga 
dari masyarakat mengenal mediation telah mempergunakan uang dalam 
sistem ekonominya. Masyarakat tersebut telah mengenal konsepsi 
ganti rugi yang merupakan prekondisi dari mediation. Karena ada 20 
masyarakat yang mempunyai mediation tidak mengenal polisi, jelaslah 
bahwa kedua karakteristik tersebut tidak selalu berkembang bersama-
sama. Masyarakat yang mengenal polisi, pada umumnya mempunyai 
sistem ekonomi yang maju dan mempunyai derajat spesialisasi tertentu; 
kebanyakan telah mempunyai pendeta-pendeta, guru, dan pejabat-
pejabat pemerintah.271

Penemuan-penemuan Schwartz dan Miller tersebut di atas 
ternyata bertentangan dengan teori Durkheim tentang perkembangan 
270 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.104.
271 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.104-105.
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dari hukum represif ke hukum restitutif. Sebab polisi (yang merupakan 
badan terlebih-lebih represif sifatnya) ditemukan pada masyarakat 
yang mempunyai derajat pembagian kerja tertentu. Sebaliknya, 
mediation yang bersifat restitutif (apabila dihubungkan dengan 
konsep ganti rugi) dapat dijumpai pada masyarakat yang belum 
mengenal pembagian kerja. Penggunaan Councel hanya dijumpai pada 
masyarakat-masyarakat yang sangat kompleks dan penggunaannya 
tidak selalu disertai atau diikuti dengan mediation. Schwartz dan Miller 
berpendapat bahwa bagi penggunaan Counsel, tidak cukup apabila 
hanya dipergunakan sebagai ukuran kemajuan sistem ekonomi dan 
spesialisasi (maksudnya pembagian kerja); ditambahkannya bahwa 
mungkin derajat tidak adanya buta huruf merupakan faktor yang 
penting. Selanjutnya dikatakan, bahwa penemuan tersebut akan dapat 
mendukung teori evolusi perkembangan lembaga-lembaga hukum, dan 
sebagai kesimpulan dikatakannya “... the need to build certain cultural 
foundations in the community before a central regime of control... can 
develop... Compensation by damages and the use of mediators might 
well contribute to the development of such a cultural foundation, as 
well as reflecting its growth”.272

Namun demikian, walaupun teori Durkheim tidak seluruhnya 
benar secara empiris, hal itu bukan berarti teorinya sama sekali tidak 
berguna. Sebaliknya, ada hal-hal tertentu yang berguna untuk menelaah 
sistem-sistem hukum dewasa ini. Apa yang dikemukakannya tentang 
hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya 
hukuman. Baik pada masyarakat sederhana maupun kompleks hukuman 
merupakan refleksi dari reaksi yang sentimentil atau kemarahan. Apa 
yang telah dinyatakan oleh Durkheim tentang hukum restitutif pada 
masyarakat-masyarakat modern agaknya penting untuk mengoreksi 
pendapat yang menyatakan, bahwa semua sistem hukum bertujuan 
untuk menjatuhkan hukuman sebagai suatu pembalasan (teori restitutif). 
Apalagi dalam bidang hukum dagang misalnya, kelihatan bahwa 
sanksi-sanksi yang nonrepresif lebih ditekankan daripada sanksi-sanksi 

272 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.105-106.
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yang represif.273

Suatu teori lain yang mengandung unsur-unsur hukum dan 
perubahan-perubahan sosial adalah teori dari Sir Henry Maine. 
Dikatakannya bahwa perkembangan hukum dari status ke kontrak 
adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana 
dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan 
bersifat hiterogen dimana hubungan antara manusia lebih ditekankan 
pada unsur pamrih. Di dalam membicarakan soal status, Maine 
memusatkan perhatiannya pada para ibu dan anak-anak di dalam 
keluarga, serta kedudukan lembaga perbudakan pada khususnya. 
Dalam hal ini, mereka dalam melakukan tindakan-tindakan hukum 
ditentukan oleh kedudukannya. Akan tetapi, pada masyarakat yang 
sudah kompleks, seseorang mempunyai beberapa kebebasan dalam 
membuat suatu kontrak atau untuk ikut dalam suatu kontrak tertentu. 
Yang kemudian mengikatnya adalah ketentuan-ketentuan di dalam 
kontrak tersebut.274

Pitirim Sorokin pernah pula mengemukakan teori tentang 
perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang 
disesuaikannya dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh 
setiap masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai 
tertentu yang sedang menonjol di dalam masyarakat bersangkutan. 
Nilai-nilai tersebut adalah yang idiational (yaitu kebenaran absolut 
sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan Yang Mahakuasa), sensate (yaitu 
nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman) dan yang idealistic 
(yang merupakan kategori campuran). Hukum dan gejala-gejala sosial 
budaya lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang berlaku 
di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kata Sorokin, masyarakt Barat 
sedang dalam tahap sensate, maka hukum yang didasarkan pada 
pengalaman-pengalamanlah yang berlaku pada masyarakat tersebut, 
walaupun teorinya tidak banyak berpengaruh terhadap perkembangan 
sosiologi hukum, akan tetapi, yang penting adalah apa yang telah 

273 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.106-107.
274 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.107.
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dikemukakannya tentang hukum yang didasarkan pada pengalaman. 
Menurut masyarakat yang telah mencapai tahap yang sensate, hukum 
dianggap sebagai “... man-made frequently, indeed, as a mere instrument 
for the subjugation and exploitation of one group by another. Its aim is 
exclusively utilitarian: the safety of human life, security of property and 
prossession, peace and order, the happiness and well-being of either 
society at large or of the dominating faction which enacts and enforce 
sensate law. Its norms are relative, changeable, and conditional. 
Nothing eternal or sacred is implied in such asystem of law. It does not 
attempt to regulate supersensory values or man’s relationships toward 
them”.275 

Walaupun sistematika Sorokin tentang perkembangan hukum 
tidak terlalu memuaskan, namun perlu dicatat bahwa setiap sistem 
hukum tak akan mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap 
perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.276

Selain itu, Arnold M.Rose pernah mengemukakan adanya 3 
teori umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian 
dihubungkan dengan hukum. Ketiga teori umum tersebut sebetulnya 
lebih banyak menyangkut sebab utama terjadinya perubahan-perubahan 
sosial, yakni masing-masing :

1.	 Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di 
bidang teknologi;

2.	 Kontak atau konflik antara kebudayaan, dan;
3.	 Gerakan sosial (social movement).277

	
Menurut ketiga teori tersebut, maka hukum lebih merupakan 

akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubaan 
sosial. Teori tentang penemuan-penemuan di bidang teknologi, yang 
antara lain dikemukakan oleh William F.Ogburn, menyatakan bahwa 

275 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.107-108.
276 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.108.
277 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.108-109.



127

penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama 
yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial, karena 
penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. 
Organisasi ekonomi merupakan faktor kedua, karena manusia pertama-
tama bermotivasi pada keuntungan ekonomis yang dimungkinkan 
adanya perubahan-perubahan di bidang teknologi. Hukum hanya 
merupakan refleksi dari dasar-dasar teknologi dan ekonomi masyarakat. 
Dalam bentuknya yang lebih politis sifatnya. Karl Marx mengemukakan 
teori yang hampir sama. Salah satu kelemahan teori ini adalah, teori 
tersebut menyangkal adanya sebab-sebab yang bersumber pada hukum 
maupun ideologi.278

Dari uraian diatas maka suatu perubahan dalam masyarakat yang 
ikut juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan di sektor 
hukum, terdapat berbagai ragam bentuk yaitu :

1.	 Perubahan filosofi, idiologi, dan cara pandang masyarakat;
2.	 Perubahan tujuan yang hendak dicapai;
3.	 Perubahan fungsi dalam masyarakat;
4.	 Perubahan struktur masyarakat;
5.	 Perubahan norma kehidupan masyarakat;
6.	 Perubahan antar subsistem masyarakat;
7.	 Perubahan komposisi masyarakat;
8.	 Perubahan garis batas dalam masyarakat;
9.	 Perubahan lingkungan masyarakat;
10.	 Perubahan tingkat kualitas masyarakat.279

Teori lainnya yang menyangkut kebudayaan banyak 
dikemukakan oleh para antropolog dan sosiolog, menyatakan bahwa 
proses pembaruan(=perubahan) terjadi apabila dua kebudayaan (atau 

278 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.109.
279 Munir Fuady, 2011, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Cet. 

Kepertama, h.56.
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lebih) berhubungan. Pembaruan terjadinya bukan semata-mata karena 
proses peniruan atau paksaan, akan tetapi juga karena alam pikiran 
menjadi lebih terbuka, ini berarti kemungkinan terjadinya hal-hal baru 
juga lebih banyak. Sebelum terjadinya hubungan tadi, alam pikiran 
warga masyarakat hanya terbatas pada masyarakat serta kebudayaannya 
sendiri. Hukum yang baru mungkin timbul sebagai akibat terjadinya 
kontak kebudayaan tersebut oleh karena dengan terjadinya hubungan, 
diketahui pula unsur-unsur yang baik dari kebudayaan lain (misalnya, 
orang-orang Jepang yang telah banyak mengambil unsur-unsur dari 
hukum Barat, sesudah tahun 1870) maupun kekurangan-kekurangannya. 
Teori tersebut kurang memuaskan karena dewasa ini komunikasi yang 
maju memungkinkan adanya hubungan atau kontak tetap antara dua 
kebudayaan atau lebih, atau konflik antara kebudayaan-kebudayaan 
tersebut.280

Teori gerakan sosial antara lain menyatakan, bahwa adanya 
ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan 
keadaan tidak tenteram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan 
untuk mengadakan perubahan-perubahan. Sering kali hasil perubahan-
perubahan tersebut adalah terwujudnya suatu hukum baru. Sayang 
sekali bahwa teori tersebut tidak berhasil mengemukakan faktor-faktor 
apa yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpuasan dan bagaimana 
selanjutnya hukum dapat menyebabkan terjadinya perubahan lebih 
lanjut.281

Suatu teori lain yang menghubungkan hukum dengan perubahan-
perubahan sosial adalah pendapat Hazairin tentang hukum adat. Di 
dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada tahun 1952 
beliau berpendapat, bahwa secara langsung maupun tidak langsung, 
seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan. 
Oleh karena itu, maka di dalam sistem hukum yang sempurna, tak 
ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan 
kesusilaan. Khususnya dalam hukum adat, ada hubungan langsung 

280 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.109-110.
281 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.110.
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antara hukum dengan adat. Adat merupakan renapan (endapan) 
kesusilaan di dalam masyarakat yaitu kaedah-kaedah adat merupakan 
kaedah-kaedah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan 
secara umum dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya dikatakan, bahwa 
walaupun terdapat perbedaan corak antara kaedah-kaedah kesusilaan 
dengan kaedah-kaedah hukum, namun bentuk-bentuk perbuatan yang 
menurut hukum dilarang atau disuruh merupakan bentuk-bentuk yang 
juga dicela atau dianjurkan menurut kesusilaan, sehingga hakekatnya di 
dalam patokan lapangan itu hukum juga berurat pada kesusilaan. Apa 
yang tak mungkin terpelihara lagi hanya oleh kaedah-kaedah kesusilaan 
diikhitiarkan penegakannya dengan kaedah-kaedah hukum. Oleh 
Hazairin dikatakan, bahwa kaedah-kaedah hukum merupakan kaedah-
kaedah kaedah-kaedah yang tidak hanya didasarkan pada kebebasan 
pribadi, akan tetapi secara serentak mengekang pula kebebasan tersebut 
dengan suatu gertakan maupun ancaman paksaan yang merupakan 
ancaman hukum atau penguat hukum. Dengan penjelasan tersebut, 
Hazairin menghilangkan batas tegas antara hukum di satu pihak dengan 
kesusilaan di pihak lain. sebaliknya, kaedah-kaedah kesusilaan dan adat 
dibiarkan pemeliharaannya kepada kebebasan pribadi yang dibatasi 
dengan ancaman serta dijuruskan pada suatu ancaman paksaan, yaitu 
hukuman yang merupakan penguat hukum. Kemudian, tentang isi 
hukum adat disesuaikan dengan paham masyarakat baik dalam arti adat 
sopan santun maupun dalam arti hukum.282

Seorang sarjana hukum adat lainnya yaitu Soepomo di dalam 
suatu pidato yang berjudul Hukum Adat di Kemudian Hari Berhubungan 
dengan Pembinaan Negara Indonesia, banyak sekali mengungkapkan 
hubungan antara hukum (adat) dengan perubahan-perubahan sosial 
yang dialami Indonesia, terutama setelah Proklamasi Kemerdekaan. 
Walaupun tak ada teori-teori baru dari Soepomo, namun apa yang 
dikemukakannya waktu itu sungguh merupakan suatu yang dianggap 
baru di dalam perkembangan hukum di Indonesia pada khususnya. 
Dalam kata-kata Soepomo sendiri : “Dengan tamatnya masa kolonial 

282 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.110-111.



130

itu, kami dihadapkan kepada masalah mengubah dan membaharui 
Indonesia, yang berarti : meruntuhkan tata-tertib masyarakat yang 
lampau dan menciptakan ukuran-ukuran baru, berdasarkan kebutuhan-
kebutuhan nasional dari bangsa Indonesia, disesuaikan dengan syarat-
syarat hidup modern”.283 

Meskipun Soepomo tidak secara rinci menguraikan teori-teori 
yang menjadi dasar dari uraiannya, setidaknya dapat disimpulkan 
bahwa hukum mempunyai hubungan timbal-balik dengan lembaga-
lembaga kemasyarakatan lainnya di dalam masyarakat.284

6.2. HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN-PERUBAHAN       
        SOSIAL DENGAN HUKUM

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu 
masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-
sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab 
intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). 
Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan, misalnya 
pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-
penemuan baru, pertentangan (conflict), atau mungkin karena terjadinya 
suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang 
berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat 
lain, peperangan, dan seterusnya. 285

Apabila ditelaah perihal apa yang menjadi sebab terjadinya 
suatu perubahan, maka pada umumnya dapat dikatakan bahwa unsur 
yang dirubah biasanya merupakan unsur yang tidak memuaskan lagi 
bagi masyarakat. Adapun sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi 
terhadap suatu unsur tertentu adalah mungkin karena ada unsur baru yang 
lebih memuaskan sebagai pengganti unsur yang lama. Mungkin juga 
terjadi bahwa perubahan diadakan oleh karena harus ada penyesuaian 

283 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.111-112.
284 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.112.
285 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.112-113.
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terhadap unsur-unsur lain yang telah mengalami perubahan-perubahan 
terlebih dahulu.286

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu 
masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau 
telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial 
yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat 
terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat pula memperlancar 
terjadinya perubahan-perubahan sosial, sudah tentu di samping 
faktor-faktor yang dapat memperlancar proses perubahan-perubahan 
sosial, dapat juga diketemukan faktor-faktor yang menghambatnya 
seperti sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau 
(tradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam 
dengan kuat (vested-interest), prasangka terhadap hal-hal yang baru 
atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis,287kurangnya 
atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu 
pengetahuan yang terlambat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada 
integrasi kebudayaan, dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga 
dengan kuat, dan seterusnya.288 

Faktor-faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi terjadinya 
perubahan-perubahan sosial beserta prosesnya. Saluran-saluran yang 
dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga 
kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, 
dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan merupakan titik tolak namun, 
tergantung pada penilaian tertinggi yang diberikan oleh masyarakat 
terhadap masing-masing lembaga kemasyarakatan tersebut.289

Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada 
umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, 
yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum, 
dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk 

286 Soerjono Soekanto IV, Op.Cit, hal.21-22.
287 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.113.
288 Soerjono Soekanto IV, Op.Cit, hal.22-23.
289 Soerjono Soekanto I, Loc.Cit.
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hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan 
hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum, 
merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara-negara modern. Pada 
masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan 
satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam 
masyarakat seperti keluarga luas. Akan tetapi, baik pada masyarakat 
modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan 
merupakan saluran-saluran melalui mana hukum mengalami perubahan-
perubahan.290

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk dan mengubah 
Undang-Undang Dasar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3 
jo Pasal 37). Sedangkan kekuasaan untuk membentuk undang-undang 
serta peraturan-peraturan lainnya yang derajatnya berada di bawah 
undang-undang ada di tangan Pemerintah (lihat Bab III Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Dewan Perwakilan 
Rakyat (lihat Bab VII A Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945). Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai 
fungsi untuk membentuk hukum. Di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan 
bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas 
hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum yang 
ada, akan tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk kemudian 
dituangkan di dalam keputusan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam 
masyarakat.291

Keadaan semacam di Indonesia membawa akibat bahwa saluran-
saluran untuk mengubah hukum dapat dilakukan melalui beberapa 
badan. Artinya, apabila hukum harus berubah agar sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, maka perubahan-perubahan tersebut tidak 

290 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.113-114.
291 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.114.



133

hanya tergantung pada suatu badan semata-mata. Apabila karena faktor-
faktor prosedural suatu badan mengalami kemacetan, maka badan-
badan lainnya dapat melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Hal 
ini sedikit banyaknya juga tergantung pada pejabat-pejabat hukum 
dari badan-badan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel S. Lev 
“Yang menjadi hukum ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. 
Kalau kelakuan pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-
jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi, dan pegawai-
pegawai pemerintah pada umumnya berubah, ini berarti bahwa hukum 
sudah berubah walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu”.292

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum 
(atau sebaliknya, perubahan-perubahan hukum dan perubahan-
perubahan sosial) tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, 
pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin 
tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat 
serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. 
Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah suatu social 
lag, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam 
perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan 
terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan 
hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya terjadi karena 
pada hakikatnya suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat, bahwa 
terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh 
kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan 
oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perikelakuan yang 
diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya.293

Meskipun hukum menyesuaikan dengan perubahan sosial, tetapi 
hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan penguasa, melainkan 
hukum itu harus dapat memenuhi kepentingan rakyat banyak. Birokrasi 
yang tidak sehat akan menimbulkan birokrasi yang tidak efektif, tidak 
efisien, dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hukum 

292 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.114-115.
293 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.115.
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akan berperan secara baik kalau hukum itu tumbuh dalam masyarakat 
yang sehat, yaitu masyarakat yang menghargai ketertiban (order), 
keteraturan (regularity) dan kedamaian (peaceful). Dalam rangka 
menjaga keseimbangan ini, maka hukum harus dijalankan untuk 
kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa.294

Hal ini terjadi karena hukum pada hakikatnya disusun atau 
disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika 
mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka terdiri dari 
orang-orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun adalah 
tak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari, dan merasakan 
kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagian 
terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan antara kaidah 
hukum di satu pihak, dengan kaidah-kaidah sosial lainnya di lain pihak 
merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun 
demikian, keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul social 
lag. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi 
apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat 
pada suatu ketika, apalagi perubahan-perubahan di bidang lainnya telah 
melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan. Suatu contoh dari 
adanya lag dari hukum terhadap bidang lainnya adalah Hukum Perdata 
(Barat) yang sekarang berlaku di Indonesia. Di bidang Hukum Perdata 
masih dijumpai warisan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah 
Hindia-Belanda dahulu, yakni tidak adanya kesatuan dalam peraturan 
hukum bagi golongan-golongan penduduk di Indonesia. Pemerintah 
Hindia-Belanda dahulu melaksanakan politik hukum kolonial, yaitu 
dengan mengadakan penggolongan penduduk (Pasal 163 I.S) dan 
penggolongan hukum (Pasal 131 I.S), sehingga menyebabkan adanya 
dualisme dan bahkan pluralisme hukum yang hingga saat ini masih 
tetap berlaku dalam bidang Hukum Perdata c.q. Hukum Kekeluargaan. 
(dikurangi Hukum Perkawinan).295

294 H. Abdul Manan, Op.Cit, h.74-75.
295 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.115-116.
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Hukum Kekeluargaan yang berlaku di Indonesia atas dasar 
penggolongan penduduk (Pasal 163 I.S) adalah sebagai berikut:

1.	 Bagi orang Indonesia asli berlaku Hukum Adat dan Hukum 
Agama. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen 
di daerah-daerah Jawa, Minahasa, dan Ambon berlaku 
Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Staatsblad 1933/
No.74), sedangkan bagi mereka yang tinggal di luar daerah-
daerah tersebut, walaupun mereka beragama Kristen, 
diperlakukan Hukum Adat masing-masing.

2.	 Bagi bangsa Timur Asing bukan Cina, berlaku hukum adat 
dan/atau hukum agama mereka.

3.	 Bagi orang-orang atau golongan Eropa berlaku Bugerlijk 
Wetboek.

4.	 Bagi orang-orang Cina berlaku Bugerlijk Wetboek.296

Dewasa ini, di antara mereka yang tidak tergolong ke dalam 
golongan Indonesia, banyak yang telah menjadi warga negara Indonesia, 
akan tetapi bagi mereka tetap berlaku hukum yang berbeda. Jelaslah 
bahwa sistem hukum yang demikian tidak mungkin dipertahankan 
karena tertinggal jauh oleh bidang-bidang lainnya yang menyangkut 
kebutuhan masyarakat.297

Norma yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai banyak 
ragamnya dan salah satunya yang sangat penting adalah norma hukum, 
disamping norma agama, susila dan kesopanan. Norma hukum dapat 
dijumpai pada seluruh kelompok masyarakat, baik yang tradisional 
maupun dalam masyarakat yang modern. Norma hukum itu mengatur 
hampir seluruh kehidupan masyarakat, baik secara sistematis yang 
dikodifikasikan maupun yang tidak dibukukan tetapi norma hukum 
itu dipakai untuk mengatur lalu lintas kehidupan dan tersebar yang 
oleh para ahli hukum dikualifisir sebagai hukum. Namun demikian 

296 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.116-117.
297 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.117.
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tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hukum yang dikodifikasikan 
dan sistematis, maupun yang tersebar dan dikuaifisir sebagai hukum 
tidak selalu dapat menjawab dan mengimbangi pertumbuhan dan 
perkembangan masyarakat secara permanen, sebab pada kenyaaannya, 
hukum yang berlaku sering kali tertinggal dari pertumbuhan dan 
masyarakat yang terjadi.298

Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tertinggal 
oleh perkembangan bidang-bidang lainnya, seringkali menimbulkan 
hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Hal ini misalnya, 
dapat dijumpai pada bagian tertentu dari Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang dapat menghambat pelaksanaan program Keluarga 
Berencana di Indonesia. Oleh karena pertambahan penduduk yang 
sangat pesat (sekitar 2,8% setahun), maka dikhawatirkan pembangunan 
ekonomi akan tertinggal jauh dari angka laju pertambahan penduduk. 
Oleh sebab itu, dikenalkan program Keluarga Berencana yang antara 
lain bertujuan untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, 
anak, keluarga dan bangsa, serta menaikkan taraf hidup rakyat dengan 
mengurangi angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak 
melampaui kemampuan menambah hasil produksi nasional. Jelaslah, 
bahwa Keluarga Berencana berarti menjalankan pencegahan kehamilan, 
Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bab VI tentang 
Pelanggaran Kesusilaan) karena melarang pemberian penerangan 
tentang usaha-usaha pencegahan kehamilan, dapat menghambat 
pelaksanaan program Keluarga Berencana. Isi pasal tersebut adalah : 
“Barangsiapa dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk 
mencegah hamil, atau yang dengan terang-terangan dan dengan tiada 
diminta menawarkan ikhtiar atau pertolongan untuk mencegah hamil 
atau yang dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan 
menyatakan dengan tiada diminta bahwa ikhtiar atau pertolongan itu 
bisa didapat, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus rupiah”.299

298 H. Abdul Manan, Op.Cit, h.75-76.
299 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.117-118.



137

Di samping itu, maka program Keluarga Berencana akan 
melaksanakan pendidikan tentang kehidupan berkeluarga atau 
tentang kependudukan kepada siswa-siswa sekolah, maupun di dalam 
kerangka pendidikan di luar sekolah. Pasal 283 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (Bab XIV tentang Kejahatan Melanggar Kesusilaan), 
mempersulit terlaksananya rencana tersebut oleh karena pasal tersebut 
menyatakan bahwa :
1.	 Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah, barang 
siapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau untuk 
sementara, menyerahkan atau memperlihatkan, baik sesuatu 
tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun 
alat untuk mencegah atau untuk menggugurkan kandungan 
kepada orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut dapat 
disangkanya, bahwa umur orang itu belum tujuh belas tahun, 
kalau isi tulisan atau gambar, barang atau alat itu diketahuinya.

2.	 Barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar 
kesusilaan, jika yang demikian itu diketahuinya, di hadapan 
orang di bawah umur dimasukkan dalam ayat, lalu dihukum 
dengan hukuman itu juga.

3.	 Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat 
bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah, barangsiapa 
menawarkan atau memberikan untuk selama-lamanya atau 
sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik suatu 
tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan maupun 
alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada 
orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat pertama atau 
membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di hadapan 
orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat pertama, jika ia 
harus dapat menyangka, bahwa tulisan itu gambar atau barang itu 
melanggar kesusilaan atau alat itu ialah alat untuk mencegah atau 
merusakkan kandungan”.
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dan kemudian Pasal 283 bisa menyatakan bahwa,
“Kalau yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam 

Pasal 282 dan 283 dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan 
kejahatan itu belum lalu dua tahun sejak penghukumannya dahulu 
karena kejahatan semacam itu juga, menjadi tetap, maka ia boleh 
dipecat dari haknya melakukan pekerjaan itu”.300

Dari pasal-pasal tersebut di atas kiranya menjadi jelas bahwa 
tertinggalnya kaidah-kaidah hukum terhadap perkembangan unsur-
unsur lainnya dalam masyarakat, dan bahkan dapat menghambat 
perkembangan di bidang-bidang lainnya.301

Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan 
terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-
kaidah lama telah berpudar, sedangkan kaidah-kaidah bara sebagai 
penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut 
selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomei, yaitu suatu 
keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para 
warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya. Tentang hal 
ini banyak ditemukan contoh-contoh dari hukum internasional, baik 
publik maupun perdata. Misalnya, perkembangan yang pesat di bidang 
penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud perang maupun 
damai, meninggalkan perkembangan hukum jauh di belakangnya. Juga 
sepanjang tentang hukum perdata internasional banyak ditemukan 
unsur-unsur yang tertinggal, seperti tidak adanya hukum perkawinan 
yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda 
kewarganegaraan oleh karena sifatnya yang nasional, sehingga suatu 
masalah masih tetap ada yaitu apakah hukum nasional negara tertentu 
diakui oleh negara lain.302

Faktor tertinggalnya kaidah-kaidah hukum sudah menimbulkan 
berbagai persoalan, persoalan-persoalan tersebut akan bertambah 
banyak apabila diusahakan untuk menyoroti kemungkinan-
300 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.118-119.
301 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.119-120.
302 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.120.
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kemungkinan bahwa unsur-unsur lain dalam masyarakat tertinggal oleh 
hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik kaidah-kaidah 
hukum itu sendiri yang mengakibatkan hubungan antara kaidah-kaidah 
hukum dengan perubahan-perubahan sosial tambah ruwet. Pertama-
tama, kaidah-kaidah hukum merupakan suatu sistem tersendiri dalam 
masyarakat yang merupakan suatu jaringan dari hubungan-hubungan 
antarmanusia, hubungan antarmanusia dengan kelompok-kelompok 
sosial, dan hubungan antarkelompok sosial. Jaringan tersebut 
merupakan suatu subsistem dalam masyarakat, sebagaimana halnya 
sistem kekerabatan. Selanjutnya, pengaruh hukum pada lembaga-
lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luas. Bahkan dapat 
dikatakan hukum mempengaruhi hampir semua lembaga-lembaga 
kemasyarakatan. Misalnya, hukum waris merupakan bagian dari 
sistem hukum masyarakat yang bersangkutan dan tak akan mungkin 
dipahami tanpa menyoroti sistem hukum tersebut. Akan tetapi, hukum 
waris juga merupakan bagian yang penting dan hakiki dari lembaga-
lembaga kewarisan, dan tak akan mungkin dimengerti tanpa memahami 
lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut.303

Kemungkinan, kesulitan-kesulitan di atas dapat diatasi dengan 
terlebih dahulu menganalisa peranan hukum dalam mendorong 
terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membedakan antara 
aspek-aspek hukum yang secara tidak langsung. Hukum mempunyai 
pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan-
perubahan sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan 
tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Sebaliknya, 
apabila hukum membentuk atau mengubah basic institutions dalam 
masyarakat, maka terjadi pengaruh langsung. Hal ini membawa 
pembicaraan pada penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah 
masyarakat.304 

303 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.120-121.
304 Soerjono Soekanto I, Op.Cit, h.121.
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III. Deskripsi Perkuliahan	
Mata kuliah Sosiologi Hukum membahas tentang konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip  dan teori-teori tentang bekerjanya hukum dalam 
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masyarakat (law in action). Dengan mengetahui konsep atau prinsip 
maupun teori-teori sosiologi hukum, mahasiswa diharapkan mampu 
menjelaskan dan mengkaji  tentang posisi hukum sebagai law in book 
(aspek normatif) yang berwujud dalam peraturan perundang-undangan 
serta law in action (aspek sosiologis) dalam masyarakat. Sosiologi 
hukum yang merupakan bagian ilmu hukum yang beraspek empiris 
yang akan diawali dengan pendahuluan, pengertian, ruang lingkup, 
obyek, karakteristik, dan manfaat sosiologi hukum, mashab/aliran 
dalam sosiologi hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, aspek 
bekerjanya hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial, teori 
tentang hukum dan perubahan sosial yang berhubungan dengan hukum.

IV. Tujuan Mata Kuliah
	 Tujuan diberikan mata kuliah sosilogi hukum ini diharapkan 
mahasiswa mampu memahami, menjelaskan serta menganalisa 
persoalan-persoalan sosial yang terkait dengan hukum dalam 
kehidupan masyarakat (mampu menganalisa bekerjanya hukum dalam 
masyarakat).

V. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran
	 Metoda Perkuliahan, menggunakan metoda Problem Based 
Learning (PBL) yang pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metoda 
yang diterapkan adalah belajar (learning) bukan mengajar (teaching).
	 Strategi Pembelajaran, mengkombinasikan perkulian dan 
tutorial. Perkuliahan 50% (6 kali pertemuan perkuliahan) dan tutorial 
50% (6 kali pertemuan tutorial). Satu (1) kali pertemuan untuk ujian 
tengah semester dan satu (1) kali untuk pertemuan ujian akhir semester. 
Jadi total pertemuan adalah 14 kali.
	 Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial, dalam perkuliahan 
sosiologi hukum akan direncanakan berlangsung 6 kali pertemuan yaitu 
pertemuan ke 1, 3, 5, 7, 9,  dan 11 sedangkan tutorial  6 kali pertemuan 
yaitu pertemuan ke 2, 4, 6, 8, 10, dan 12.
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	 Strategi Perkuliahan, dalam perkuliahan sosiologi hukum akan 
membahas pokok-pokok bahasan yang disajikan dengan menggunakan 
alat bantu media papan tulis, power point, serta menyiapkan bahan 
bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum 
mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self 
study) yaitu mencari bahan materi, membaca serta memahami pokok 
bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidence) dalam 
Block Book. Teknik perkuliahan yaitu pemaparan materi, tanya jawab 
dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

Strategi tutorial, mahasiswa mengerjakan tugas-tugas 
(discussion task, study task dan problem task) sebagai bagian dari self 
study (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi dikelas, presentasi 
power point.
Dalam 6 kali pertemuan tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan ;

1.	 Menyetor karya tulis berupa paper sesuai dengan topik yang 
diberikan dalam tutorial dan kemudian mahasiwa memilih 
salah satu topik tersebut.

2.	 Mempresentasikan tugas yang diberikan pada tutorial  
dalam bentuk power point.

3.	 Memposisikan diri dalam peran masing-masing.

VI. Ujian dan Penilaian
	Ujian akan dilaksanakan dua (2) kali dalam bentuk tertulis 

yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 
Penilaian akhir akan disesuaikan dengan rumus nilai akhir yang terdapat 
dalam buku pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana yaitu :
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			   (UTS +TT)  +  (2 x UAS)

	           NA  =              2
				             3
	   Nilai			    Range
		  A			   80 - 100
		  B+			   71 - 79
		  B			   65 - 70
		  C+			   60 - 64
		  C			   55 - 59
		  D+			   50 - 54
		  D			   40 - 49
		  E			     0 - 39	
	
VI. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan)

Pertemuan I : Pendahuluan
•	 Pengertian sosiologi hukum
•	 Ruang lingkup sosiologi hukum
•	 Obyek Sosiologi Hukum
•	 Karakter-karakter sosiologi hukum
•	 Kegunaan atau manfaat sosiologi hukum

Pertemuan II : Mashab/aliran dalam sosiologi hukum
•	 Mashab/aliran sosiologi hukum.
•	 Mazhab/Aliran Yang Mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi 

Hukum

Pertemuan III : Kesadaran Hukum
•	 Pengertian kesadaran hukum
•	 Cara-cara meningkatkan kesadaran hukum



148

Pertemuan IV : Penegakan hukum
•	 Penegakan hukum dalam masyarakat
•	 Penegakan hukum dalam pengadilan

Pertemuan V : Aspek bekerjanya hukum dalam hubungannya dengan 
perubahan sosial

•	 Hukum sebagai sarana kontrol sosial
•	 Hukum sebagai alat mengubah masyarakat

Pertemuan VI : Teori tentang hukum dan perubahan sosial yang 
berhubungan dengan hukum

•	 Beberapa teori tentang hukum dan perubahan-perubahan 
sosial

•	 Hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum
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Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. 
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

VIII. Persiapan Proses Perkuliahan 
Mahasiswa diwajibkan mempunyai Block Book mata 

kuliah Sosiologi Hukum sebelum perkuliahan di mulai dan sudah 
mempersiapkan materi sebelumnya sehingga proses perkuliahan dan 
tutorial dapat terlaksana dengan lancar.

Tutorial ke-1
Discussion Task-Study Task

Hukum dan masyarakat merupakan dua gejala yang tidak 
terpisahkan. Secara sosiologis, hukum merupakan suatu lembaga 
sosial (social institutie) artinya hukum merupakan satu kesatuan 
kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada 
segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam 
masyarakat. Dalam studi ilmu hukum yang berkembang dalam ilmu 
sosiologi hukum, maka adanya pengarahan bahwa menganalisis hukum 
menggunakan pendekatan sosiologis dengan mendekatkan gejala sosial 
dengan hukum yang mempunyai fungsi dan peranan bagi kehidupan 
masyarakat.

Diskusikan mengenai pengertian dari sosiologi hukum dan 
apakah sosiologi hukum sama dengan antropologi hukum. Diskusikan 
juga mengenai ruang lingkup dalam sosiologi hukum dan sebut serta 
jelaskan aspek kajian dalam sosiologi hukum.

Bahan Bacaan :
•	 Soerjono Soekanto, 2005, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Kelimabelas.
•	 Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja 

Grafindo Persada Jakarta.
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•	 Saifulah, 2010, Refeksi Sosiologi Hukum, PT. Refika Aditama, 
Cet. Kedua.

•	 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, Sosiologi 
Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta.

•	 Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1987, Disiplin Hukum 
Dan Disiplin Sosial.

Tutorial ke-2
a. Discussion Task-Study Task

Sosiologi hukum yang merupakan ilmu yang bergerak dalam 
tataran empiris yaitu mempelajari hukum secara sosiologis yang berarti 
menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum yang mempunyai 
maksud mengapa orang mentaati hukum dan mengapa orang cenderung 
melanggar hukum. Mengkaji fenomena tersebut, maka orang akan 
memeberikan multi tafsir terhadap fenomena sosial tentang hukum 
tersebut, sehingga timbul pertanyaan apa yang menjadi karakter ilmu 
sosiologi hukum, serta kegunaaan sosiologi hokum.

b. Study Task-Problem Task
Ada kasus adat di Bali (delik adat) lokika sanggraha, delik adat 

lokika sanggaraha adalah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan 
oleh dua orang muda-mudi yang bertempat tingal dalam satu wilayah 
desa pakraman atas dasar suka sama suka sehingga mengakibatkan 
kehamilan, dan sebelum terjadinya kehamilan adanya janji dari pihak 
pria untuk mengawininya dan setelah terjadi kehamilan pada pihak 
wanita ternyata si pria ingkar terhadap janjinya.  Terhadap kasus ini 
pihak wanita melaporkan ke pihak yang berwenang/polisi dengan 
alasan si pria tidak mau bertanggung jawab. Terhadap kasus ini apakah 
bisa dikatakan fenomena sosial dan bagaimana kaitannya dengan ilmu 
sosiologi hukum. Apa tindakan hakim dalam perkara ini, apakah kasus 
bisa diproses sesuai dengan prosedur ?.
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Bahan bacaan :
•	 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman
•	 Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan 

Sementara Untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan 
Kekuasaan  dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

•	 Rancangan Undang-Undang KUHP
•	 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek 

Sosiologi Hukum, Alumni Bandung.
•	 Soerjono Soekanto, 2005, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 

Rajawali Press Jakarta.
•	 Saifulah, 2010, Refeksi Sosiologi Hukum, PT. Refika Aditama, 

Cet. Kedua.

Tutorial ke-3

a. Discussion Task-Study Task
Mengenai istilah sosiologi hukum dari perspektif historisnya, 

pertama kali dipergunakan oleh seorang ahli italia yang bernama 
Anzilotti pada tahun 1882.  Ditinjau dari perkembangan terbentuknya 
sosiologi hukum pada dasarnya muncul dari pemikiran ahli-ahli hukum 
dan sosiologi. Sehingga perkembangan sosiologi hukum merupakan 
refleksi inti-inti dari pemikiran-pemikiran pakar ilmu hukum dan 
sosiologi. Pengaruh filsafat hukum terhadap sosiologi hukum sangat 
nyata sekali terlihat dalam mahzab atau aliran-aliran filsafat hukum 
tersebut. Sebut dan jelaskan aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat 
hukum yang mempunyai peran penting dalam perkembangan sosiologi 
hukum!. Sebutkan bentuk-bentuk pemikiran para ahli filsafat hukum 
dan ahli sosiologi dalam perkembangan sosiologi hukum!. Sebutkan 
beberapa teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum!.
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b. Study Task-Problem Task
Di salah satu desa pakraman yang berada di Sanur merupakan 

tempat lokalisasi pelacuran. Di desa pakraman tersebut praktek-praktek 
pelacuran sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun. Di sisi lain 
desa pakraman tersebut merasa nama baiknya sangat tercemar akibat 
praktek-praktek pelacuran tersebut. Pemerintah Kota Denpasar juga 
mengeluarkan suatu aturan hukum yaitu PERDA Kota Denpasar 
tentang Pemberantasan pelacuran di Kota Denpasar, namun praktek-
praktek pelacuran tersebut masih tetap saja eksis. Diskusikan kasus 
ini dikaji dari aspek sosiologi hukum serta gunakan teori-teori yang 
terdapat dalam sosiologi hukum!.

Bahan Bacaan 
•	 Saifulah, 2010, Refeksi Sosiologi Hukum, PT. Refika Aditama, 

Cet. Kedua.
•	 Riduan Syahrani, 2004, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 

Citra Aditya Bhakti Bandung.
•	 Otje Salman, 1992, Ikhtisar Filsafat Hukum, Armico Bandung.
•	 Soerjono Soekanto, 2005, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Kelimabelas.
•	 Abdul Manan, 2005, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Prenada 

Media Jakarta.
•	 Peraturan Daerah Kota Denpasar  mengenai Pembrantasan 

Pelacuran.
•	 Awig-awid Desa Pakraman.

Tutorial ke-4
a. Discussion Task-Study Task

Kesadaran hukum sangat erat kaitanya dengan ketaatan terhadap 
hukum dan efektifnya hukum dalam masyarakat. Untuk mengukur 
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efektifitas aturan hukum di masyarakat sangat tergantung pada ketaatan 
dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masalah kesadaran hukum 
timbul dalam hal mencari sahnya hukum yang merupakan konsekwensi 
dari masalah-masalah yang timbul dari penerapan hukum. Kesadaran 
hukum juga sangat diperlukan dalam proses pembentukan hukum. 
Apa yang dimkasud dengan kesadaran hukum, tunjukkan dan jelaskan 
wujud dalam kesadaran hukum serta jelaskan peranan kesadaran hukum 
dalam pembentukan hukum ?.

b. Study Task-Problem Task
Seorang pemimpin masyarakat adat membuat suatu aturan 

hukum adat yang berfungsi untuk mengatur pola prilaku kehidupan 
masyarakat adatnya. Dalam pembuatan aturan tersebut tidak digunakan 
asas demokrasi (musyarawarah mufakat), sehingga dalam penerapan 
aturan hukum adat tersebut sangat arogan dan tidak adil serta berpihak 
pada pemimpin atau penguasa (pembuat aturan tersebut). Dalam 
kasus ini apakah sudah ada kesadaran hukum dalam pembentukan 
hukum tersebut?, Apa kaitan kesadaran hukum dengan budaya hukum 
masyarakat serta kaitan dengan teori Von Savigny dan Eugen Erlich?.
Bahan Bacaan :

•	 Soerjono Soekanto, 2005, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Kelimabelas.

•	 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial 
Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

•	 Abdul Manan, 2005, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Prenada 
Media Jakarta.

•	 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek 
Sosiologi Hukum, Alumni Bandung.

•	 Saifulah, 2010, Refeksi Sosiologi Hukum, PT. Refika Aditama, 
Cet. Kedua.
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Tutorial ke-5

a. Discussion Task-Study Task
Berbicara keberadaan hukum dalam masyarakat maka bahasan 

yang penting dikupas adalah fungsi hukum dalam masyarakat, 
efektifitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas 
hukum dalam masyarakat. Berfungsinya dan bekerjanya hukum 
dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial dan 
perubahan hukum atau hukum berfungsi dan bekerja sehingga dapat 
menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidak-tidaknya 
dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dimasyarakat. 
Jelaskan yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai sarana social 
control dan hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Apa yang 
menyebabkan keberlakuan hukum di masyarakat itu efektif serta faktor-
faktor apa yang mempengaruhi efektifitas hukum tersebut.

Bahan Bacaan :
•	 Soerjono Soekanto, 2005, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Kelimabelas.
•	 -------------------, 2011, Faktor-Faktor Yang memepengaruhi 

Penegakan Hukum, Raja Grafindo  Persada Jakarta.
•	 -------------------, 2002, Sisiologi Suatu Pengantar, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta.
•	 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial 

Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

•	 Abdul Manan, 2005, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Prenada 
Media Jakarta.
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Tutorial ke-6

a. Discussion Task
Dominasi tradisi pemikiran hukum analitis positivis sejak abad 

ke 19 ditantang oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi 
hukum tidak lagi berpusat hanya pada perundang-undangan saja 
melainkan telah berubah kedalam konteks yang lebih luas lagi seperti 
yang diungkapkan oleh Lawrence M Friedman bahwa system hukum 
itu terdiri dari struktur hukum (lembaga hukum), substansi hukum 
(peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum (budaya hukum).

Terbentuk atau lahirnya suatu norma dapat dikaji dai berbagai 
aspek seperti : yuridis, filosofis, sosiologis, antropologis, psikologis 
maupun politis, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan 
hukum maka aspek-aspek tersebutlah yang akan dapat membantu 
menyelesaikannya agar penyelesaiannya tepat, adil dan benar sesuai 
dengan fungsi maupun tujuan hukum.

Dari pernyataan seperti tersebut diatas maka akan timbul 
pertanyaan, kemudian diskusikan mengapa pemikiran hukum yang 
analitis positivisme itu mendapat tantangan!. Serta bagaimana 
hubungannya dengan pendapat dari L.M.Friedman!, Dan apa yang 
menyebabkan hal tersebut terjadi ?.

b. Problem Task
Petunjuk, diskusikan tugas pada wacana dengan menggunakan 

seven jump approaches : 1) Baca wacana, 2) Identifikasi kata, istilah, 
konsep dan isu hukum yang sulit pada wacana, 3) Mencari prior 
knowledge, 4) Brain storming, 5) Memformulasikan learning gool, 6) 
Menjawab learning gool, 7) Reporting.

Masyarakat Hukum Adat Bali terkenal karena keramah-
tamahannya keseluruh dunia. Tetapi akhir-akhir ini gelar tersebut telah 
tercoreng dengan adanya pemberitaan baik di media cetak maupun 
elektronik bahwa dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat Bali telah 
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berubah dan banyak terjadi bentrokan-bentrokan baik antar pemuda, 
antar Desa Pakraman dan lain sebagainya yang menimbulkan banyak 
kerugian baik kerugian matriil maupun kerugian yang bersifat non 
matriil., ada juga yang sampai dikeluarkan dari kelompoknya, baik itu 
karena persoalan tapal batas (batas Desa Pakraman) maupun karena 
adanya keinginan untuk pemekaran (memisahkan diri) dari Desa 
Pakraman induk. Dengan alasan karena sudah dipenuhinya persyaratan- 
persyaratan untuk membentuk satu Desa Pakraman baru

Bahan Bacaan :
•	 Soerjono Soekanto, 1981, Fungsi Hukum dan Perubahan 

Sosial, Alumni, Bandung.
•	 ---------------, 1983, Teori Sosiologi Tentang Perubahan 

Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta.
•	 ---------------, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta.
•	 Soekanto Soerjono, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, 

1988, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, 
Jakarta. 

•	 Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, 
PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

•	 H. Abdul Manan, 2009, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, 
Kencana Predana Media Group, Jakarta, Cet. Ketiga.

•	 A.B. I Gde Wiranata, 2005, Hukum Adat Indonesia 
Perkembangan dari Masa ke Masa,Citra Aditya Bakti, 
Bandung.

•	 Raharjo Satjipto, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial 
Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
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Tutorial ke-7

a. Discussion Task  
Dalam setiap pembicaraan sering dikemukakan bahwa ada 

masyarakat sederhana, ada masyarakat tertinggal dan ada pula 
masyarakat modern. Dengan penyebutan seperti itu akan muncul 
pertanyaan adakah lagi sebutan untuk masyarakat dalam bentuk lain?. 
Serta apakah ciri-ciri atau kriteria untuk dapat menyatakan bahwa 
masyarakat itu adalah masyarakat sederhana, tertinggal atau modern?. 
Apa langkah-langkah yang dapat ditempuh agar dari suatu masyarakat 
sederhana dapat diubah menjadi masyarakat modern ?

Diskusikan dan jelaskan argument saudara agar masyarakat 
mempunyai pedoman untuk berubah serta kemana harus arah 
perubahannya dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar 
masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan 
yang terjadi baik itu perubahan hukum maupun perubahan sosial dengan 
berpedoman pada teori-teori yang ada hubungannya dengan perubahan 
hukum maupun perubahan sosial ?.

b. Problem Task
Petunjuk, diskusikan tugas pada wacana dengan menggunakan 

seven jump approaches : 1) Baca wacana, 2) Identifikasi kata, istilah, 
konsep dan isu hukum yang sulit pada wacana, 3) Mencari prior 
knowledge, 4) Brain storming, 5) Memformulasikan learning gool, 6) 
Menjawab learning gool, 7) Reporting.

Undang-Undang Lalu Lintas mewajibkan bahwa setiap 
pengendara sepeda motor di jalan raya haruslah melengkapi diri dengan 
memakai helm pengaman baik untuk menempuh jarak dekat maupun 
berjarak jauh. Suatu hari Pan Mandi seorang Krama desa dari Banjar 
Celuk, Sukawati Gianyar  berkeinginan tangkil ke Pura Besakih yang 
terletak di Kecamatan Manggis Karangasem karena ada upacara disitu. 
Pan Mandi adalah salah satu Krama Adat yang taat beragama dan 
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taat hukum sehingga untuk tangkil bersembahyang ke Pura haruslah 
memakai pakaian lengkap untuk bersembahyang bagi pemeluk Agama 
Hindu, seperti pakai kain lengkap dengan destar (udeng). Tetapi karena 
berjarak jauh ia jadi bingung, disatu sisi ia harus pakai udeng dan disisi 
yang lain ia harus memakai helm karena akan bersepeda motor sebab ia 
tidak mempunyai mobil, sedangkan ia tidak mau melanggar aturan tata 
tertib beragama maupun tata tertib berlalu lintas.

Diskusikan dan berikan jalan keluar agar Pan Mandi dapat 
dengan tenang melakukan rencananya bersembahyang dengan pakaian 
lengkap dan tidak ditilang karena melanggar peraturan berlalu lintas! 

Bahan Bacaan  :
•	 H. Abdul Manan, 2009, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, 

Kencana Predana Media Group, Jakarta, Cet. Ketiga.
•	 Raharjo Satjipto, 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan 

Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, 
Cet. Kedua.

•	 Soerjono Soekanto, 1981, Fungsi Hukum dan Perubahan 
Sosial, Alumni, Bandung, Bandung.

•	 ---------------, 1983, Teori Sosiologi Tentang Perubahan 
Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta.

•	 ---------------, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta.

•	 Soekanto Soerjono, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, 
1988, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, 
Jakarta.


